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Factors Affecting Process of Making Local Regulation on Regional 




This research aims to explain and describe the influence of national 
legislation, values, actors, and context/environment variables (independent 
variable) to the process of making Local Regulation on Regional Government 
Budget (dependent variable) in East Java Provincial Government. This research 
method uses quantitative-qualitative methods and data analysis uses multiple 
linier regression model and deep understanding of subjective data. 
Based on this research data, the results of multiple regression F-test of these 
research variables, it is known that: F-count (821,263) > F-table (2,394) and probability 
value of Sig- (0,000) < α (0,05), which means the influence independent variable to the 
dependent variable is significant. Based on the results on t-test, the partial influence 
of independent variable to the dependent variable is also significant, except in 
sub-variable testing national legislation had no significant effect. 
This data findings—although in certain case the data shows opposite 
facts—generally parallel with qualitative data obtained from in-depth interviews 
with informants. Thus, it can be concluded the data of this research findings 
articulates with the conceptual-theoretical some scientists of public policy which 
says that the independent variable effect on the dependent variable that is 
described in this research. 
 
Keywords : actors, context/environment, Local Regulation, national legislation, 
Regional Government Budget, and values  
 



































Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terhadap Proses Pembuatan Perda 




Tujuan penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan pengaruh variabel 
legislasi nasional, nilai-nilai, aktor pemeran serta, dan konteks/lingkungan 
(variabel bebas) terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD 
(variabel terikat) di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian 
menggunakan metode kuantitatif-kualitatif dan analisis datanya menggunakan 
model regresi linier berganda dan pemahaman mendalam terhadap data subjektif. 
Berdasarkan data penelitian ini, hasil uji F regresi berganda terhadap 
variabel-variabel penelitian ini, menunjukkan bahwa: Fhitung (821,263) > F-table (2,394) 
dan nilai probabilitas Sig- (0,000) < α (0,05), yang artinya pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat adalah signifikan. Berdasarkan hasil uji t pengaruh 
parsial variabel bebas terhadap variabel terikat juga significan, kecuali pengujian 
sub-variabel legislasi nasional yang tidak berpengaruh signifikan. 
Temuan data tersebut—meskipun dalam kasus tertentu data 
memperlihatkan fakta sebaliknya—secara umum paralel dengan data kualitatif 
hasil wawancara mendalam dengan informan. Jadi, dapat disimpulkan data 
temuan penelitian ini berartikulasi dengan konseptual-teoritis pelbagai ilmuan 
kebijakan publik yang mengatakan bahwa variabel independen berpengaruh 
terhadap terhadap variabel terikat yang dideskripsikan penelitian ini. 
 
Keywords : aktor pemeran serta, APBD, konteks/lingkungan, legislasi nasional, 
Perda, dan nilai-nilai 
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A. Latar Balakang Masalah 
Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembuatan Peraturan 
Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat krusial untuk diidentifikasi oleh 
pelbagai kalangan terkait pembangunan. Proses identifikasinya berdasarkan pada 
fakta empirik dari sudut pandang kalangan terkait yang menjadi subjek sekaligus 
objek implementasi perda tersebut. Dengan teridentifikasikannya faktor-faktor 
tersebut, paling tidak, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Tim Anggaran 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)-
Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur dan kalangan terkait lain di Provinsi Jawa 
Timur, pertama, dapat mengetahui kisaran pandangan pelbagai kalangan terkait 
mengenai isu dan opini tentang seputar proses pembuatan Perda tentang APBD 
sebelumnya atau yang sedang berlangsung. Kedua, bisa melakukan evaluasi 
secara deskriptif-eksplanatif terhadap proses dan hasil (process and outcomes) 
Perda tentang APBD, yang mana bisa saja seperti halnya perda-perda lain tentang 
ekonomi di beberapa daerah lain, melahirkan proses dan hasil yang bertentangan 
dengan semangat filosofi pemberlakuan otonomi daerah. Yakni, bertentangan 
dengan akselerasi kesejahteraan masyarakat melalui instrumen peningkatan, 
pemberdayaan, partisipasi masyarakat, pelayanan prima, dan kapasitas daerah 
berdasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan suatu daerah. 































Bab I: Pendahuluan 2 
Proses pembuatan Perda tentang APBD, mengadaptasi teori kebijakan 
publik, merupakan tahap kedua dari lima dalam proses pembuatan kebijakan 
publik, yakni, tahap perumusan kebijakan publik (public policy formulation). 
Dalam tahap perumusan kebijakan publik ini, masalah yang masuk dibahas dan 
kemudian didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah terbaik. Pada tahap 
ini, masing-masing para pembuat kebijakan publik dan masyarakat berusaha 
mempengaruhinya melalui pengusulan pemecahan masalah terbaik.1 Berkaitan 
dengan desentralisasi politik-administratif, proses pembuatan Perda tentang 
APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pembuat 
kebijakan publik, sesuai dengan kewenangan politik yang diberikan oleh 
pemerintah pusat. Dalam studi kebijakan publik, ketika proses pembuatan Perda 
tentang APBD diletakkan sebagai variabel terikat (dependent variable)—bukan 
sebagai variabel bebas (independent variable)—pemaparan dan penjelasan yang 
dapat membantu mengurai proses pembuatannya bukan terfokus pada dampak 
yang diakibatkan terhadap lingkungan masyarakat (baca: sistem sosial-politik, 
ekonomi, dan budaya masyarakat) tetapi pada faktor-faktor aktor pemeran serta, 
nilai-nilai berpengaruh, dan konteks/lingkungan masyarakat yang mempengaruhi 
proses pembuatannya.2 
Berdasarkan pada konteks tersebut, dengan demikian, identifikasi terhadap 
faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang 
APBD menjadi sangat krusial, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan menjadi 
suatu keharusan untuk dilakukan pelbagai kalangan terkait, sebagai masukan 
 
1Joko Widodo, Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep dan Isue 
Stratejik Kontemporer Administrasi Publik (Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-
Program Pasca Sarjana Untag, 2003), h. 98-100. 
2Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo, 
2003), h. 25. 































Bab I: Pendahuluan 3 
(input) dalam proses pembuatan Perda tentang APBD pada periode berikutnya di 
pelbagai tingkatan administrasi pemerintahan daerah. Mengadaptasi dari pendapat 
Akmal Boedianto3 tentang “hirarki aturan hukum keuangan daerah” dan Budi 
Winarno4 tentang “faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan 
publik”, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut: (1) legislasi 
nasional (baca: peraturan perundang-undangan nasional), (2) aktor pemeran serta 
perumusan kebijakan, (3) nilai-nilai yang berpengaruh dalam pembuatan 
keputusan, dan (4) konteks perumusan kebijakan publik. 
Faktor yang pertama terdiri dari sub-faktor Undang-Undang (UU), 
Peraturan Pemerintah (Perpu), Peraturan/Keputusan Presiden (Perpres/Kepres), 
dan Peraturan/Keputusan Menteri (Permen/Kepmen).5 Faktor yang kedua terdiri 
dari sub-faktor pemeran serta resmi dan tidak resmi. Pemeran serta resmi meliputi 
badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan pemeran serta tidak resmi 
meliputi kelompok penekan, partai politik, dan masyarakat secara individual. 
Faktor yang ketiga terdiri dari nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, 
dan ideologi. Sedangkan faktor yang keempat terdiri dari budaya politik dan 
kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi lokus bergulirnya proses 
pembuatan perda tersebut.6 
Dalam konteks proses pembuatan kebijakan publik negara-bangsa 
Indonesia pasca pemberlakuan otonomi daerah, proses pembuatan Perda tentang 
 
3Akmal Boerdianto, “Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang Partisipatif 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Disertasi Program  Doktor Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Brawijaya, 2008, h. 36-37. 
4Winarno, op. cit., h. 123, 133 dan 136. 
5Boedianto, op. cit., h. 38-39. 
6Winarno, op. cit., h. 123-142. 































Bab I: Pendahuluan 4 
APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah oleh karena pemerintahan pusat 
menetapkan kebijakan otonomi daerah—sebagai bentuk implementasi kebijakan 
administrasi atau fiskal dan ekonomi pendukung kebijakan desentralisasi politik—
yang secara efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Kebijakan ini ditetapkan 
oleh pemerintah pusat melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui UU No. 22 Tahun 1999—yang diganti 
dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirubah dengan UU 
No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, dan dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah—
pemerintah pusat memberikan kewenangan politik dan pemerintahan kepada 
daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri (self government) berdasarkan 
preferensi masyarakat sesuai dengan undang-undang.7 Sementara berdasarkan UU 
No. 25 Tahun 1999—diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan 
akan diganti/dirubah lagi tinggal menunggu pengesahan RUU tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah—
pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola 
 
7UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 17 dan 65; UU No. 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 
65. 































Bab I: Pendahuluan 5 
pendanaan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan pemerintahannya 
sendiri.8 
Secara normatif desentralisasi politik (political decentralization), 
diharapkan oleh pemerintah pusat dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat 
dan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.9 Sedangkan 
desentralisasi administratif (administrative decentralization) atau fiskal/ekonomi 
diharapkan oleh pemerintah pusat dapat menciptakan keadilan dan keselarasan 
dalam hal keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya antara 
pemerintahan pusat dan daerah dan antarpemerintahan daerah.10 Tujuan 
desentralisasi politik dan administratif/fiskal merupakan anti tesis dari rezim 
sentralistik Orde Baru—dimana melalui UU No. 4 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah penyelengaraan pemerintahan daerah dan 
keuangan daerah sangat tergantung pada kebijakan pemerintahan pusat11, dan 
subsidi pemerintah pusat melalui bantuan pembangunan dan pelbagai instruksi 
presiden12. 
Sinergis dengan pemberian kewenangan formal dalam proses pembuatan 
keputusan politik dan administratif kepada daerah, pemerintah daerah dapat 
menetapkan sejumlah perda, termasuk Perda tentang APBD, sesuai dengan 
preferensi masyarakat. Proses pembuatan perda tersebut secara normatif 
 
8Abdullah Zainie, “Dilema Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah,” dalam Syamsuddin Haris (ed.), Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Jakarta: LIPI 
Press, 2007), h. 265. 
9UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31. 
10UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, Bagian “Menimbang” [huruf b dan c]. 
11Syaukani HR., et al., Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika dan Pemerintahan, 2002), h. 186. 
12Alfitra Salam, “Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Perimbangan Keuangan Pusat-
Daerah,” dalam Syamsuddin Haris (ed.), Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Jakarta: LIPI Press, 
2007), h. 278-279. 
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ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan—yang 
dirubah dengan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Pada Pasal 65 UU No 23 Tahun 2014 disebutkan secara eksplisit 
bahwa perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari 
DPRD. Perda tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU yang lebih 
tinggi dan memperlihatkan ciri khas daerah masing-masing, tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, dan berlaku 
setelah diundangkan dalam lembaran negara. Berkaitan dengan proses pembuatan 
perda, dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 236-239 menyebutkan bahwa inisiatif 
Rancangan Perda (Raperda) bisa datang dari DPRD atau dari kepala daerah, yakni 
Gubernur, Bupati, dan Walikota. 
Mekanisme proses pembentukannya ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 
2004 dalam Pasal 26-29 dan 40. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa 
Raperda dapat berasal dari DPRD (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD 
Kota) dan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Raperda dapat 
disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan khusus 
yang menangani bidang legislasi DPRD. Jika inisiasinya datang dari kepala 
daerah Raperda disampaikan kepada DPRD dan jika berasal dari pimpinan DPRD 
Raperda disampaikan kepada kepala daerah. Setelah disampaikan, kemudian 
Raperda dibahas bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD dalam rapat 
komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi dan rapat 
paripurna. 
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Dalam UU tersebut, tampak secara eksplisit memberikan ilustrasi bahwa 
kepala daerah dan DPRD memiliki hak inisiatif dalam pembentukan perda. Jika 
inisiatif pembuatan perda datang dari kepala daerah, DPRD dapat menolak dan 
menerima serta mensyahkannya, dan jika inisiatifnya datang dari DPRD, kepala 
daerah juga dapat menerima dan menolaknya.13 Namun dalam proses 
pembentukan Perda tentang APBD muncul paradoks,  dimana secara de jure 
DPRD seharusnya juga memiliki hak dan kewenangan menginisiasinya, tetapi 
secara de facto aturan normatifnya hanya diberikan hak inisiatif kepada kepala 
daerah, sementara DPRD hanya diberikan kewenangan dalam membahas dan 
mengusulkan perubahan Raperda tentang APBD. Inisiatif Perda tentang APBD 
dari kepala daerah disebutkan dalam Pasal 240 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 
20 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa kepala daerah dapat 
mengajukan Raperda tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan 
persetujuan bersama. Pokok bahasan Raperda tentang APBD berdasarkan 
Kebijakan Umum APBD (AKU), prioritas dan platfon anggaran. Pasca 
persetujuan Raperda tentang APBD oleh  DPRD,  kepala  daerah  menyiapkan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang penjabaran APBD dan 
rancangan pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
Sedangkan kewenangan dan pembahasan dan usul Perda tentang APBD 
disebutkan dalam Pasal 241 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 20 UU No. 17 
Tahun 2003, DPRD DPRD hanya dapat membahas, menyetujui, dan mengusulkan 
jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Raperda tentang APBD. 
 
13Syaukani et al., op. cit., h. 257. 
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Gambar 1.1 
Mekanisme Pengajuan Reperda 
 





























Sumber: Syaukani HR., et al., Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan 
Pemerintahan, 2002), h. 258-259. 
 
Sementara itu, kewenangan daerah dalam menyusun dan melaksanakan 
APBD merupakan implementasi nyata dari kewenangan daerah dalam 
pengelolaan pendanaan tingkat lokal. APBD secara normatif merupakan 
perangkat ekonomis yang ditetapkan dalam tahun anggaran tertentu yang 
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menggambarkan arah dan tujuan pelayanan dan pembangunan di daerah dalam 
kurun waktu satu tahun anggaran. Dengan demikian, APBD merupakan rencana 
pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Maksudnya, semua penerimaan 
daerah bertujuan memenuhi target yang ditetapkan APBD dan pengeluaran daerah 
harus sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan APBD. Pelaksana utama 
APBD tersebut adalah kepala daerah, yakni Gubernur, Bupati dan Walikota. 
Kepala daerah ini merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan daerah. 
Kekuasaannya meliputi: (1) perencanaan umum, (2) penyusuanan anggaran, (3) 
pemugutan pendapatan, (4) perbendaharaan umum, (5) penggunaan anggaran, dan 
(6) pengawasan dan pertanggung-jawaban. Dalam melaksananakan tugas-tugas 
tersebut kepala daerah dibantu oleh para pejabat di bawahnya, seperti sekteratis 
daerah dan para pejabat perangkat pengelola keuangan daerah melalui 
pendelegasian sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekteratis daerah dan 
para pejabat perangkat pengelola keuangan. Ketentuan-ketentuan pokok APBD, 
sebagaimana diuraikan di atas, diatur dengan perda yang merupakan dasar bagi 
pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.14 
Komponen-komponen APBD terdiri dari: (1) pendapatan daerah, (2) 
belanja daerah, dan (3) pembiayaan daerah (termasuk di dalamnya terdapat Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)). Pendapatan daerah meliputi: (1) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) dana perimbangan, dan (3) lain-lain 
pendapatan yang sah. PAD diperoleh dari komponen pajak daerah, retribusi 
daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset daerah, dan 
 
14Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 207-209. 
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kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari unsur PAD. Dana perimbangan 
diperoleh dari dana bagi hasil daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil daerah meliputi Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan 
penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA). Belanja daerah komponen-
komponennya meliputi: (1) belanja aparatur daerah, (2) belanja pelayanan publik, 
(3) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan (4) belanja tak terduga. 
Sedangkan pembiayaan daerah kompenen-komponennya meliputi: (1) penerimaan 
daerah, dan (2) pengeluaran daerah.15 
Pada dasarnya APBD mencerminkan kerangka kebijakan publik yang 
memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin 
dalam format pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Oleh karena pentingnya 
APBD untuk peningkatan kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, pemerintah pusat mendorong kepada pemerintah daerah dalam 
penyusunan APBD harus diorientasikan pada kepentingan publik dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyusunan RAPBD/APBD berdasarkan 
pada Arah Kebijakan Umum APBD (AKU-APBD) yang disepakati bersama 
antara pemerintah daerah dan DPRD dan sebagai lembaran daerah yang harus 
dipertanggungjawabkan bersama kepada masyarakat sebagai konstituennya. 
RAPBD/APBD ini diserahkan oleh Tim Anggaran Eksekutif (TAE)—minimal 
terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, dan Biro Keuangan 
Sekretaris Daerah—kepada DPRD melalui Panitia Anggaran Legislatif (PAL) 
untuk dibahas di tingkat fraksi dan sidang paripurna DPRD. Dalam pambahasan 
 
15Sultan Suhab, “Kebijaksanaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi dan 
Otonomi Daerah,” Analisis 1, No. 2, 2004: 111-112. Lihat juga Bratakusumah dan Solihin, op. cit., 
h. 212-214. 
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RAPBD/APBD AKU-APBD menjadi referensi utama untuk menilai mekanisme 
dan konsistensi kebijaksanaan dengan kegiatan pemerintah daerah. 
RAPBD/ABPD ini berisi dua muatan pokok bahasan. Kedua muatan pokok 
bahasan tersebut ialah: (1) nota keuangan, dan (2) batang tubuh. Kedua hal pokok 
bahasan inilah yang diserahkan dan dibahas di tingkat PAL, fraksi, dan paripurna 
DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda tentang APBD di seluruh pemerintahan 
daerah.16 
Dasar penyusunan RAPBD/APBD tersebut, secara normatif harus 
mengacu pada pendekatan dan paradigma anggaran yang ditetapkan pemerintah 
pusat, yakni kinerja dan norma-prinsip anggaran. Pendekatan penyusunan APBD 
berbasis kinerja berisi tiga komponen pokok, yaitu: (1) sasaran yang diharapkan 
menurut fungsi belanja, (2) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan 
biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, dan (3) pendapatan APBD 
yang membiayai belanja administrasi umum, operasi dan pemeliharaan, dan 
modal atau pembangunan. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah 
tersebut dikembangkan Tolak Ukur Kinerja (TUK), standar analisas biaya (SAB), 
dan standar biaya (SB). TUK yang dimaksud ialah ukuran keberhasilan yang 
dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah. SAB adalah penilaian 
kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Sedangkan SB 
adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah.17 
Sedangkan paradigma penyusunan APBD yang dimaksud ialah 
penyusunannya harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran yang ditetapkan 
pemerintah. Norma dan prinsip anggaran tersebut, meliputi: (1) transparansi dan 
 
16Suhab, op. cit., h. 109-111. 
17Ibid., h. 112. Lihat juga Bratakusumah dan Solihin, op. cit., h. 214-215. 
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akuntabiltas anggaran, (2) disiplin anggaran, (3) keadilan anggaran, dan (4) 
efisisiensi dan efektivitas anggaran. Norma/prinsip pertama, transparansi dan 
akuntabiltas anggaran diorientasikan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, 
bersih, dan bertanggung-jawab. Untuk mencapai tanggung jawab dan kinerja 
pemerintah yang dapat mensejahterakan masyarakat, APBD harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada seluruh 
masyarakat. Norma/prinsip kedua, disiplin anggaran diorientasikan kepada 
kebutuhan masyarakat dan keseimbangan pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan—yang disusun berdasarkan pada asas 
efisiensi, efektivitas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Norma/prinsip ketiga, efisiensi dan efektivitas anggaran diorientasikan untuk 
menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 
norma/prinsip keempat, keadilan anggaran diorientasikan untuk menciptakan 
keadilan dalam alokasi penggunaan anggaran untuk kepentingan seluruh 
masyarakat.18 
Dari uraian-uraian tersebut, tampak memperlihatkan secara eksplisit 
bahwa pembahasan dan praktik desentralisasi tidak dapat dilakukan secara parsial 
atau dipisahkan antara desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Hal ini 
karena penyelenggaraan pemerintah daerah yang desentralistik membutuhkan 
sejumlah transfer kewenangan formal untuk perencanaan, manajemen, dan 
peningkatan dan alokasi sumber daya serta pendanaan yang memadai. Namun 
demikian, praktik-praktik desentralisasi politik dan administratif/fiskal yang 
dilakukan secara komprehensif tidak kemudian selalu menjadi jaminan 
 
18Ratnawati, “Gender Budget dalam APBD,” Abdul Gaffar Karim (ed.), Kompleksitas 
Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2003), h. 298. 
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keberhasilan ketercapaian tujuan dari pemberlakuan desentralisasi. Pemberlakuan 
desentralisasi yang secara normatif diharapkan mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat—melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan varian-
variannya—tetapi sebaliknya dalam banyak kasus dipelbagai daerah melahirkan 
kebijakan-kebijakan bias kepentingan ekonomi atau kebijakan yang lebih banyak 
menekankan pada kepentingan ekonomi daripada meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Kebijakan yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah atau 
desentralisasi tersebut kemudian oleh pemerintah pusat dibatalkan. Menurut data 
empirik yang dihimpun Soekarwo (Gubernur Jawa Timur Periode 2009-2014 dan 
2014-2018) dari pelbagai sumber, selama tahun 2003 pemerintah pusat 
membatalkan 7.000 (tujuh ribu) Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Alasan mendasar pemerintah pusat—melalui Departemen Dalam Negeri—
membatalkan perda-perda tersebut karena dianggap bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dan memberatkan publik.19 
Secara normatif-teoritis munculnya perda-perda tersebut di tingkat lokal—
baik yang kontroversial maupun yang tidak kontroversial—tidak terlepas dari 
pengaruh keempat faktor yang disebutkan di atas. Dengan demikian, keempat 
faktor dan pelbagai sub-faktornya tersebut, secara normatif-empiris bisa menjadi 
“variabel bebas” yang dapat mempengaruhi “variabel proses pembuatan Perda 
tentang APBD dipelbagai daerah” sebagai “variabel terikat”, termasuk di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dasar argumentasinya, pertama, karena 
legislasi nasional merupakan aturan dasar normatif tertulis yang hasus menjadi 
acuan pelbagai pemerintah daerah dalam proses pembuatan Perda tentang APBD. 
 
19Soekarwo, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good 
Financial Governance (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 1. 
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Kedua, karena aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan perumusan 
Perda tentang APBD merupakan variabel berpengaruh dalam proses pembuatan 
Perda tentang APBD, meskipun bobot deteminasinya bervaritif di pelbagai 
daerah. Pengaruh keempat variabel tersebut terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur inilah yang dipaparkan dan 
dijelaskan dalam penelitian ini. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari dari latar belakang masalah di atas, permasalahan pokok 
yang dipaparkan dalam penelitian ini ialah pengaruh faktor-faktor yang 
mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur. Faktor-faktor berpengaruh tersebut ditetapkan oleh 
peneliti terdiri dari empat faktor, yakni: (1) legislasi nasional, (2) aktor pemeran 
serta, (3) nilai-nilai, dan (4) konteks perumusan perda. Legislasi nasional terdiri 
dari: (1) UU, (2) Perpu, (3) Perpres/Kepres, dan (4) Permen/Kepmen. Pemeran 
serta terdiri dari: (1) Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (2) DPRD-
Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur, (3) kelompok penekan, (4) partai politik, 
dan (5) masyarakat secara individual, di Provinsi Jawa Timur. Nilai-nilai terdiri 
dari: (1) nilai-nilai politik, (2) nilai-nilai organisasi, (3) nilai-nilai pribadi, (4) 
nilai-nilai kebijakan, dan (5) ideologi, yang berkembang di Provinsi Jawa Timur. 
Sedangkan konteks perumusan Perda tentang APBD terdiri dari: (1) kondisi 
budaya politik masyarakat Provinsi Jawa Timur, dan (2) kondisi sosial-ekonomi 
masyarakat Provinsi Jawa Timur. 
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Untuk memperjelas permasalahan penelitian tersebut, dapat diurai ke 
dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ialah sebagai berikut: 
(1) Bagaimana pengaruh legislasi nasional, peran aktor pemeran serta, 
nilai-nilai politik, konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur? 
(2) Bagaimana pengaruh legislasi nasional terhadap proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur? 
(3) Bagaimana pengaruh aktor pemeran serta terhadap proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur? 
(4) Bagaimana pengaruh nilai-nilai terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur? 
(5) Bagaimana pengaruh konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari uraian-uraian pada rumusan masalah di atas, tujuan 
penelitian mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh: 
(1) legislasi nasional, peran aktor pemeran serta, nilai-nilai politik, 
konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD 
di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, 
(2) pengaruh legislasi nasional terhadap proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, 
(3) pengaruh aktor pemeran serta terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, 
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(4) pengaruh nilai-nilai terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD 
di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan 
(5) pengaruh konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan dari uraian-uraian pada tujuan penelitian di atas, kegunaan 
penelitian ini sebagai berikut: 
(1) Data hasil penelitian dapat dijadikan sebagai data awal Pemerintah 
Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
(2) Data hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian/masukan 
kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa 
Timur tentang pentingnya legislasi nasional dalam merumuskan, 
membahas, dan menetapkan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, 
(3) Data hasil penelitian dapat dijadikan sebagai kajian/bahan masukan 
kepada pelbagai kalangan (pemerintah dan non-pemerintah) di 
Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki prilaku politik pejabat 
Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur yang berwenang dalam 
proses pembuatan Perda tentang APBD dan mendorong partisipasi 
masyarakat dalam proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur,  
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(4) Data hasil penelitian dapat dijadikan sebagai kajian/bahan masukan 
kepada pelbagai kalangan (pemerintah dan non-pemerintah) di 
Provinsi Jawa Timur tentang nilai-nilai dan konteks sosial-budaya, 
politik, dan ekonomi masyarakat dalam merumuskan, membahas, dan 
menetapkan Perda tentang APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur, dan 
(5) Data hasil penelitian dapat dijadikan sebagai data awal oleh pelbagai 
kalangan untuk melakukan penelitian lanjutan dan review terhadap 
Perda tentang APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 
 
E. Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur 
banyak dilakukan ilmuan dan praktisi pasca pemberlakukan otonomi daerah tahun 
1999. Penelitian tersebut antara lain: (1) penelitian Habib Adjie et al., 
“Ketidakberlanjutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era Otonomi 
Daerah”, (2) Nanda Pratama Sukoco “Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan 
Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Timur,” (3) Dewie Tri Wijayanti “Manajemen Strategi pada Organisasi 
Pemerintahan Jawa Timur: Sebuah Pendekatan “Fish Schale Multiscience”, dan 
(4) Kalpie Astragina “Analisis Faktor Dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur”. 
Habib Adjie et al., dalam penelitiannya menemukan bahwa 
pemberlakukan otonomi daerah di Provinsi Jawa Timur berdampak pada perda-
perda Provinsi Jawa Timur tidak berlaku efektif baik di tingkat pelaksana maupun 
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implementasi di masyarakat. Penyebabnya adalah karena faktor normatif dan 
empiris. Faktor normatif karena: (1) terlalu banyak pendelegasian wewenang 
pengaturan baik dalam bentuk Keputusan Gubernur maupun Peraturan Gubernur, 
dan ditemukan dalam 5 (lima) perda yang dianalisis jumlah pendelegasian 
wewenang pengaturan sebanyak 37 pengaturan, dalam bentuk Keputusan 
Gubernur berjumlah 24 (dua puluh empat) dan dalam bentuk Peraturan Gubernur 
berjumlah 13 (tiga belas). Rata-rata pendelegasian tersebut berjumlah 7,4 (tujuh 
koma empat) peraturan di setiap perda, sehingga dengan banyaknya pendelegasian 
kewenangan mengatur tersebut akan menimbulkan 2 (dua) akibat, yakni: (a) 
mempengaruhi efektifitas pelaksanaan perda karena harus menunggu 
ditetapkannya peraturan tersebut, dan (b) berpotensi akan menimbulkan 
inkonsistensi antara perda dan peraturan pelaksananya, (2) sanksi di perda masih 
terlalu ringan/rendah dan tidak memadai sehingga tidak menjamin masyarakat 
untuk selalu mentaati perda, dan (3) terdapat delegasi blanko baik dalam bentuk 
Keputusan Gubernur maupun Peraturan Gubernur. Sedangkan faktor empirisnya 
karena: (1) pembentukan perda kurang partisipatif sehingga kurang responsif, (2) 
kurang pengawasan, (3) penegakan perda kurang maksimal, dan (4) kurangnya 
penyuluhan dan sosialisasi perda ke masyarakat. 20 
Nanda Pratama Sukoco pada penelitiannya menemukan bahwa peran 
Badan Legislasi DPRD Jawa Timur dalam perumusan perda di DPRD sangat 
besar. Badan Legislasi DPRD Jawa Timur dalam melakukan perannya 
bekerjasama dengan mitra kerjanya, yaitu: (1) gubernur Provinsi Jawa Timur, (2) 
Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, (3) masyarakat/LSM, (4) 
 
20Habib Adjie et al., Ketidakberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era 
Otonomi Daerah, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2012, h. 50-59. 
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instansi terkait di daerah Provinsi Jawa Timur rujukan pembahasan 
Raperda/Perda, dan (5) Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI. Peran Badan 
Legislasi DPRD Jawa Timur dalam pembuatan Raperda/Perda Provinsi Jawa 
Timur secara umum berjalan baik. Indikatornya adalah: (1) waktu persiapan 
pembuatan perda cukup lama, (2) ada jumlah dan target waktu penyelesaian 
pembahsan, (3) transparan, dan (4) partisipatif. Namun, pada kasus tertentu peran 
Badan Legislasi DPRD Jawa Timur berjalan tidak baik. Indikatronya: (1) dalam 
pembahasan, pengubahan, dan penyempurnaan Raperda/Perda Jawa Timur secara 
khusus ditugaskan kepada Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur, dan (2) peran 
serta masyarakat dalam pembuatan perda Provinsi Jawa Timur tidak diatur dalam 
tata tertib DPRD Provinsi Jawa Timur.21 
Dewie Tri Wijayanti menemukan dalam penelitiannya bahwa kekuasaan 
organisasi yang belaku di Provinsi Jawa Timur adalah kekuasaan birokratik 
sentralistik. Kekuasaan ini berakibat pada: menajemen strategik tidak berhasil dan 
kepeminpinan direktif tidak berfungsi. Secara keseluruhan ditemukan bahwa 
manajemen strategik yang dijalankan birokrasi Jawa Timur kurang maksimal 
dalam meningkatkan pelayanan publik. Birokrasi kurang serius 
mengimplementasikan aturan, rencana, dan kebijakan yang ada. Hal ini terjadi 
karena birokrasi terlalu sibuk dengan evaluasi dan perencanaan dan 
profesionalisme pegawai tidak meningkat karena terhambat komunikasi dengan 
atasannya. Berdasarkan dalam penelitian ini: perda yang ditetapkan pemerintah 
Provinsi Jawa Timur tidak berlaku efektif, kepemimpinan birokratik sentralistik 
pemerintah Provinsi Jawa Timur berakibat pada menajemen strategik tidak 
 
21Nanda Pratama Sukoco,“Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur,” Jejaring Administrasi Publik II, 
No. 8 (2012): 99-102. 
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berhasil dan kepeminpinan direktif tidak berfungsi, dan pemerintah Provinsi Jawa 
Timur memiliki prestasi akuntabilitas karena keberhasilan program, kerjasama, 
dukungan masyarakat, peningkatan informasi, dan ketaatan regulasi pemerintah 
Provinsi Jawa Timur.22 
Kalpie Astragina memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
memiliki prestasi akuntabilitas, diantaranya: (1) opini audit BPK Wajar Tanpa 
Pengecualian tahun 2009, dan (2) piala dan trofi Citra Bhakti Abdi Negara 2012 
yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi sebagai reward atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama 
SKPD yang mendapatkan penilaian sangat akuntabel. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi meraih prestasi dan penghargaan tersebut adalah: (1) keberhasilan 
program utama dan unggulan yang ditetapkan oleh Gubernur Soekarwo sehingga 
perekonomian di Jawa Timur berkembang, (2) kerjasama, koordinasi yang 
harmonis antara semua jajaran Pemda, Dewan Legislatif Daerah, dan BPK dalam 
menjalankan roda pemerintahan, (3) dukungan dan kepercayaan masyarakat Jawa 
Timur, (4) peningkatan kualitas informasi dan teknologi, dan (5) ketaatan 
terhadap regulasi yang ada.23 
Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini fokus pembahasan pada 
faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa 
Timur. Dengan demikian, artinya pembahasan perda dalam penelitian ini 
diletakkan sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, 
dengan menggunakan proses berpikir deduktif-induktif. 
 
22Dewie Tri Wijayanti, “Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan Jawa Timur: 
Sebuah Pendekatan “Fish Schale Multiscience”,” Jurnal Aplikasi Manajemen 7, No. 4, 2009. 
23Kalpie Astragina, Analisis Faktor-faktor dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, tersedia di http://www.unesa.ac.id (diakses pada 16 Nopember 2015). 
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F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari tujuh bab. Dari ketujuh 
bab tersebut, masing-masing berisi atau terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk 
memperjelas secara komprehensif sistematika penulisan penelitian ini ialah 
sebagai berikut: 
BAB I merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang topik 
penelitian. Pembahasannya meliputi lima sub-bab. Kelima sub-bab tersebut ialah 
meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.  
BAB II merupakan bab yang memaparkan tentang landasan dan kerangka 
teori penelitian. Uraian-uraiannya meliputi dua sub-bab. Kedua sub-bab tersebut 
ialah meliputi: landasan teori dan kerangka teori. 
BAB III merupakan bab yang memaparkan tentang metode penelitian yang 
dipergunakan penelitian. Uraian-urainnya meliputi lima sub-bab. Kelima sub-bab 
tersebut ialah meliputi: jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik 
pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisa data. 
BAB IV merupakan bab inti penelitian yang menguraikan tentang analisa 
dan pembahasan data penelitian. Uraian-uraiannya meliputi delapan sub-bab. 
Delapan sub-bab tersebut ialah meliputi: jumlah subjek penelitian, profil 
responden dan informan, validitas instrumen penelitian, reliabilitas instrumen 
penelitian, catatan lapangan, uji asumsi klasik, analisa data penelitian, dan 
pembahasan data penelitian. 
BAB V merupakan bab penutup yang berisi tentang deskripsi hasil temuan 
penelitian, kesimpulan, dan saran-saran. 































Bab II: Landasan dan Kerangka Teori 
22 
BAB II 
LANDASAN DAN KERANGKA TEORI 
 
A. Landasan Teori 
1. Peraturan Daerah tentang APBD 
Peraturan daerah (Perda) adalah instrumen aturan sah yang diberikan 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan sendiri di tingkat lokal. Peraturan daerah tentang APBD atau 
dapat disebut dengan Perda tentang APBD, secara normatif merupakan 
“peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota yang mengatur tentang rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan DPRD”. Merumuskan kembali dari pendapatnya Akmal 
Boedianto, Perda tentang APBD adalah “dasar landasan pengaturan hukum di 
tingkat lokal untuk menjamin terciptanya ketertiban tata kelola keuangan yang 
terdapat pada APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah”. 
Pengaturan hukum APBD yang dimaksud, mengikuti pendapatnya Soekarwo, 
adalah “pengaturan hukum yang dibangun dalam suatu rangkaian sistem 
hukum keuangan (negara) yang memberikan regulasi mengenai aspek 
kelembagaan yang merumuskan dan melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah dengan memperhatikan perkembangan masyarakat”.1 
Menurut tata hukum Indonesia, seperti halnya perda-perda lainnya, 
Perda tentang APBD berdasarkan segi sumber hukumnya merupakan UU 
 
1Akmal Boerdianto, “Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang Partisipatif 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Disertasi Program  Doktor Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Brawijaya, 2008, h. 29-32; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 (17). 
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dalam arti materiil dan tidak mempunyai arti formil karena isinya mengikat 
umum dan bukan merupakan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah pusat 
dengan persetujuan DPR RI. Dengan demikian, artinya Perda tentang APBD 
tingkatannya dalam tata hukum Indonesia lebih rendah daripada UU formil 
atau UU (termasuk peraturan dan ketetapan) yang dibentuk Presiden dengan 
persetujuan DPR RI yang diundangkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan 
segi fungsinya, Perda tentang APBD merupakan hukum materiil (subtantive 
law) yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang yang 
menentukan hak-hak dan kewajiban, memerintah, dan melarang pelbagai 
perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat. Sedangkan berdasarkan 
isinya, Perda tentang APBD merupakan hukum publik (public law) yang 
mengatur kepentingan umum, atau dapat dikatakan sebagai peraturan yang 
mengatur hubungan hukum antara negara, dalam hal ini pemerintah daerah, 
dengan perorangan atau hubungan antara pemerintah daerah dengan alat 
perlengkapannya.2 
Dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Perda, 
termasuk Perda tentang APBD, ditetapkan oleh kepala daerah setelah 
mendapatkan persetujuan bersama DPRD untuk penyelenggaraan otonomi 
daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas perbantuan. Dalam penyusunannya, 
terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi: (1) kesesuaian dengan legislasi 
nasional, (2) kesesuian dengan asas legislasi nasional, (3) peran serta 
masyarakat, dan (4) tempat pengundangan resmi. Kesesuaian dengan legislasi 
nasional yang dimaksud, artinya Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dan 
 
2Hartono Hadisoeprapto. Pengantar Tata Hukum Indonesia, edisi 3 (Yogyakarta: Liberty, 
1993), h. 9-11 dan 36. 
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tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 
memperhatikan ciri khas daerah serta tidak bertentangan dengan kepentingan 
umum. Kesesuaian sesuai dengan asas legislasi nasional yang dimaksud, 
adalah pembentukan Perda harus meliputi: (1) kejelasan tujuan, (2) 
kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, (3) kesesuaian antara jenis dan 
materi muatan, (4) dapat dilaksanakan, (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, 
(6) kejelasan umum, dan (7) keterbukaan. Muatan materi-materinya harus 
mengandung asas: (1) pengayoman; (2) kemanusiaan; (3) kebangsaan dan 
kekeluargaan, (4) kenusantaraan, (5) bhineka tunggal ika, (6) keadilan, (7) 
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (8) ketertiban dan 
kepastian hukum, dan/atau (9) keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan. 
Peran serta masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat berhak memberikan 
masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyiapan dan pambahasan 
Rancagan Peraturan Daerah (Raperda). Raperda ini dapat berasal atau inisiatif 
dari DPRD (legislative heavy) ataupun Gubernur atau Bupati/Walikota 
(executive heavy). Sedangkan tempat pengundangan resmi yang dimaksud 
ialah Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah yang dilakukan oleh 
Sekretaris Daerah untuk mempunyai kekuatan berlaku mengikat.3 
Dalam konteks pemberlakuan otonomi daerah, kewenangan pemerintah 
daerah dalam membuat Perda tentang APBD merupakan bagian terpenting, 
selain pemilihan pejabat publik dan pembangunan, dari pemberian kewenangan 
politik/pemerintahan dan administratif kepada pemerintah daerah, melalui UU 
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (diganti dengan UU No. 32 
 
3UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 240-242; UU No. 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 
65 (2). 
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Tahun 2004, dirubah UU No. 12 Tahun 2008, diganti UU No. 23 Tahun 2014, 
dan dirubah UU No. 9 Tahun 2015) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (diganti UU 
No. 33 Tahun 2004). Secara teoritis melalui regulasi tersebut, desentralisasi 
politik dan administrasi dapat diimplementasikan di tingkat lokal. Dari sudut 
pandang desentralisasi politik dan administrasi, melalui desentralisasi, 
pemerintah daerah memiliki kewenangan formal, baik yang bersifat politik 
maupun teknis-administratif, yang diberikan pemerintah pusat secara 
akuntabel, responsif dan representatif untuk mengurus pemerintahan sendiri. 
Terdapat dua pandangan yang menjelaskan kewenangan pemerintah daerah 
dalam membuat keputusan di tingkat lokal. Pandangan tersebut ialah 
pandangan politik dan adminsitratif. Dalam perspektif politik, otoritas daerah 
dalam pembuatan keputusan untuk tujuan pemberdayaan kelompok masyarakat 
yang sebelumnya tidak terwakili atau termajinalkan serta memberikan 
keleluasaan yang lebih besar kepada masyarakat atau perwakilannya di DPRD 
di dalam proses pembuatan keputusan publik.4 Konseptualisasinya tampak 
terlihat pada konseptualisasi pelbagai ilmuan sebagai berikut: 
Menurut Philip Mawhood desentralisasi adalah: 
“the creation of bodies separates by law from the national 
center, in which local representatives are given formal power 
to decide on a range of public matters. Their political base is 
locality and not . . . the nation. Their area of authority is 
limited, but within that area their right to make decision is 
entrenched by law and can only be altered by new legislation. 
 
4Muhammad Asfar, “Otonomi Daerah: Lingkup Kajian dan Ancangan Teori,” dalam 
Muhammad Asfar (ed.). Implementasi Otonomi Daerah: Kasus Jatim, NTT, Kaltim (Surabaya: 
Center for Public Policy Studies, Civil Society Support and Strengthening Program, dan 
Pusdeham, 2001), h. 17-18. 
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They have resource which, subject to the stated limits, are 
spent and invested at their own discretion.”5 
[penciptaan pembagian lembaga pemerintahan berdasarkan 
hukum yang berlaku di tingkat nasional, dimana pemerintah 
lokal diberikan kekuasaan formal untuk memutuskan batasan 
dan muatan kebijakan publik. Basis politik pemerintah lokal 
dalah lokalitas bukan . . . bangsa. Meskipun area otoritasnya 
terbatas, tetapi dari area terbatas tersebut hak-hak pemerintah 
daerah dalam membuat kebijakan berdasarkan pada hukum 
hanya dapat dirubah oleh legislasi baru. Daerah memiliki 
sumber-sumber kewenangan, dimana, subjeknya terbatas, 
dalam hal membelanjakan dan menginvestasikan berdasarkan 
kebutuhan riil]. 
 
Berdasarkan perspektif administratif, melalui desentralisasi pemerintah 
daerah memiliki tanggung jawab fomal mengenai perencanaan dan manajemen 
serta meningkatkan alokasi pelbagai sumber daya yang diperoleh baik dari 
pemerintah pusat atau melalui usahanya sendiri. Secara komprehensif 
dipaparkan oleh Dennis A. Rondinelli, John R. Nellis dan G. Shabbir Cheema, 
sebagai berikut: 
“the transfer of responsibility for planning, management and 
resource rising and allocation from the central government and 
its agencies to: (a) field units of central government ministries 
or agencies; (b) subordinate units or level government; (c) 
semi-autonomous public authorities or corporation; d) area 
wide, regional or functional authorities; or (e) non-
government, private, or voluntary organization.”6 
[transfer sejumlah tanggung-jawab fomal mengenai 
perencanaan, manajemen dan peningkatan serta alokasi 
berbagai sumber daya dari pemerintah pusat dan berbagai agen 
yang dimilikinya kepada: (a) berbagai unit lembaga atau agen-
agen pemerintah pusat; (b) unit-unit yang lebih rendah atau 
peringkat-peringkat pemerintahan; (c) berbagai otoritas publik 
atau koorporasi-koorporasi semi otonom; (d) badan-badan 
yang memiliki otoritas fungsional di daerah. Atau (e) 
 
5M.R. Khairul Muluk, Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah (Surabaya: 
ITS Press, 2009), h. 11. 
6Arellano A. Colongan Jr., “What is Happening of the Ground? The Progress of 
Decentralisation,” in Edward Aspinall and Greg Fealy (eds.,), Local Power and Politics in 
Indonesia: Decentralisation and Democratisation (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 
2003), h. 88. 
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organisasi-organisasi non-pemerintah, swasta atau yang 
bersifat lokal]. 
 
Sedangkan berdasarkan sudut pandang politik-administratif, UNDP 
memaparkan bahwa: 
“decentralization of the public sector, in itself, will not be 
effective unless support is also provided to strengthen local 
governance, involving the public, private in civil sector. And, 
in turn, the achievement of good governance at the local level 
is also not possible without the transfer of responsibilities and 
capacities through decentralization. The term “decentralization 
governance” defines the systematic and harmonious 
interrelationship resulting from the balancing of power and 
responsibilities between central governments and other levels 
of government and non-governmental actors, and the capacity 
of local bodies to carry oat their decentralized responsibilities 
using participatory mechanisms.”7 
[desentralisasi sektor publik dengan sendirinya tidak akan 
dapat efektif mendukung penguatan pemerintah lokal, 
termasuk penguatan masyarakat pada sektor publik dan privat. 
Dan sebaliknya, pencapaian good governance pada tingkat 
lokal tidak mungkin tercapai tanpa transfer tanggung-jawab 
dan kapasitas melalui desentralisasi. Istilah “desentralisasi 
pemerintahan” memberikan pengertian sistematik dan harmoni 
bahwa hubungan timbal-balik melahirkan keseimbangan 
kekuasaan dan responbilitas antara pemerintah pusat dengan 
level pemerintah lain dan aktor-aktor non-pemerintahan, dan 
kapasitas lembaga di tingkat lokal mempertanggungjawabkan 
desentralisasi menggunakan mekanisme partisipatori]. 
 
Melalui pemberlakuan otonomi daerah, dasar argumentasi pentingnya 
pemberian kewenangan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah, 
antara lain, pertama untuk tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 
pemerintahan, kedua untuk menciptakan kesetaraan politik, dan ketika untuk 
menciptakan akuntabilitas publik. Alasan pertama berkaitan dengan 
pengelolaan administrasi negara yang sangat kompleks tidak mungkin bisa 
 
7Ibid., h. 89. 
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dilakukan secara sentralistik, dan jika itu dilakukan akan melahirkan dampak 
negatif, yaitu, pemerintahan tidak efisien dan tidak mampu melakukan tugas-
tugasnya secara baik. Oleh karena itu, pembagian tugas dan kewenangan 
sangat esensial yang diperlukan dalam negara modern. Alasan kedua berkaitan 
dengan pemberian media kepada masyarakat daerah untuk terlibat dalam 
proses-proses politik di tingkat lokal karena telibat secara langsung di tingkat 
nasional tidak memungkinkan. Dengan desentralisasi masyarakat daerah 
terlibat langsung pada proses-proses politik, seperti berpartisipasi dalam 
pemilihan pejabat publik dan pembuatan kebijakan publik. Sedangkan alasan 
ketiga berkaitan dengan keterlibatan masyarakat yang selama ini 
termarjinalkan dalam proses-proses politik di tingkat nasional. Dengan 
desentralisasi kesetaraan akan lahir, sebab masyarakat daerah diberikan media 
untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik. Jika partisipasi masyarakat 
meluas di seluruh tingkat nasional—maka kesetaraan politik akan berkembang 
pada suatu negara-bangsa. Alasan keenamn berkaitan dengan demokrasi di 
tingkat lokal—yakni pelibatan secara ktif masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan desentralisasi masyarakat akan terlibat 
dalam proses-proses politik di tingkat lokal dan pada gilirannya semua proses-
proses politik yang terjadi di pemerintahan daerah akan dapat dipertanggung-
jawabkan. Misalnya, partisipasi pada proses pembuatan peraturan daerah sejak 
dari perumusan, implementasi sampai pada proses evaluasi terhadap 
implementasi peraturan daerah.8 
 
8Syaukani HR., et al., Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika dan Pemerintahan, 2002), h. 20-36. 
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Ditinjau dari pespektif kebijakan publik, pembuatan Perda tentang 
APBD merupakan salah satu bagian dari proses pembuatan kebijakan publik 
tahap kedua, yakni tahap perumusan kebijakan publik. Pada tahap perumusan 
kebijakan publik, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian 
dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut, kemudian 
didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah terbaik. Pada tahap inilah 
masing-masing aktor akan berusaha mempengaruhinya melalui pengusulan 
pemecahan masalah terbaik.9 
Proses pembuatan Perda tentang APBD, berdasarkan perspektif 
otonomi daerah, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni eksekutif dan 
legislatif sebagai aktor utama pembuat kebijakan publik, sesuai dengan 
kewenangan politik yang diberikan oleh pemerintah pusat. Proses 
pembuatannya merupakan bagian krusial dari pengelolaan keuangan daerah 
yang disusun sejalan atau tidak bertentangan dengan legislasi atau peraturan 
perundang-undangan tertulis yang berlaku di tingkat nasional yang tetapkan 
oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, mengikuti pendapatnya Soekarwo, 
pembuatan Perda tentang APBD harus mencerminkan karakteristik 
pemerintahan yang baik (good governance) yang melaksanakan hukum untuk 
menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Tujuannya, agar APBD 
mampu membentuk tatanan pengelolaan keuangan daerah yang mampu 
 
9Joko Widodo, Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep dan Isue 
Stratejik Kontemporer Administrasi Publik (Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-
Program Pasca Sarjana Untag, 2003), h. 98-100; Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan 
Proses (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003), h. 33. 
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menjamin keberlanjutan keuangan (financial sustainability) yang  menjadi 
bagian esensial yang harus dicapai APBD.10  
Gambar 2.1 

































Sumber: diadaptasi dari Joko Widodo, Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai 
Teori, Konsep dan Isue Stratejik Kontemporer Administrasi Publik 
(Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-Program Pasca Sarjana 
Untag, 2003), h. 94-109. 
 
 
10Soekarwo, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good 
Financial Governance (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 49-50. 
Pada tahap ini masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian 
dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan 
untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pada tahap ini masing-
masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik 
Perumusan Kebijakan (Public Policy Formation) 
Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 
Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan 
masalah pada agenda publik, sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi 
terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan 
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi 
untuk melihat sejauh mana kebijakan y ang dibuat telah mampu 
memecahkan masalah 
Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) 
Pada tahap ini program kebijakan akan dilaksanakan atau diimplementasi 
oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat 
bawah 
Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) 
Pada tahap ini, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh 
para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 
tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas aktor kebijakan 
Adopsi Kebijakan (Policy Adoption)) 
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Dalam pelaksanaannya hukum yang diacu dalam proses pembuatan 
Perda tentang APBD adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah—yang diganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
dirubah UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diganti UU No. 23 
Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, dan dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah—UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah—yang diganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah—
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan—yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan—dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. UU tersebut mengatur tentang proses dan mekanisme 
pembuatan Perda dan lembaga pengisiasi pembuatan Perda. 
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Tabel 2.1 
Legislasi Nasional Terkait dengan Perda tentang APBD 
Nama Legislasi Mengatur Tentang 
UU No. 22/1999 
▪ UU pengganti dan 
perubahannya:  
▪ UU No. 32/2004a) 
▪ UU No. 12/2008b) 
▪ UU No. 23/2014c) 
▪ UU No. 9/2015d) 
Pemerintahan Daerah 
UU No. 25/1999 
▪ UU penggantinya: UU 
No. 33/2004e) 
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan 
Daerah 
UU No. 10/2004 
▪ UU penggantinya: UU 
No. 12/2011 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
UU No. 17/2003 Keuangan Negara 
 
Keterangan: a) pengganti UU No. 22/1999, b) perubahan UU No. 32/2004, c) 
pengganti UU No. 32/2004, d) perubahan UU No. 23/2014, e) RUU 
penggantinya sedang dibahas dan menunggu pengesahan DPR RI 
Sumber: analisis dokumen peneliti terhadap legislasi nasional RI 
 
Dalam proses pembuatan Perda tentang APBD, seperti halnya proses 
pembuatan kebijakan lainnya, secara ilmiah menurut Solichin Abdul Wahab 
bahwa maksud ilmiah kajian kebijakan publik adalah untuk memperoleh 
informasi tentang asal-muasal, proses perkembangan, dan konsekuensinya bagi 
masyarakat proses pembuatan kebijakan publik. Pada proses ini kebijakan  
publik dapat dijadikan variabel bebas atau variabel terikat. Kebijakan publik 
sebagai variabel bebas, kajiannya fokus pada dampak implementasi kebijakan  
publik terhadap lingkungan dan system politik. Sedangkan kebijakan  publik 
sebagai variabel terikat, kajiannya fokus pada factor-faktor politik dan 
lingkungan yang menentukan isi dan subtansi kebijakan publik.11 
Menurut Budi Winarno, terdapat tiga faktor yang memperanguhi proses 
pembuatan kebijakan publik: (1) aktor pemeran serta, (2) nilai-nilai, dan (3) 
konteks perumusan kebijakan publik. Aktor-aktor pemeran serta tersebut terdiri 
 
11Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2010), h. 16-17. 































Bab II: Landasan dan Kerangka Teori 33 
dari dua komponen, yaitu: (1) aktor pemeran serta resmi, dan (2) aktor pemeran 
serta tidak resmi. Aktor pemeran serta resmi terdiri dari: (1) eksekutif, (2) 
legislatif, dan (3) yudikatif, sedangkan aktor pemeran serta tidak resmi terdiri 
dari: (1) kelompok penekan, (2) partai politik, dan (3) masyarakat secara 
individual. Nilai-nilai komponen-komponennya terdiri dari: (1) nilai-nilai 
politik, (2) nilai-nilai organisasi, (3) nilai-nilai pribadi, (4) nilai-nilai kebijakan, 
dan (5) ideologi, yang berkembang di masyarakat. Sedangkan konteks 
perumusan kebijakan publik yang mempengaruhinya terdiri dari: (1) kondisi 
budaya politik masyarakat, dan (2) kondisi sosial-ekonomi masyarakat.12 
Aktor pemeran serta merupakan individu-individu atau kelompok-
kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Aktor-aktor 
tersebut meliputi: (1) eksekutif, (2) legislatif, (3) yudikatif, (4) kelompok 
penekan, (5) partai politik, dan (6) masyarakat secara individual.13 Lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut Ukusah Martadisastra (1987) 
merupakan lembaga-lembaga tinggi negara. Eksekutif adalah penyelenggara 
pemerintahan yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri, legislatif 
pembuat legislasi dan pengontrol lembaga eksekutif yang terdiri dari DPR dan 
MPR, dan yudikatif merupakan lembaga pelaksana hukum yang ditetapkan 
oleh eksekutif dan legislstif. Kelompok penekan merupakan organisasi social, 
budaya, dan ekonomi masyarakat yang berusaha mempengaruhi kebijakan 
pemerintah tanpa, dan pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh 
jabatan publik. Kelompok ini memiliki empat jenis: (1) kelompok anomik, (2) 
kelompok non-asosiasional, (3) kelompok institusional, dan (4) kelompok 
asosiasional. Kelompok anomik terbentuk bersifat sementara, tidak memiliki 
nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur. Kelompok non-asosiasional 
adalah kelompok yang tidak terorganisasi secara rapi dan kegiatannya bersifat 
 
12Winarno, op. cit., h. 123. 
13Ibid.  
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kadang kala. Kelompok institusional bersifat formal dan memiliki fungsi 
politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Sedangkan kelompok 
asosiasional merupakan kelompok yang terorganisir, memiliki aturan yang 
jelas, dan kegiatannya dilakukan berdasarkan kepentingan anggota-anggotanya 
dan aturan yang ditetapkan.14 
Partai politik adalah organisasi dengan mana orang-orang atau golongan 
berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaan. Partai pilitik ini 
memiliki fungsi: (1) menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 
(2) menyebarluaskan gagasan yang tersimpul dalam rencana kebijakan 
pemerintah, (3) mendidik masyarakat menjadi orang yang sadar akan tanggung 
jawabnya sebagai mahluk sosial, (4) menumbuhkan dan memupuk kesadaran 
loyalitas nasional kepada msayarakat, (5) rekrutmen politik, dan (6) mengatur 
konflik15. Sedangkan masyarakat adalah kumpulan orang-orang atau suatu 
asosiasi sukarela individu-individu yang hidup dan memiliki tujuan yang sama, 
berintraksi dan bergantung satu sama lain untuk mempertahankan kehidupan 
anggota-anggotanya16. 
Nilai-nilai merupakan konsep umum mengenai hal yang diinginkan, 
suatu kriteria untuk menentukan tindakan-tindakan mana yang harus diambil. 
Dalam lingkup lebih spesifik lagi, nilai-nilai terwujud dalam seperangkat 
aturan yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai akan diwujudkan. Nilai-nilai 
sebagai faktor pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan publik meliputi: 
nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi. Nilai-nilai 
politik adalah seperangkat kriteria atau aturan partai dan kelompok. Nilai-nilai 
 
14Gabriel A. Almond, “Kelompok Kepentingan dan Partai Politik,” dalam Mohtar 
Mas’oed dan Colin MacAndrews (ed.). Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 1997), h. 53-56. 
15Soelityati Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 
114. 
16Stephen K. Sanderson, Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 43. 
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organisasi adalah kriteria atau aturan-aturan dalam suatu organisasi. Nilai-nilai 
pribadi merupakan kepentingan politik personal pembuat kebijakan. Nilai-nilai 
kebijakan adalah nilai-nilai moralitas. Sedangkan ideologi adalah seperangkat 
keyakinan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran dunia 
yang disederhanakan dana merupakan pedoman bagi rakyat untuk melakukan 
tindakan.17 
Konteks perumusan kebijakan publik merupakan lingkungan (sistem 
politik) yang melatar belakangi perumusan kebijakan publik. Dengan 
demikian, kebijakan publik merupakan hasil interaksi pelbagai sub-sistem yang 
ada dalam sistem politik. Sub-sistem tersebut yang terpenting memiliki 
pengaruh terhadap pembuatan kebijakan adalah: (1) budaya politik, dan (2) 
kondisi sosial-ekonomi.18 Budaya politik, menurut Gabriel Almond orientasi 
psikologis terhadap obyek-obyek sosial. Menurut Sidney Verba adalah sistem 
kepercayaan empiris, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang membatasi 
keadaan dimana tindakan poltik terjadi.19 Sedangkan menurut Lucien Pye, 
budaya politik adalah seperangkat tingkah laku, kepercayaan-kepercayaan dan 
sentimen-sentimen yang memberikan tertib dan makna kepada proses politik 
dan yang memberikan asumsi yang mendasari, dan aturan yang mengatur 
prilaku dalam sistem politik. Sebagai tipe orientasi, budaya politik memiliki 
tiga komponen: (1) orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan pengalaman 
tentang sistem politik, (2) orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap sistem 
politik, dan (3) orientasi evaluatif, yaitu komitmen pada nilai dan 
 
17Norman Flynn, “Explaining the New Public Management: the Importance of Context,” 
in Kate McLaughlin et al. (eds.), New Public Management: Current Trends and Future Prospects, 
pp. 57-76. New York: Roudledge, 2002), p. 67-71. Lihat juga, Charles F. Andrain, Kehidupan 
Politik dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992), h. 76-77 dan 110; Winarno, op. 
cit., h. 133-135. 
18Ibid., h. 136. 
19Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan 
Demokrasi di Lima Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 14. 
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pertimbangan-pertimbangan politik tentang kinerja sistem politik.20 Dengan 
demikian budaya politik dapat didefinisikan adalah “kenyataan setiap sisi 
kehidupan politik masyarakat, yang berupa persepsi, sikap, dukungan, 
tindakan, dan keyakinan masyarakat dan berpola kognitif, afektif, dan 
evaluatif”.21 
Sedangkan kondisi sosial-ekonomi merupakan posisi tingkat 
kesejahteraan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, misalnya 
negara-bangsa dan daerah. Dalam pembangunan, kondisi sosial-ekonomi ini 
dijadikan ukuran oleh UNDP terhadap tingkat keberhasilan pemerintah dan 
negara dalam memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat secara 
individual dan kelompok (human life). Ukuran tingkat kesejahteraan sosial-
ekonomi ini dirumuskan dalam Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human 
Development Index/HDI).22 Indikator IPM yang dipergunakan UNDP ialah 
usia angka harapan hidup (life expectancy at age), angka melek huruf dewasa 
(adult literacy rate), dan standar hidup layak. Dimensi ukuran indikator usia 
harapan hidup ialah angka harapan hidup waktu lahir (life expectancy at birth), 
indikator tingkat melek huruf dewasa ialah angka melek huruf dan rata-rata 
lama sekolah (mean years of schooling), dan indikator standar layak hidup 
ialah kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity: income and Gross 
Domestic Product). Angka harapan hidup waktu lahir dipergunakan untuk 
mengukur tingkat kesehatan masyarakat, tingkat melek huruf dan rata-rata 
lama sekolah dipergunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat, 
 
20Ibid., h. 21. 
21Russell J. Dalton, “Citizen Attitudes and Political Behavior,” in Comparative Political 
Studies 33, No. 6-7, 2000, h. 915; Larry Diamond, Developing Democracy toward Consolidation. 
Tim IRE (terj.). Yogyakarta: IRE, 2003), h. 205213. 
22Sudhir Anand and Amartya Sen, “The Income of the Human Development Index,” in 
Journal of Human Development 1, No. 1, 2000, h. 83-85. 
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dan kemampuan daya beli dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan 
masyarakat.23 
Tabel 2.2 
Indikator dan Skala Ukuran IPM 
Indikator IPM Nilai Maksimum Nilai Minimum 
Angka Harapan Hidup Waktu Lahir 
Angka Melek Huruf Dewasa (%) 
Rata-rata Lama Sekolah 









Skala IPM Status 
< 0,50 





Sumber: UNDP, Human Development Report 2007-2008 (New York: UNDP, 
2007), h. 356. 
 
Dalam konteks pemerintah daerah lembaga-lembaga pemeran serta 
resmi yang mempengaruhi proses pembuatan Perda tentang APBD yang 
dimaksud ialah kepala daerah dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah 
(TAPD) dan DPRD-Komisi Legislasi. Kepala Daerah dan TAPD, dapat terlibat 
langsung atau tidak langsung melalui staf-stafnya dan TAPD yang dibentuknya 
untuk merumuskan Raperda tentang APBD atau memantau proses 
pembahasannya di DPRD. Sementara DPRD-Komisi Legislasi membahas dan 
menetapkan Raperda tentang APBD yang diajukan oleh kepala pemerintah 
daerah. 
Di luar lembaga pemerintahan tersebut, baik secara kelompok maupun 
personal, masyarakat dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. 
Kelompok kepentingan yang juga merupakan organisasi ekonomi masyarakat 
dapat mempengaruhi proses pembuatan Perda tentang APBD melalui fungsi 
artikulasi kepentingannya, yang dinyatakan dengan tuntutan dan pemberian 
 
23UNDP (United Nations Development Programme). Human Development Report 2007-
2008 (New York: UNDP, 2007), h. 356. 
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alternatif tindakan Perda tentang APBD. Selain itu kelompok kepentingan juga 
memberikan informasi kepada para pembuat Perda tentang APBD berkaitan 
dengan teknis mengenai sifat dan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari 
usul Raperda tentang APBD yang diajukan. Organisasi kemasyarakat lain, 
yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap proses pembuatan tersebut 
ialah partai politik. Melalui fungsi agregasi kepentingan, partai politik dapat 
mengubah tuntutan dari pelbagai kelompok kepentingan menjadi alternatif 
kebijakan. Dengan demikian artinya partai politik berperan sebagai organisasi 
politik yang memiliki keharusan, perantara tuntutan kepentingan pelbagai 
kelompok, dan penentu dalam pembuatan Perda tentang APBD. Sedangkan 
masyarakat secara personal berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD melalui kegiatan partisipasi dalam: (1) pemilu, dan (2) proses 
pembuatan kebijakan publik. Di dalam pemilu perannya menentukan pejabat 
publik yang akan membuat  dan menetapkan Perda tentang APBD. Dalam 
proses Perda tentang APBD, masyarakat melalui mekanisme suara dan 
tindakan bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik.  
Dalam penyusunan anggaran kinerja pemerintah daerah, kepala dan 
daerah dapat mempengaruhinya pada tahap: (1) proses penyusunan anggaran 
yang berupa penyiapan: instruksi anggaran (formulir dan kertas kerja) dan 
kalender anggaran, (2) pasca anggaran disetujui, yakni melaksanakan dan 
memantau serta melaksanakan anggaran kinerja. Tim Anggaran/Bagian 
Keuangan dapat mempengaruhi pada tahap: (1) koordinasi, (2) pembimbingan 
yang meliputi: instruksi dan format dan lembar kerja, dan (3) dalam melakukan 
pengawasan. DPRD dapat mempengaruhi pada tahap: (1) penetapan kebijakan 
anggaran, (2) pengesahan anggaran, yang meliputi: penetapan kebijakan, 
penentuan arah, dan penetapan prioritas pelayanan, dan (3) memantau dan 
mengevaluasi anggaran. Sementara masyarakat—baik itu berupa kelompok 
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penekan, partai politik maupun masyarakat secara individual—dapat 
mempengaruhi penyusunan anggaran kinerja pemerintah pada tahap: (1) 
pelibatan terhadap stakeholders, dan 2) curah gagasan tentang anggaran dengan 
masyarakat. 
Para pembuat kebijakan publik atau pemeran serta resmi, dalam proses 
pembuatan Perda tentang APBD banyak dipengaruhi oleh pelbagai nilai. Nilai-
nilai yang dimaksud ialah nilai-nilai politik, organisasi, kebijakan, pribadi, 
kebijakan, dan ideologi. Nilai-nilai politik sering menjadi dasar dalam proses 
pembuatan Perda tentang APBD para pembuat Perda di dasari sebagai sarana 
untuk memperoleh kepentingan politik bagi partai politik dan kelompok 
kepentingannya, sehingga partai politiknya dapat mempertahankan kekuasaan 
di pemerintahan. Nilai-nilai organisasi berpengaruh dalam proses pembuatan 
kebijakan publik oleh karena di lembaga eksekutif, birokrat banyak 
dipengaruhi oleh tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai organisasi. 
Tujuannya agar lembaga birokrasi tetap eksis, memperbesar dan memperluas 
program-program dan kegiatan-kegiatan atau mempertahankan kekuasaan dan 
hak-hak istimewanya. Selain itu, kriteria nilai kepentingan pribadi, kebijakan, 
dan ideologi memberikan pengaruh terhadap proses pembuatan Perda tentang 
APBD, seperti memasukkan unsur kepentingan pribadi, moralitas, dan ideologi 
yang dipercayai dalam proses pembuatan kebijakan publik. 
Perda tentang APBD tersebut, dalam proses pembuatannya oleh 
pembuat Perda tentang APBD tidak terlepas dari lingkungannya yang menjadi 
konteks perumusan kebijakan. Di dalam lingkungan tersebut yang menjadi 
faktor penentu berpengaruh terhadap proses pembuatannya adalah budaya 
politik dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Budaya politik yang dimaksud 
ialah menyangkut nilai-nilai, kepercayaan, dan tingkah laku yang dijadikan 
pegangan secara luas mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana 
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melakukannya oleh para pembuat kebijakan. Selain itu budaya politik 
merupakan hubungan antara masyarakat dan pemerintahannya. Sementara 
kondisi sosial-ekonomi ialah ukuran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat 
yang dapat dikur melalui tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. 
Variabel budaya politik dikatakan dapat mempengaruhi proses pembuatan 
Perda tentang APBD, karena para pembuat Perda tentang APBD dan 
masyarakat yang berpartisipasi dipengaruhi oleh perbedaan budaya yang 
tersosialisasi sejak dini di lingkungan keluarga, pola orientasi budaya 
politiknya, nilai utama masyarakat (kebebasan, kesamaan, kemajuan, efisiensi, 
dan kepraktisan), dan pola penentuan kebijakan (paternalistik dan demokrasi). 
Sedangkan kondisi variabel sosial-ekonomi mempengaruhi proses pembuatan 
kebijakan publik oleh para pembuat kebiajakn publik tidak mungkin terlepas 
begitu saja dengan kondisi sosial-ekonomi yang melingkupinya. Misalnya 
masalah minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan 
masyarakat, dan pengangguran. Kondisi sosial-ekonomi inilah yang menjadi 
pemicu munculnya konflik (perbedaan dan persaingan) pelbagai kalangan 
masyarakat dan karena konflik tersebut pemerintah membuat sebuah aturan 
untuk melindungi kepentingan sosial-ekonomi masyarakat, terutama kelompok 
masyarakat yang secara sosial-ekonomi berada pada posisi marjinal, melalui 
legislasi nasional, peraturan-peraturan dan kebijakan lainnya.24 
 
 
24Wolter G. Held, “Decision Making in the Federal Government: The Wallace S. Sayre 
Model,” in J. Steven Ott et al. (eds.). Public Management: the Essential Readings (Chicago: 
Lyceum Books/Nelson-Hal Publisher, 1991), h. 217-235. Lihat juga, Winarno, op. cit., h. 124-142; 
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. 
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2. Landasan Normatif, Proses, dan Pendekatan Penyusunan APBD 
APBD menurut peraturan perundang-undangan secara konseptual 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah/wujud pengelolaan 
keuangan daerah yang ditetapkan dengan Perda.25 Dengan demikian, APBD 
secara normatif merupakan perangkat ekonomis yang ditetapkan dalam tahun 
anggaran tertentu yang menggambarkan arah dan tujuan pelayanan dan 
pembangunan di daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran tertentu yang 
ditetapkan dalam Perda. Pembuatan Perda tentang APBD menjadi suatu hal 
yang sangat krusial guna memberikan wadah hukum bagi pengembangan dana-
dana publik.26 Penggunaan dana publik yang terdapat dalam wadah APBD 
mutlak dituangkan dalam suatu kerangka hukum peraturan daerah yang 
dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat/DPRD dan sebagai pelaksana 
anggaran adalah kepala daerah. Pembuatan Perda tentang APBD yang dapat 
dilakukan pemerintah daerah merupakan bentuk riil implementasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimanatkan oleh UU No. 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah—yang diganti dengan UU No. 32 
Tahun 2004, dirubah UU No. 12 Tahun 2008, diganti UU No. 23 Tahun 2014, 
dan dirubah UU No. 9 Tahun 2015—dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diganti 
dengan UU No. 33 Tahun 2004. Dengan demikian, artinya penyusunan APBD 
harus didasarkan pada kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah 
 
25UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16; UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1. 
26UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 
17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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sesuai dengan regulasi otonomi daerah yang berlaku—yang mana di dalamnya 
juga mengatur tentang APBD sebagai bagian dari materi muatan utama.27 
Perangkat hukum terkait—pasca pemberlakuan otonomi daerah—yang 
dapat menjadi landasan normatif dalam penyusunan APBD di pemerintahan 
daerah, menurut Akmal Boedianto, terdapat puluhan legislasi nasional. 
Legislasi tersebut diantaranya meliputi: (1) UU No. 17 Tahun 2003, (2) UU 
No. 1 Tahun 2004, (3) UU No. 15 Tahun 2004; (4) UU No. 32 Tahun 2004; (5) 
UU No. 33 Tahun 2004; (6) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005; (7) 
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005, (8) Peraturan Pemerintah No. 55 
Tahun 2005, (9) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, (10) Peraturan 
Pemerintah No. 57 Tahun 2005, (11) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 
2005, (12) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2005, (13) Peraturan Pemerintah 
No.54 Tahun 2005, (14) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, (15) 
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, (16) Peraturan Pemerintah No. 58 
Tahun 2005, (17) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, (18) Peraturan 
Pemerintah No. 79 Tahun 2005, (19) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, 
(20) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, (21) Peraturan Pemerintah No. 
41 Tahun 2007, (22) Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, (23) Peraturan 
Presiden No. 85 Tahun 2006, (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 
Tahun 1997, (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006, (26) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, (27) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
30 Tahun 2007, (29) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001, 
 
27Attamimi, Akmal Boedianto, “Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang 
Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Disertasi Program Doktor Hukum 
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2008, h. 33. 
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(30) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2001, (31) Keputusan 
Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2002, dan (32) Keputusan Menteri Dalam 
Negeri No. 12 Tahun 2003.28 
Pejabat berwenang penyusun APBD, menurut UU No. 32 Tahun 2004 
(diganti UU No. 23 Tahun 2014) adalah kepala daerah, yakni Gubernur, Bupati 
dan Walikota, berserta perangkat perangkat pemerintah daerah yang tergaung 
dalam TAPD. Kepala daerah tersebut merupakan pemegang kekuasaan umum 
pengelolaan daerah—dimana kekuasaannya meliputi: (1) perencanaan umum, 
(2) penyusuanan anggaran, (3) pemugutan pendapatan, (4) perbendaharaan 
umum, (5) penggunaan anggaran, dan (6) pengawasan dan pertanggung-
jawaban. Dalam melaksananakan tugas-tugas tersebut kepala daerah dibantu 
oleh para pejabat di bawahnya—seperti sekteratis daerah dan para pejabat 
perangkat pengelola keuangan daerah yang tergabung dalam TAPD—yang 
dilakukan melalui pendelegasian sebagian atau seluruh kewenangannya kepada 
sekteratis daerah dan para pejabat perangkat pengelola keuangan. Ketentuan-
ketentuan pokok mengenai teknis pelaksanaan APBD diatur di dalam Perda 
tentang APBD sebagai dasar acuan normatif pemerintah daerah untuk 
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.29 
APBD memiliki tiga struktur dan komponen yang merupakan satu 
kesatuan. Struktur tersebut terdiri dari (1) pendapatan daerah, (2) belanja 
daerah, dan (3) pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi: (1) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) dana perimbangan, (3) lain-lain 
 
28Ibid., h. 37-39. 
29Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 207-209. 
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pendapatan yang sah.30 Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan 
struktur APBD yang mana dalam dokumen APBD merangkum seluruh jenis 
pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya. Pendapatan 
dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok 
pendapatan meliputi: PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang 
sah. Sedangkan jenis pendapatan, seperti, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, 
dan DAK. 
PAD diperoleh dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, laba 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset daerah, dan kegiatan 
lainnya yang merupakan bagian dari unsur PAD. Dana perimbangan diperoleh 
dari dana bagi hasil daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK). Dana bagi hasil daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan 
penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA). 
 
30UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Pasal 16 (2); UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285-306. 
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Gambar 2.2 
































Sumber: dikutip dari Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 
Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Jakarta: Gramedia, 
2002), h. 173. 
 
Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. 
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DPRD dan sekretariat DPRD, kepala dan wakil kepala daerah, sekretariat 
daerah, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja, 
misalnya, pendidikan,  kesehatan, dan fungsi lainnya. Jenis belanja maksudnya 
adalah belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan, dan modal serta 
pembangunan. Sedangkan pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan 
yang merupakan penerimaan daerah seperti sisa anggaran tahun sebelumnya, 
penerimaan pinjaman dan obligasi serta penrimaan penjualan aset daerah yang 
sahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti 
pembiayaan pokok.31 
Dalam proses penyusunan RAPBD/APBD, menurut UU No. 17 Tahun 
2003, dan UU No. 23 Tahun 2014, kepala daerah menetapkan prioritas dan 
platfon anggaran sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Landasan penyusunan RAPBD 
dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan kepada DPRD maksimal 
pertengahan bulan Juni. Berdasarkan prioritas dan platfon anggaran tersebut 
Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja yang 
akan dicapai RKA-SKPD tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran 
Eksekutif sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD tahun berikutnya. 
Raperda tentang APBD penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 
disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD pada bulan Oktober 
(minggu pertama) tahun sebelumnya untuk memperoleh persetujuan bersama. 
Raperda tentang APBD tersebut kemudian dibahas bersama DPRD dan 
 
31Sultan Suhab, “Kebijaksanaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi dan 
Otonomi Daerah.” Analisis 1, No. 2, 2004: 111-112; Bratakusumah dan Solihin, op. cit., h. 212-
214. 































Bab II: Landasan dan Kerangka Teori 47 
pemerintah daerah berdasarkan KUA serta prioritas dan platfon anggaran. 
Pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda tentang APBD yang 
diusulkan oleh pemerintah daerah maksimal dilakukan pada bulan November, 
yakni satu bulan dari pengusulan atau sebelum 1 bulan sebelum anggaran 
dilaksanakan. Atas dasar persetujuan DPRD, kepala daerah kemudian 
menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 
dan Rancanngan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DASK). 
Namun karena usul DPRD yang mengakibatkan terjadinya perubahan 
APBD, seperti asumsi kebijakan APBD tidak sesuai dengan perkembangan, 
keadaan sehingga harus terjadi pergeseran anggaran dan menyebabkan sisa 
lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk 
pembiyaan dalam tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah harus 
megajukan Raperda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen 
pendukung kepada DPRD. Batas waktu DPRD dalam pengambilan keputusan 
terhadap Raperda tentang Perubahan APBD tersebut selambat-lambatnya 3 
bulan sebelum tahap anggaran bersangkutan berakhir.32 
 
32UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 18 dan 20; UU No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 310-319. 































Bab II: Landasan dan Kerangka Teori 48 
Gambar 2.3 
Proses Penyusunan RAPBD/APBD 
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Sumber: UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 18 dan 20; UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 
310-319. 
 
Dalam dalam penyusunan RAPBD/APBD tersebut, pemerintah daerah 
harus menggunakan pendekatan kinerja dan norma serta prinsip anggaran. 
Pendekatan anggaran kinerja yang dimaksud ialah suatu sistem anggaran yang 
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya 
yang telah ditetapkan. Komponen-komponennya terdiri dari: (1) sasaran yang 
diharapkan menurut fungsi belanja, (2) standar pelayanan yang diharapkan dan 
perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, dan (3) 
pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, operasi dan 
pemeliharaan, dan modal atau pembangunan. Indikator-indikator penilaiannya: 
(1) masukan,       (2) keluaran, (3) hasil, (4) manfaat, dan (5) dampak, dengan 
menggunakan Tolak Ukur Kinerja (TUK), standar analisas biaya (SAB), dan 
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dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah. SAB adalah penilaian 
kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Sedangkan SB 
adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah.33 
Indikator-indikator tersebut, yakni indikator masukan dapat 
dipergunakan untuk untuk mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, 
peralatan, material dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan 
kegiatan. Indikator keluaran dapat dipergunakan untuk mengukur hasil 
langsung yang dicapai dari keluaran suatu kegiatan. Indikator hasil dapat 
dipergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan yang 
sangat ditentukan oleh efektif dan tidak efektifnya keluaran yang dicapai. 
Indikator manfaat dapat dipergunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh 
secara langsung dari indikator hasil. Sedangkan indikator dampak dapat 
dipergunakan untuk mengukur pengaruh yang ditimbulkan oleh manfaat yang 
diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator ini dapat terlihat dalam jangka waktu 
menengah atau jangka panjang.34 
Sedangkan prinsip dan norma anggaran yang dimaksud ialah 
penyusunannya harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran yang 
ditetapkan pemerintah. Prinsip dan norma pertama, yakni transparansi dan 
akuntabiltas anggaran. Prinsip ini ditujukan untuk menciptakan pemerintahan 
yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tanggung jawab 
dan kinerja pemerintah yang dapat mensejahterakan masyarakat, APBD harus 
dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada seluruh 
masyarakat. Prinsip dan norma kedua, disiplin anggaran. Prinsip ini ditujukan 
 
33Suhab, op. cit., h. 112; Bratakusumah dan Solihin, op. cit., h. 214-215. 
34Badrul Munir, Perencanaan Anggaran Kinerja: Memangkas Inefisiensi Anggaran 
Daerah (Yogyakarta: Samawa Center, 2003). 
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untuk kebutuhan masyarakat dan keseimbangan pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan—yang disusun berdasarkan pada 
asas efisiensi, efektivitas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Prinsip dan norma ketiga, yakni keadilan anggaran. Prinsip ini ditujukan untuk 
menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 
Sedangkan prinsip dan norma keempat, yakni efisisiensi dan efektivitas 
anggaran. Prinsip ini ditujukan untuk menciptakan keadilan dalam alokasi 
penggunaan anggaran untuk kepentingan seluruh masyarakat.35 
Dari urain-uraian tersebut, dalam penyusunanan APBD, pendekatan 
yang digunakan saat ini tampak mempergunakan anggaran publik pendekatan 
“new public management (NPM)”. Pendekatan NPM merupakan anti tesis dari 
sistem anggaran tradisional. Dikatakan demikian karena pendekatan ini lebih 
lebih berorientasi pada kinerja sementara anggaran tradisional tidak 
berorientasi pada kinerja. Terdapat tiga jenis pendekatan NPM, yakni: (1) 
anggaran kinerja (AK), (2) Zero Based Budgeting (ZBB), dan (3) Planning, 
Programing and Budgeting System (PPBS). AK ialah anggaran dengan 
pendekatan kinerja yang menekankan pada konsep nilai uang (value for money) 
dan pengawasan atas kinerja keluaran. Penerapan sistem anggaran kinerja 
dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan 
penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program. ZBB 
ialah anggaran untuk saat tahun penyusunan anggaran (tahun ini) tidak 
berpatokan pada anggaran tahun berlalu (satu tahun sebelumnya) namun 
penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Sedangkan PPBS 
 
35Ratnawati, “Gender Budget dalam APBD.” Abdul Gaffar Karim (ed.), Kompleksitas 
Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2003), h. 298. 
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merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori system yang 
berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi 
sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi. 
Berbeda dengan anggaran publik pendekatan NPM, pendekatan 
anggaran tradisional memiliki dua karakteristik utama pada cara penyusunan 
anggaran, yakni: (1) pendekatan inkrementalisme (incrementalism), dan (2) 
susunan anggaran yang bersifat line-item. Anggaran tradisional dengan 
pendekatan inkrementalisme biasanya hanya menambah dan mengurangi 
jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya—dengan 
menggunakan data tahun sebelumnya—sebagai dasar untuk menyesuaikan 
besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang 
mendalam. Anggaran yang bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat 
dari penerimaan dan pengeluaran. Metode ini tidak memungkinkan untuk 
menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam 
struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak 
relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang.36 
 
B. Kerangka Teori 
1. Definisi Konseptual-Operasional 
a. Legislasi Nasional 
Legislasi nasional (national legislation) adalah peraturan perundang-
undangan formil dan meteriil yang diundangkan oleh perlengkapan Negara 
Republik Indonesia, yakni presiden dan jajarannya, dan diundangkan 
 
36Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, edisi pertama (Yogyakarta: Andi, 2002). 
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sebagaimana mestinya. Peraturan perundang-undangan formil ialah setiap 
peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi 
kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana 
mestinya. Sedangkan peraturan perundang-undangan materiil ialah setiap 
peraturan dan ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum. 
Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan formil berbentuk Undang-
Undang, sedangkan materiil berbentuk, Ketetapan MPR, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, 
dan Keputusan Menteri. Dengan demikian, definisi operasional legislasi 
nasional ialah peraturan perundang-undangan formil dan meteriil yang 
diundangkan oleh perlengkapan Negara Republik Indonesia, yakni presiden 
dan jajarannya, dan diundangkan sebagaimana mestinya yang berbentuk 
Undang-Undang, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri. 
 
b. Aktor Pemeran Serta 
Aktor pemeran serta (actors) adalah individu-individu atau 
kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan 
publik. Aktor-aktor ialah kepala daerah, Tim Anggaran dan DPRD-Komisi 
Legislasi, partai politik, kelompok penekan, dan masyarakat secara 
individual. Dengan demikian definisi operasional aktor pemeran serta ialah 
kepala daerah, Tim Anggaran dan DPRD-Komisi Legislasi, partai politik, 
kelompok penekan, dan masyarakat secara individual yang terlibat dalam 
proses pembuatan kebijakan publik. 
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c. Nilai-nilai 
Nilai-nilai (values) adalah konsep umum mengenai hal yang 
diinginkan, suatu kriteria untuk menentukan tindakan-tindakan mana yang 
harus diambil, dan dalam lingkup lebih spesifik, terwujud dalam 
seperangkat aturan yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai akan 
diwujudkan. Nilai-nilai tersebut yang mempengaruhi proses pembuatan 
kebijakan publik ialah nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan 
ideologi. Dengan demikian, definisi operasional nilai-nilai ialah nilai-nilai 
politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi yang diinginkan dan 
yang akan diwujudkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. 
 
d. Konteks/Lingkungan 
Konteks atau lingkungan (context or environment) ialah sistem 
politik (lingkungan) yang terdiri dari sub-sistem di dalamnya yang melatar 
belakangi atau menjadi tempat beroperasinya proses pembuatan kebijakan 
publik. Dalam sistem ini terdapat interaksi antarsub-sistem yang kemudian 
melahirkan sebuah kebijakan publik. Sub-sistem-sub-sistem tersebut yang 
terpenting memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan adalah budaya 
politik dan kondisi sosial-ekonomi. Dengan demikian, definisi operasional 
konteks/lingkungan ialah sistem politik (lingkungan) yang meliputi budaya 
dan sosial-ekonomi yang melatar belakangi atau menjadi tempat 
beroperasinya proses pembuatan kebijakan publik.  
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e. Perda tentang APBD 
Peraturan Daerah (Perda) (local regulation) adalah alat aturan sah 
pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam menyelenggarakan 
pemerintahan di tingkat lokal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
atau APBD (regional government budget) adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Perda. Dengan demikian definisi 
operasional Perda tentang APBD ialah Perda provinsi dan/atau Perda 
kabupaten/kota yang mengatur tentang rencana keuangan tahunan 
pemerintah daerah, yang di dalamnya menggambarkan arah dan tujuan 
pelayanan dan pembangunan di daerah dalam kurun waktu satu tahun 
anggaran tertentu, yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah. 
Tabel 2.3 
Definisi Konseptual-Operasional 

















undangan formil dan 
meteriil yang diundangkan 
oleh perlengkapan Negara 
Republik Indonesia, yakni 
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Keputusan Menteri 
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Variabel Definisi Konseptual Definisi Operasional 

















Kepala daerah, Tim 
Anggaran dan DPRD-
Komisi Legislasi, partai 
politik, kelompok 
penekan, dan masyarakat 
secara individual yang 












Konsep umum mengenai 
hal yang diinginkan, suatu 
kriteria untuk menentukan 
tindakan-tindakan mana 
yang harus diambil, dan 
dalam lingkup lebih 
spesifik, terwujud dalam 
seperangkat aturan yang 
menunjukkan bagaimana 
nilai-nilai akan diwujudkan 
Nilai-nilai politik, 
organisasi, pribadi, 
kebijakan, dan ideologi 
yang diinginkan dan yang 













Sistem politik (lingkungan) 
yang terdiri dari sub-sistem 
di dalamnya yang melatar 







meliputi budaya dan 
sosial-ekonomi yang 






Perda tentang APBD Perda adalah alat aturan 




pemerintahan di tingkat 
lokal. APBD adalah 
rencana keuangan tahunan 
pemerintah daerah yang 
dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dalam Perda 
Perda provinsi dan/atau 
Perda kabupaten/kota 
yang mengatur tentang 
rencana keuangan 
tahunan pemerintah 
daerah, yang di dalamnya 
menggambarkan arah dan 
tujuan pelayanan dan 
pembangunan di daerah 
dalam kurun waktu satu 
tahun anggaran tertentu, 
yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan 
DPRD dan ditetapkan 
dalam Lembaran Daerah 
Sumber: disarikan dari landasan teori 
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2. Hipotesis 
Untuk memandu pencapian tujuan penelitian, penelitian ini mengajukan 
tiga tingkatan hipotesis. Ketiga hipotesis tersebut yaitu:  (1)  hipotesis  inti,  (2)  
Gambar 2.4 















AKTOR PEMERAN SERTA 
 
Gubernur & Tim Anggaran Pemprov (X2.1) 
 
DPRD-Komisi Legislasi (X2.2) 
 
Kelompok Penekan (X2.3) 
 







Nilai-nilai Politik (X3.1) 
 
Nilai-nilai Organisasi (X3.2) 
 
Nilai-nilai Pribadi (X3.3) 
 











Sumber: dirumuskan berdasarkan dari kerangka teori 
 































Bab II: Landasan dan Kerangka Teori 57 
hipotesis pokok, dan (3) hipotesis khusus. Hipotesis inti merupakan jawaban 
sementara terhadap inti masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Dari hipotesis 
ini kemudian diturunkan kepada sejumlah hipotesis pokok, dan hipotesis ini 
selanjutnya diturunkan kepada sejumlah hipotesis khusus. 
Berkaitan dengan dengan pokok masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini, maka hipotesis inti yang diajukan dalam penelitian ini ialah: 
“diduga legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan 
konteks/lingkungan mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.” 
Untuk tujuan penelitian hipotesis tersebut—sesuai dengan kaidah 
perumusan hipotesis dalam penelitian sosial—dapat diuraikan sebagai berikut: 
Ho = diduga legislasi nasional, aktor pemeran 
serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan 
tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
: Ho: βk = 0 
Ha = diduga legislasi nasional, aktor pemeran 
serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan 
mempengaruhi terhadap proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
: Ha: βk ≠ 0, 
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Berdasarkan kerangka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, 
hipotesis ini diterima pada tingkat kesalahan 5 persen (0,05), jika faktor-faktor 
tersebut memiliki pengaruh terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD 
di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk menguji hipotesis inti 
tersebut dibutuhkan pengujian hipotesis pokok yang diturunkan dari proposisi 
teoritis yang telah dipaparkan dalam kerangka teori di atas. Dari kerangka teori 
tersebut, ada empat hipotesis pokok yang diajukan dalam penelitian ini. 
Keempat hipotesis tersebut ialah sebagai berikut:  
(1) Ho = legislasi nasional tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
 Ha = legislasi nasional mempengaruhi terhadap proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
(2) Ho = aktor pemeran serta tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
 Ha = aktor pemeran serta mempengaruhi terhadap proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
(3) Ho = nilai-nilai tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
 Ha = nilai-nilai mempengaruhi terhadap proses pembuatan 
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Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur 
(4) Ho = konteks/lingkungan tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
 Ha = konteks/lingkungan mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur. 
Dari hipotesis pokok pertama, diturunkan empat hipotesis khusus. 
Keempat hipotesis tersebut ialah sebagai berikut: 
(1) Ho = UU yang mengatur/berkaitan dengan APBD tidak 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur 
 Ha = UU yang mengatur/berkaitan dengan APBD 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur 
(2) Ho = Perpu yang mengatur tentang APBD tidak mempengaruhi 
terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
 Ha = Perpu yang mengatur tentang APBD mempengaruhi 
terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
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(3) Ho = Perpes/Kepres yang mengatur tentang APBD tidak 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur 
 Ha = Perpes/Kepres yang mengatur tentang APBD 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur 
(4) Ho = Permen/Kepmen yang mengatur tentang APBD tidak 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur 
 Ha = Permen/Kepmen yang mengatur tentang APBD 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur. 
Dari hipotesis pokok kedua diturunkan lima hipotesis khusus. Kelima 
hipotesis tersebut ialah sebagai berikut:  
(1) Ho = gubernur dan TAPD Provinsi Jawa Timur tidak 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur 
 Ha = gubernur dan TAPD Provinsi Jawa Timur mempengaruhi 
terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di 
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Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
(2) Ho = DPRD-Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur tidak 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur 
 Ha = DPRD-Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur 
(3) Ho = kelompok penekan tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
 Ha = kelompok penekan mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
(4) Ho = partai politik tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
 Ha = partai politik mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
(5) Ho = masyarakat tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
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 Ha = masyarakat mempengaruhi terhadap proses pembentukan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur 
Dari hipotesis pokok ketiga diturunkan lima hipotesis khusus. Kelima 
hipotesis khusus tersebut ialah sebagai berikut: 
(1) Ho = nilai-nilai politik tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
 Ha = nilai-nilai politik mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
(2) Ho = nilai-nilai organisasi tidak mempengaruhi terhadap 
proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur 
 Ha = nilai-nilai organisasi mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
(3) Ho = nilai-nilai pribadi tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
 Ha = nilai-nilai pribadi mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
(4) Ho = nilai-nilai kebijakan tidak mempengaruhi terhadap proses 
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pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
 Ha = nilai-nilai kebijakan mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
(5) Ho = ideologi tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
 Ha = ideologi mempengaruhi terhadap proses pembentukan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur 
Sedangkan dari hipotesis pokok keempat diturunkan dua hipotesis 
khusus. Kedua hipotesis tersebut ialah sebagai berikut: 
(1) Ho = budaya politik yang berkembang di masyarakat Provinsi 
Jawa Timur tidak mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur 
 Ha = budaya politik yang berkembang di masyarakat Provinsi 
Jawa Timur mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur 
(2) Ho = kondisi sosial-ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Timur 
tidak mempengaruhi terhadap proses pembentukan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
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Jawa Timur 
 Ha = kondisi sosial-ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Timur 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur 
 




































A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini berdasarkan dari segi pengumpulan datanya adalah 
penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yang dimaksudkan di 
sini adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung 
terhadap gejala-gejala sosial yang diteliti, berusaha memahami gejala-gejala yang 
tidak diramalkan sebelumnya, dan mengembangkan kesimpulan-kesimpulan 
umum bersifat sementara yang berguna untuk mendorong pengamatan lebih 
lanjut.1 Berdasarkan dari segi tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksplanasi-kuantitatif (explanative quantitative) yang dikombinasi 
dengan desktiptif-kualitatif (descriptive qualitative). Penelitian eksplanasi atau uji 
yang dimaksudkan pada penelitian ini, adalah penelitian dalam rangka menguji 
satu atau dua variabel yang telah dirumuskan secara tepat dalam masalah 
penelitian. Sedangkan penelitian deskriptif yang dimaksudkan pada penelitian ini, 
adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan realitas sosial se-lengkap 
mungkin, baik itu situasi, setting sosial maupun hubungan sosial.2 
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian ialah Perda tentang 
APBD, legislasi nasional (aturan perundang-undangan), aktor pemeran serta, 
nilai-nilai, dan konteks/lingkungan. Posisi variabel-variabel tersebut, Perda 
tentang APBD ditetapkan sebagai variabel terikat (Y), legislasi nasional sebagai 
 
1 Earl R. Babbie, The Practics of Social Research, second edition (Belmonth, California: 
Wardsworth Publishing Company, 1979), h. 205-206.  
2Lawrence W. Neuman, Social Research Methods, Fourth Edition (Boston: Allyn and 
Bacon, 2000), h. 22; Vredenbregt, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 
1979), h. 34. 
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variabel bebas satu (X1), aktor pemeran serta sebagai variabel bebas dua (X2), 
nilai-nilai sebagai variabel bebas tiga (X3), dan konteks/lingkungan sebagai 
variabel bebas empat (X4).  
Indikator-indikator atau dimensi-dimensi variabel tersebut, Perda tentang 
APBD meliputi: (1) proses penyiapan Raperda APBD usulan inisiatif Pemerintah 
Daerah,  (2) proses penyiapan draf inisiatif Raperda APBD, (3) proses penyiapan 
naskah Raperda APBD, (4) ketaatan asas Raperda APBD, (5) proses pembahasan 
Raperda APBD, dan (6) proses pengesahan dan pengundangan Perda APBD. 
Variabel aturan perundang-undangan meliputi: (1) UU, (2) Peraturan Pemerintah, 
(3) Keputusan Presiden, (4) Keputusan Menteri, dan (5) aturan lain. Variabel 
bebas aktor pemeran serta meliputi: (1) Tim Anggaran Legsilatif, (2) DPRD-
Komisi Legislasi, (3) kelompok penekan,  (4) partai politik, dan (5) masyarakat. 
Variabel bebas nilai-nilai meliputi: (1) nilai-nilai politik, (2) nilai-nilai organisasi, 
(3) nilai-nilai pribadi, (4) nilai-nilai kebijakan, dan (5) ideologi. Sedangkan 
variabel bebas konteks/lingkungan meliputi: (1) budaya politik, dan (2) kondisi 
sosial-ekonomi. 
Ditinjau dari segi dimensi waktu pengumpulan datanya, penelitian ini 
adalah penelitian cross-secsional (cross-sectional research). Penelitian yang 
dimaksud adalah penelitian yang dilakukan sekali dalam jangka waktu tertentu. 
Tipe penelitian ini adalah penelitian yang sederhana dan tidak diorientasikan 
untuk mengembangkan dan mengungkap proses atau perubahan sosial objek 
penelitian yang diamati berdasarkan pendapat subjek penelitian.3 Dalam penelitian 
ini, peneliti mengumpulkan data hanya dalam beberapa bulan dan tidak 
 
3Neuman, op. cit., h. 30. 
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mengumpulkan data kembali untuk melihat dinamika persepsi dan pendapat 
subjek penelitian terhadap objek penelitian. 
 
B. Subjek Penelitian 
Dalam penelitian ini, yang dipandang sebagai unit analisis penelitian 
adalah semua stakeholders pembuatan tentang Perda APBD Provinsi Jawa Timur. 
Sedangkan unit pengamatannya adalah semua individu stakeholders proses 
pembuatan Perda tentang APBD Jawa Timur. Populasi penelitian ini, dalam 
konteks unit sosial sasaran penelitian, mencakup semua pejabat Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur yang menjadi anggota panitia perancang Perda APBD, 
anggota DPRD-Komisi Legislasi pembahas Perda tentang APBD Provinsi Jawa 
Timur, dan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan dari populasi tersebut, 
kemudian sampel penelitian ditarik melalui dua tahap. Tahap pertama sampel 
pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi anggota panitia perancang 
Perda tentang APBD dan anggota DPRD-Komisi Legislasi pembahas Perda 
tentang APBD ditetapkan sesuai dengan populasinya. Hal ini ditetapkan 
demikian, karena populasinya sedikit. Tahap kedua, sampel populasi masyarakat 
Provinsi Jawa Timur ditarik melalui teknik penarikan sampel gugus bertahap.4 
Tahapan penarikan sampelnya: (1) penarikan sampel populasi Kecamatan, (2) 
penarikan sampel Kelurahan, (3) penarikan sampel populasi Rukun Tetangga 
(RT), dan (4) penarikan sampel populasi Keluarga. 
 
4Ida Bagoes Mantra dan Kasto, “Penentuan Sampel,” dalam Masri Singarinbun dan 
Sofian Efendi (ed.), Metode Penelitian Survai, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 166-167. 
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Gambar 3.1 
Tahapan Penarikan Sampel 
 
                                                                  Sampel Populasi Kecamatan 
 
             Sampel I: Kecamatan 
 
                                                                  Sampel Populasi Kelurahan 
 
             Sampel II: Kelurahan 
 
                                                                  Sampel Populasi Rukun Tetangga 
 
             Sampel III: Rukun Tetangga 
 
                  Sampel Populasi Keluarga 
 
             Sampel IV: Keluarga                  
  
                                                                  Kepala Keluarga 
 
Sumber: diadaptasi dari Mantra dan Kasto, dikutip dalam Ida Bagoes Mantra dan 
Kasto, “Penentuan Sampel,” dalam Masri Singarinbun dan Sofian Efendi 
(ed.), Metode Penelitian Survai, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 
166-167. 
 
Penarikan sampel penelitian dari setiap populasi mengikuti rumus Slovin.5 
Rumusnya sebagai berikut: 
 
 
Keterangan: n = ukuran sampel 
 N = ukuran populasi 
 e = nilai kritis yang diinginkan 
 
 
C. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur—yakni 
di kantor Pemerintahan Daerah (Pemprov dan DPRD) dan semua Rukun Tetangga 
 
5Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula 
(Bandung: Alfabeta, 2005), h. 65. 
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(RT) Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ini, dipilih secara sengaja 
(purposive) dengan maksud dan tujuan untuk menemukan daerah yang relevan 
dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, pemilihan terhadap kantor Pemerintah 
Provinsi dan DPRD Jawa Timur serta semua RT Provinsi Jawa Timur sebagai 
lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 
pertama kantor Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur memberikan 
gambaran representatif tentang peranan pejabat Pemerintah Provinsi dan DPRD 
Provinsi Jawa Timur terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. 
Kedua, RT-RT tersebut memberikan gambaran representatif tentang 
keterlibatan masyarakat terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa 
Timur. Ketiga, lingkungan Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan 
RT-RT merupakan lingkungan yang memberikan pengaruh atau konteks lahirnya 
Perda tentang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Data-data yang dikumpulkan penelitian ini berdasarkan sumbernya ada 
dua, yakni: data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digali adalah 
tentang dokumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang 
berkaitan dengan pembuatan Perda tentang APBD. Data ini digali dari dukumen 
Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, koran harian lokal dan nasional, 
buku/literatur yang mengulas dan membahas tentang tema tersebut dan naskah 
penelitian sebelumnya dimana fokus penelitiannya berkaitan dengan tema 
penelitian ini. 
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Sementara data primer yang digali adalah “faktor-faktor yang 
mempengaruhi proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur”. Data ini digali melalui wawancara langsung kepada subjek 
penelitian yang terpilih sebagai responden penelitian ini. Teknik pengumpulan 
datanya adalah penelitian lapangan. Instrumen pengumpulan datanya melalui 
wawancara terstruktur, observasi, dan wawancara mendalam. Wawancara 
terstruktur dipergunakan untuk menggali data-data kuantitatif, sedangkan 
observasi dan wawancara mendalam dipergunakan untuk menggali data-data 
kualitatif yang tidak dapat digali melalui wawancara terstruktur. Wawancara 
terstruktur dipergunakan dengan menggunakan kuesioner dengan tipe tertutup dan 
tipe terbuka kepada responden untuk mendapatkan gambaran atau informasi 
secara langsung.6 Dalam kuesioner tersebut terdapat lima alternatif jawaban 
dengan menggunakan jenis skala pengukuran skala interval (interval scale) dan 
tipe skala pengukuran skala likert (likert scale). Kelima alternatif jawaban 
tersebut, ialah: (1) tidak berperan/dilibatkan, (2) kurang berperan/dilibatkan, (3) 
kadang-kadang berperan/terlibat, (4) berperan/terlibat, dan (5) sangat 
berperan/terlibat. 
Observasi yang dipergunakan adalah observasi partisipasi terbatas.7 Pada 
teknik pengumpulan data ini peneliti tidak memisahkan diri dengan subjek 
penelitian, tetapi juga tidak terlibat secara intensif dengan kegiatan-kegiatannya. 
Tujuannya untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang fokus 
penelitian. Instrumen teknisnya adalah dokumentasi dan pencatatan-pencatatan 
hasil pengamatan di lokasi penelitian. Sedangkan wawancara mendalam 
 
6Vredenbregt, op. cit., h. 92. 
7Ibid., h. 79. 
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dipergunakan untuk memahami secara lebih holistik tentang struktur kesadaran 
subjek penelitian terhadap objek penelitian. Tujuan yang diharapkan peneliti dari 
wawancara mendalam ini adalah untuk memahami data baik ekstrintik dan 
intrinsik tentang objek penelitian.8 
Tabel 3.1 
Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 
Masalah Penelitian Metode Instrumen Jenis Data 
Sumber Data 


































tentang APBD di 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur 









Keterangan: (1) responden/informan penelitian, (2) dokumen pemerintah, (3) 
buku/literatur dan naskah penelitian, dan (4) koran harian nasional dan lokal 
  = sumber data yang dipergunakan 
 
 
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 
Untuk dapat menggambarkan fenomena dan fakta secara jelas, maka 
langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan teknik-teknik tertentu 
kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Dalam pengolahan data penelitian ini, 
peneliti menggunakan dua teknik pengolahan data. Kedua teknik pengolahan data 
tersebut ialah metode: (1) pengolahan data penelitian kuantitatif, dan (2) 
pengolahan data penelitian kualitatif. Metode pengolahan data penelitian 
 
8Nigel Fielding, “Qualitative Interviewing,” in Nigel Gilbert (ed.), Researching Social 
Life (London: Sage Publications, 1996), h. 151. 
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kuantitatif9 dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS Statistics 
for Windows versi 17.0. Langkah-langkah teknis pengolahan data penelitian ini, 
yakni sebagai berikut: editing, coding, dan tabulating. Editing dipergunakan untuk 
memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari responden guna menjaga 
kemungkinan adanya kesalahan dalam memasukkan data.10 Coding dipergunakan 
untuk memberikan kode atau tanda tertentu dari data yang diperoleh dengan cara 
memberikan skor pada setiap jawaban responden.11 Pemberian skor jawaban 
responden tersebut menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala 
komulatif—yang dapat dipergunakan untuk mengukur kesatuan dimensi dari 
sikap atau sifat yang diteliti, atau sering disebut dengan istilah “atribut universal”. 
Langkah-langkah teknisnya: variabel yang diukur dijabarkan menjadi sub-
variabel, sub-variabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 
Indikator-indikator tersebut menjadi titik-tolak untuk memberi item instrumen 
berupa pertanyaan atas pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap 
jawaban dihubungkan dengan bentuk-bentuk pertanyaan, yang diungkapkan 
dengan kata-kata: (a) tidak berperan/dilibatkan (nilai 1), (b) kurang 
berperan/dilibatkan (nilai 2), (c) kadang-kadang berperan/terlibat (nilai 3), (d) 
berperan/terlibat (nilai 4), dan (e) sangat berperan/terlibat (nilai 5). Tabulating 
dipergunakan dalam rangka memasukkan data yang telah diberi kode atau tanda 
 
9Sofian Effendi dan Chris Manning, “Prinsip-Prinsip Analisa Data,” dalam Masri 
Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.), Metode Penelitian  Survai, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 
1989), h. 272-276. 
10Tadjuddin N. Effendi et al., “Pengolahan Data,” dalam Masri Singarinbun dan Sofian 
Efendi (ed.), Metode Penelitian Survai, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 254. 
11Neuman, op. cit., h. 314. 
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Pertanyaan Alternatif Jawaban Nilai 
Soal-soal 
pertanyaan 
a. Tidak setuju/bisa/sesuai/berperan/dilibatkan 
b. Kurang setuju/bisa/sesuai/berperan/dilibatkan 
c. Tidak mengetahui/kadang-kadang berperan/terlibat 
d. Setuju/bisa/sesuai/berperan/dilibatkan 






Sumber: diadaptasi dari Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel 
Penelitian, cetakan kelima (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 9-16. 
 
Namun sebelum instrumen penelitian ini dipergunakan, peneliti terlebih 
dahulu menguji validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan komputer 
program SPSS. Uji validitas (validity) dipergunakan oleh peneliti untuk 
mengetahui sejauh mana instrumen penelitian yang dibuat tepat mengukur apa 
yang ingin diukur. Tahapan-tahapan pengujian validitas tersebut ialah sebagai 
berikut: (1) merumuskan definisi operasional konsep yang diukur, (2) uji coba 
instrumen penelitian terhadap 10% dari responden penelitian, (3) melakukan 
tabulasi jawaban responden, dan (4) menghitung korelasi masing-masing 
pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan rumus Product Moment.13 
Tabel 3.3 
Tahapan Pengujian Validitas 
Tahapan Kegiatan 
Tahap I Merumuskan definisi operasional konsep yang diukur 
Tahap II Uji coba instrumen penelitian terhadap 10% responden penelitian 
Tahap III Melakukan tabulasi jawaban responden 
Tahap IV Menghitung korelasi masing-masing pertanyaan dengan skor total 
 
12Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, cetakan kelima (Bandung: 
Alfabeta, 2005), h. 9-16; Wim van Zanten, Statistika untuk Ilmu-ilmu Sosial, edisi kedua (Jakarta: 
Gramedia, 1994), h. 16, 256, dan 314. 
13Djamaludin Ancok, “Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian,” dalam Masri 
Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.). Metode Penelitian Survai, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 
1989), h. 124-137; Vredenbregt, op. cit., h. 15. 
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Tahapan Kegiatan 
dengan menggunakan rumus Product Moment 
Sumber: Djamaludin Ancok, “Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian,” 
Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.), Metode Penelitian Survai, 
edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 132-137. 
 
Dalam menghitung korelasi masing-masing pertanyaan dengan skor total 
soal-soal pertanyaan peneliti menetapkan taraf signifikansi 5%. Rumus yang 





Keterangan: R = koefisien korelasi Pearson 
 ∑XY = jumlah hasil kali skor X dan Y 
 ∑X = jumlah skor X 
 ∑Y = jumlah skor Y 
 ∑X2 = jumlah kuadrat skor X 
 ∑Y2 = jumlah kuadrat skor Y 
 N = jumlah peserta (pasangan skor) 
 
Sementara uji reliabilitas (reliability) dipergunakan oleh peneliti untuk 
mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya dan dapat 
diandalkan.15 Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen adalah 
Alpha Cronbach dengan alasannya karena instrumen penelitian ini berbentuk 
kuesioner (angket) atau daftar pertanyaan yang skornya berada rentangan antara 






























r11  = koefisien reliabilitas instrumen penelitian 
 
14Ancok, Ibid.  
15Ibid., h. 140; dan Vredenbregt, op. cit., h. 15. 
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2006), h. 178-196. 
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k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
 2b   = jumlah variansi skor butir soal ke-i 
i   = 1, 2, 3, 4, …n 
2
t   = variansi total  
 
Nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan rumus Alpha 
Cronbach kemudian akan dikonsultasikan dengan harga rtabel dengan   = 0,05 
dan dk = N-2 (N = banyaknya responden). Jika rhitung > rtabel maka instrumen 
dinyatakan reliabel. Sedangkan untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen 
digunakan kategori sebagai berikut: (1) 0,800-1,000 = sangat tinggi, (2) 0,600-
0,799 = tinggi, (3) 0,400-0,599 = cukup, (4) 0,200-0,399 = rendah, dan (5) 0,000-
0,199 = sangat rendah.17 
Tahapan-tahapan pengujiannya ialah sebagai berikut: (1) membuat alat 
ukur yang mengukur aspek yang sama, (2) memberikan alat ukur tersebut kepada 
responden penelitian yang berbeda, (3) mencari validitas alat ukur yang diberikan 
kepada responden penelitian yang berbeda, dan (4) mengkorelasikan skor total 
dari alat ukur tersebut yang diberikan kepada responden yang berbeda dengan 
menggunakan rumus Alpha Cronbach.18 
Tabel 3.4 
Tahapan Pengujian Reliabilitas 
Tahapan Kegiatan 
Tahap I Membuat alat ukur yang mengukur aspek yang sama 
Tahap II Memberikan alat ukur tersebut kepada responden penelitian yang berbeda 
(masing-masing 10% responden) 
Tahap III Mencari validitas alat ukur yang diberikan kepada responden yang 
berbeda 
Tahap IV Mengkorelasikan skor total dari alat ukur tersebut yang diberikan kepada 
responden yang berbeda dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach 
Sumber: Djamaludin Ancok, “Validitas dan Reliabilitas  Instrumen  Penelitian,” 
Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.), Metode  Penelitian  Survai, 
edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 145; J. Vredenbregt, Metode dan 
 
17Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), h. 216. 
18Ancok, op. cit., h. 145; Vredenbregt, op. cit., h. 18. 
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Teknik Penelitian  Masyarakat,  Cetakan  Kedua  (Jakarta: Gramedia, 
1979), h. 18. 
 
Secara umum ada enam alasan kedua pengujian tersebut dipergunakan 
dalam penelitian ini. Keenam alasan tersebut, yakni: (1) agar data yang diperoleh 
memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, (2) agar data yang diperoleh dapat 
dipercaya, (3) agar data yang diperoleh dapat dipertanggung-jawabkan secara 
ilmiah, (4) agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian,     
(5) agar data yang diperoleh dapat menjadi bahan informasi untuk 
mendeskripsikan fokus penelitian, dan (6) penggalian data yang dilakukan efektif 
dan efisien. 
Setelah data-data diolah, kemudian data skala ordinal yang diperoleh dari 
distribusi jawaban responden pada kuesioner ditranformasikan (dirubah) peneliti 
ke dalam skala interval menggunakan metode suksesif interval (method successive 
internal) dengan menggunakan komputer program XLSTAT (Win) versi 2015.1. 
Tujuannya agar analisis penelitian regresi linier berganda yang dipergunakan 
penelitian sesuai dengan persyaratan prosedur operasional model regresi ganda 
yang mengharuskan datanya berskala interval dan rasio.19 
Setelah data ditransformasikan, kemudian dianalisis dengan model regresi 
linier berganda (disingkat regresi ganda) menggunakan komputer program SPSS. 
Model regresi ganda ini dipergunakan untuk menganalisa pengaruh aturan 
perundang-undangan, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan 
terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Selanjutnya untuk memperkuat kesimpulan tentang hubungan 
 
19Asdar and Badrullah, “Method of Successive Interval in Community Research (Ordinal 
Transformation Data to Interval Data in Mathematics Education Studies),” International Journal 
of Social Science and Humanities Research 4, Issue. 2 (April-June, 2016): 358-361. 
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antarvariabel penelitian, peneliti menggunakan tes statistik asumsi klasik, tes 
regresi ganda, uji F, dan uji t20 dengan menggunakan komputer program SPSS. 
Pengujian asumsi klasik (classical assumption test) menggunakan model 
persamaan regresi ganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least 
Squares: OLS) untuk mengestimasi parameter/kesalahan asumsi model regresi 
ganda tersebut. Model regresi ganda (multiple regression model) diestimasikan 
baik menjelaskan hubungan fungsional antarvariabal penelitian jika memenuhi uji 
asumsi klasik. Asumsi klasik yang dilihat adalah asumsi kesalahan penelitian 
menggunakan uji: (1) asumsi distribusi normal (normalitas), (2) asumsi bebas 
kolinieritas, dan (3) asumsi bebas heteroskedastisitas. 
Pengujian normalitas (normality test) residu dilakukan untuk memenuhi 
asumsi regresi yang mensyaratkan residual nilai taksiran model regresi harus 
berdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas data menggunakan uji 
goodness of fit test tipe Kolmogorov-Smirnov dan regresi linier ganda model 
analisis plot. Uji asumsi multikolinieritas (multicollinearity assumption test) 
dilakukan untuk mengetahui penaksir OLS tidak bias, linier, dan terbaik (best 
liniar unbiased estimator: BLUE) menjelaskan korelasi—bisa sempurna (perfect) 
dan kurang sempurna (inperfect)—variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk 
mendeteksi multikolinieritas menggunakan analisis regresi ganda OLS pada nilai 
variance inflation factor (VIF) dan tolerance (TOL) dengan ketentuan nilai VIF > 
5/10 dan Tol = 1. Sedangkan uji asumsi heterokedastisitas (heterocedasticity 
assumption test) dilakukan untuk mengetahui penaksir OLS yang BLUE 
menghasilkan penjelas yang BLUE korelasi antarvariabel penelitian atau 
 
20Algifari, Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi (Yogyakarta: BPFE. 2000), h. 57 
dan 128. 
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mengetahui indikasi varians residual tidak homogen yang menghasilkan nilai 
taksiran penelitian tidak berdayaguna (efisien). Uji asumsi heterokedastisitas 
penelitian menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dan regresi linier 
ganda metode scatter-plot (alur sebaran) antara residual dan nilai prediksi variabel 
terikat yang telah distandarisasi. 
Regresi ganda dipergunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini. Rumus model regresi ganda ini adalah sebagai berikut: 
 
 
Keterangan: Yt = variabel bebas 
 X1, X2, X3, ... Xn = variabel terikat 
 e = kesalahan (error term) 
 b0 = Konstanta 
 b1, b2, b3, ... bn = koefisien variabel bebas 
 
Uji F (F-test) dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh simultan/serentak 
variabel aturan perundang-undangan (legislasi nasional), aktor pemeran serta, 
nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang 




Keterangan: R2 = koefisien regresi 
 n = jumlah sampel 
 k = jumlah variabel bebas 
 
Uji t (t-test) dipergunakan untuk melihat pengaruh parsial/individual variabel aturan 
perundang-undangan (legislasi nasional), aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan 
konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rumus uji t ini adalah sebagai berikut: 



































Keterangan: t = t distribusi 
 r = koefisien korelasi 
 k = jumlah variabel bebas 
 r2 = Koefisien determinasi 
 
Sedangkan teknik pengolahan dan analisa data kualitaitif menggunakan 
metode analisis penelitian kualitatif. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara 
bersamaan dalam proses penelitian. Artinya ketika melakukan pengolahan data 
secara bersamaan penelitian juga melakukan proses analisa data.21 Mekanisme 
langkah teknisnya sebagai berikut: (1) pengolahan data, dan (2) kemudian 
dilanjutkan dengan analisa data. Langkah-langkah teknisnya: pertama, menggali 
data dengan cara menelusuri dan menginventarisasi data. Langkah kedua, 
mengklasifikasi data berdasarkan jenis datanya, subjek yang memberikan data, 
makna dan maksud subtansial yang terkandung dalam data. Langkah ketiga, 
menganalisa data dengan menggunakan teknik interpretasi. Tujuannya agar data-
data penelitian dapat dipahami dengan baik dan benar. 
Langkah-langkah teknis ini dilakukan agar data-data yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini mendapatkan derajat keabsahan (trustworthiness), terutama 
sekali berkaitan dengan relevansi permasalahan penelitian.22 Untuk mencapai 
derajat keabsahan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 
pemeriksaan data. Kriteria-kriteria yang dipergunakan adalah sebagai berikut: (1) 
derajat kredibilitas, (2) keteralihan, (3) kebergantungan, dan (4) kepastian.23 
 
21Neuman, op. cit., h. 420. 
22Sotirios Saratankos, Social Research (South Yanna: Macmillan Publishers Australia 
PTY LTD, 1998), h. 82. 
23J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2000), h. 173. 
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Untuk mencapai kredibilitas (credibility) data dari kemungkinan-
kemungkinan kesalahan analisa dan interpretasi terdapat data, peneliti 
mempergunakan strategi trianggulasi (triangulation strategy). Strategi triangulasi 
ini merupakan strategi multi-metode (multi-method), multi-model (multi-trait), 
dan multi referensi (multi-reference) untuk melihat ketepatan posisi objek 
penelitian, dan multi-persepsi (multi-perceive) untuk mengklasifikasikan maksud 
data dan untuk melakukan deskripsi dan interpretasi data.24 Strategi triangulasi 
tersebut yang digunakan ialah: (1) triangulasi pengukuran dan sumber, (2) 
triangulasi pengamat, (3) triangulasi teori, dan (4) triangulasi metode.25 
Triangulasi pengukuran (triangulation of measures) dan sumber 
dipergunakan untuk membandingkan dan memeriksa kembali data-data penelitian 
dengan menggunakan instrumen waktu yang berbeda. Langkah-langkah 
teknisnya:  (1) membandingkan pendapat nara sumber dari sumber data yang satu 
dengan yang lain, (2) membandingkan pendapat nara sumber antara waktu 
tertentu dengan waktu yang lain, dan (3) membandingkan antarpendapat dari nara 
sumber yang berbeda. Triangulasi pengamat (triangulation of observers) 
dipergunakan untuk mengatur pengamatan terhadap pelbagai sumber data dari 
pelbagai perspektif. Trianggulasi teori (triangulation of theory) dipergunakan 
dalam menginterpretasi data dengan menggunakan perspektif teoritis tertentu. 
Triangulasi metode (triangulation of method) dipergunakan untuk memeriksa 
sumber-sumber data dengan metode yang sama.26 
 
24Isadora Newman and Caroly R. Benz, Qualitative-Quantitative Research Methodology: 
Exploring the Interactive Continuum (Southern Illinois University Press, 1998), h. 83; Robert E. 
Stake, “Case Studies,” in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), Handbook of 
Qualitative Research (Thousand Oaks, California: Sage, 1994), h. 241; Neuman, op. cit., h. 124. 
25Ibid., h. 124-125. 
26Ibid.; dan Moleong, op. cit., h. 178. 
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Untuk menjamin keteralihan (transferability) data, penelitian ini 
mempergunakan teknik uraian rinci (thick deskription). Tujuannya agar penelitian 
ini dapat melaporkan hasil penelitian secermat mungkin antara konteks data 
penelitian dengan fokus penelitian. Sedangkan untuk menjamin keberantungan 
dan kepastian (dependability) data penelitian menggunakan teknik pemeriksaan 
(auditing) keabsahan data. Dengan teknik ini, penelitian ini diharapkan mencapai 
derajat kehandalan, baik dari proses penelitian hingga data penelitian yang 
diperoleh. Langkah-langkah teknisnya: (1) pra-entri data atau tahap penetapan 
pemeriksaan data, (2) penetapan data-data yang diperiksa, dan (3) penentuan 
keabsahan data.27 
 
27Ibid., h. 183-184. 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN 
 
A. Jumlah Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah semua stakeholders proses pembuatan tentang 
Perda APBD dan penduduk dewasa Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 38 
kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Subjek penelitian ini diklasifikasikan ke 
dalam jenis, yaitu: (1) responden, dan (2) informan. Responden penelitian 
merupakan sampel penelitian yang ditarik dari jumlah populasi. Berdasarkan data 
statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 jumlah 
penduduk dewasa di Provinsi Jawa Timur sebagai populasi penelitian ini 
mencapai 38.000.000 jiwa (BPS Jawa Timur, 2015). Menurut hasil penghitungan 
peneliti dengan jumlah populasi sebesar 38.000.000 orang dan nilai kritis sebesar 
5% (0,05), diperoleh ukuran responden (sampel) penelitian ini sebanyak 400 
orang. Pemaparan penghitungan ukuran sampel populasi/responden penelitian 




Sedangkan informan penelitiannya ditetapkan secara sengaja oleh peneliti 
sebanyak 6 orang. Keenam informan penelitian tersebut statusnya pejabat 
pemerintah, anggota DPRD, pengurus partai politik, ormas/LSM, akademisi di 
Provinsi Jawa Timur. Informan ini memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman 
dalam proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan 
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pertimbangan tersebut, peneliti menetapkannya sebagai informan penelitian 
dengan tujuan untuk menggali atau mengumpulkan data kualitatif melalui 
wawancara mendalam tentang proses pembuatan Perda APBD di Provinsi Jawa 
Timur. 
 
B. Profil Responden dan Informan 
Profil responden penelitian, berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar 
atau mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Responden laki-laki mencapai sebanyak 
222 (55,50%) orang dan sisanya responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 
178 (44,50%) orang. 
Gambar 4.1 






        
 
        
   Sumber: diolah dari data primer  
Menurut tingkat pendidikannya, responden penelitian paling banyak 
berpendidikan sarjana (S-1) yang mencapai 87 (21,25%) orang dan sisanya 
berpendidikan lain. Responden berpendidikan SD/MI ke bawah mencapai 59 
(14,75%) orang, SLTP/MTs sebanyak 70 (17,50%) orang, SLTA/MA sebanyak 
79 (19,75%) orang, D1/D2/D3/D4 sebanyak 77 (19,25%) orang, dan S-2/S-3 
sebanyak 28 (7,00%) orang. 
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Gambar 4.2 












    Sumber: diolah dari data primer 
Berdasarkan pekerjaannya, responden sebagian besar bekerja sebagai 
PNS/TNI/Polri, yakni mencapai 150 (37,50%) orang dan sisanya bekerja di 
sector/lembaga lain. Responden sebagai yang bekerja sebagai pegawai swasta 
sebanyak 125 (31,25%) orang, bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 85 (21,25%) 
orang, statusnya mahasiswa/pelajar sebanyak 25 (6,25%) orang, dan bekerja 
lainnya sebanyak 15 (3,75%) orang. 
Gambar 4.3 





      
 
   
 
     Sumber: diolah dari data primer 
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Menurut pendapatannya, responden sebagian besar memiliki pendapatan 
Rp2.000.000 per bulan, yang mencapai 170 (17,50%) orang dan sisanya 
responden dengan pendapatannya lebih rendah. Responden pendapatan per bulan 
> Rp400.000 sebanyak 61 (15,25%) orang, pendapatan Rp450.000-Rp750.000 per 
bulan sebanyak 25 (6,25%) orang, pendapatan Rp755.000-Rp1.000.000 per bulan 
sebanyak 52 (13,00%) orang, pendapatan Rp1.000.000-Rp1.500.000 per bulan 
sebanyak 42 (10,50%) orang, dan pendapatan Rp1.500.000-Rp2.000.000 per 
bulan sebanyak 50 (12,50%) orang. 
Gambar 4.4 















     Sumber: diolah dari data primer 
Sedangkan profil informan penelitian berdasarkan pekerjaannya: 1 (satu) 
orang bekerja sebagai pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2 (dua) orang 
anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan masing-masing 1 (satu) orang pengurus 
DPW partai politik Provinsi Jawa Timur, akademisi Provinsi Jawa Timur, dan 
aktivis LSM Provinsi Jawa Timur. 
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Gambar 4.5 







        Sumber: diolah dari data primer 
Menurut tingkat pendidikannya: sarjana (S1) 3 orang, magister (S2) 2 
orang, dan doktor (S3) 1 orang. Sedangkan menurut jenis kelaminnya semuanya 
berjenis kelamin laki-laki. 
Gambar 4.6 














        Sumber: diolah dari data primer 
 
C. Validitas Instrumen Penelitian 
Uji validitas instrumen penelitian dilakukan pada 22 pertanyaan dalam 
kuesioner yang diajukan kepada 40 (10%) responden penelitian (research 
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respondent) dari total sampel penelitian (sample research) sebanyak 400 
responden. Pengambilan keputusan hasil uji tersebut, berdasarkan pada: jika nilai 
rhitung > rtabel sebesar 0,320, untuk df = 40–2 = 38; α = 0,05 maka pertanyaan 
tersebut valid, dan jika sebaliknya (rhitung < rtabel) maka pertanyaan tersebut tidak 
valid. 
Hasil perhitungan uji validitas (validity test) pada 22 item pertanyaan 
peneltian adalah sebagai berikut ini: 
Tabel 4.1 
Uji Validitas Instrumen Penelitian 
Pertanyaan rhitung rtabel 
Validitas 
























Sumber: diolah kembali dari data primer 
Berdasarkan data hasil penghitungan uji validitas yang disajikan dalam 
tabel tersebut, seluruh pertanyaan penelitian ini memiliki validitas konstrak. Hasil 
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uji validitasnya menunjukkan: (1) pertanyaan 1 sebesar 0,659, (2) pertanyaan 2 
sebesar 0,684, (3) pertanyaan 3 sebesar 0,710, (4) pertanyaan 4 sebesar 0,765, (5) 
pertanyaan 5 sebesar 0,807, (6) pertanyaan 6 sebesar 0,803, (7) pertanyaan 7 
sebesar 0,752, (8) pertanyaan 8 sebesar 0,617, (9) pertanyaan 9 sebesar 0,639, 
(10) pertanyaan 10 sebesar 0,634, (11) pertanyaan 11 sebesar 0,721, (12) 
pertanyaan 12 sebesar 0,784, (13) pertanyaan 13 sebesar 0,612, (14) pertanyaan 
14 sebesar 0,712, (15) pertanyaan 15 sebesar 0,896, (16) pertanyaan 16 sebesar 
0,908, (17) pertanyaan 17 sebesar 0,670, (18) pertanyaan 18 sebesar 0,685, (19) 
pertanyaan 19 sebesar 0,543, (20) pertanyaan 20 sebesar 0,639, (21) pertanyaan 
21 sebesar 0,851, dan (22) pertanyaan 22 sebesar 0,778.  
Hasil uji validitas pada pertanyaan 1-22 nilai rhitung > rtabel (0,320) sehingga 
semua item pertanyaan tersebut adalah valid. Hal ini karena nilai korelasinya 
semua pertanyaan kuesioner berada di atas nilai batas suatu pertanyaan kuesioner 
yang ditetapkan diterima atau dapat digunakan penelitian ini. Dengan kata lain, 
artinya semua pertanyaan kuesioner dapat digunakan untuk mengukur variabel-
variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 
 
D. Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Uji reliabilitas instrumen penelitian dilakukan menggunakan rumus alpha 
cronbach. Pengambilan keputusan hasil uji tersebut berdasarkan pada: jika rhitung > 
rtabel sebesar 0,320 untuk df = 40–2 = 38; α = 0,05 maka instrumen penelitian 
reliabel, dan jika sebaliknya maka instrumen penelitian tidak reliabel.  
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Tabel 4.2 
Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 




rhitung > rtabel 
Cronbach’s α > 
rtabel 
1 0,908 0,320 
Reliabel 0,909 Reliabel 
2 0,908 0,320 
3 0,907 0,320 
4 0,908 0,320 
5 0,903 0,320 
6 0,903 0,320 
7 0,906 0,320 
8 0,909 0,320 
9 0,906 0,320 
10 0, 908 0,320 
11 0, 904 0,320 
12 0, 905 0,320 
13 0, 908 0,320 
14 0, 903 0,320 
15 0, 900 0,320 
16 0, 903 0,320 
17 0, 904 0,320 
18 0, 905 0,320 
19 0, 908 0,320 
20 0, 905 0,320 
21 0, 900 0,320 
22 0, 902 0,320 
Sumber: diolah kembali dari data primer 
Berdasarkan data hasil penghitungan uji reliabilitas (reliability test) yang 
disajikan dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai cronbach’s α (alpha) 
sebesar 0,909 > rtabel (0,320) memperlihatkan bahwa instrumen penelitian (semua item 
pertanyaan kuesioner) yang digunakan penelitian ini adalah reliabel. Berdasarkan 
nilai cronbach’s α, mengikuti kategorisasi Sutrisno Hadi seperti yang dijelaskan 
pada Bab III, tingkat reliabilitas instrumen penelitian ini masuk kategori sangat 
tinggi, yakni berada di nilai 0,800-1,000.1 Dari data tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa nilai rhitung-nya > rtabel (0,320) yang mana artinya instrumen penelitian ini 
 
1Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), h. 216. 
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adalah reliabel atau handal dalam pengumpulan data penelitian dan pengujian 
hipotesis penelitian ini. 
 
E. Catatan Lapangan  
Berdasarkan observasi/pengamatan surveyor sebagai catatan lapangan 
(field note) pada saat uji coba instrumen penelitian pada 40 responden tersebut—
yang ditujukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian—
mayoritas memperlihatkan sikap yang ramah dan terbuka dan kehadiran serta 
pengaruh orang ketiga tidak ada. Selengkapnya data pengamatan/catatan lapangan 
surveyor uji coba instrumen penelitian ialah sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Sikap Responden 
Kriteria Jumlah Persentase 
Ramah dan terbuka 34 85,00 
Kurang ramah dan terbuka 5 12,50 
Tidak ramah dan terbuka 1 2,50 
Jumlah 40 100 
Sumber: diolah kembali dari data primer 
Berdasarkan data pada tabel tersebut, menurut pengamatan surveyor 
(pengumpul data lapangan) sikap responden dalam menjawab pertanyaan 
kuesioner yang diajukan surveyor secara umum adalah ramah. Datanya sebanyak 
34 (85,00%) responden bersikap ramah dan terbuka, 5 (12,50%) responden 
bersikap kurang ramah dan terbuka, dan sisanya 1 (2,50%) responden bersikap 
tidak ramah dan terbuka. 
Tabel 4.4 
Kehadiran Orang Ketiga 
Kriteria Jumlah Persentase 
Ada 39 97,50 
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Kriteria Jumlah Persentase 
Tidak ada 1 2,50 
Jumlah 40 100 
Sumber: diolah kembali dari data primer 
Berdasarkan data pada tabel tersebut, menurut pengamatan surveyor 
kehadiran orang ketiga pada saat responden menjawab pertanyaan kuesioner, 
sebanyak 39 (97,50%) responden tidak ada pihak ketiga dan sisanya 1 (2,50%) 
responden ada pihak ketiga. 
Tabel 4.5 
Pengaruh Orang Ketiga 
Kriteria Jumlah Persentase 
Ada 40 100,00 
Tidak ada 1 0,00 
Jumlah 40 100,00 
Sumber: diolah kembali dari data primer 
Berdasarkan data pada tabel tersebut, menurut pengamatan surveyor 
pengaruh orang ketiga kepada responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner 
tidak ada. Artinya, semuanya jawaban responden sesuai dengan apa yang 
dialami/diketahui oleh responden. 
Tabel 4.6 
Tingkat Kesulitan Pertanyaan 
Kriteria Pertanyaan Jumlah Persentase 
Sulit 1, 2, 3, 4, dan 5 5 22,73 
Sedang 11 dan 16 2 9,09 
Mudah 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,17, 
18, 19, 20, 21, dan 22 
15 68,18 
 Jumlah 22 100 
Sumber: diolah kembali dari data primer 
Berdasarkan data pada tabel tersebut, menurut pengamatan surveyor 
pertanyaan yang sulit dijawab responden sebanyak 5 (22,73%) pertanyaan, 
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pertanyaan yang sedang/cukup sulit dijawab responden sebanyak 2 (9,09%) 
pertanyaan, dan pertanyaan yang mudah dijawab responden sebanyak 15 
(68,18%) pertanyaan. Dengan demikian, artinya semua pertanyaan di dalam 
kuesioner penelitian mudah dijawab oleh sebagian besar responden, kecuali 
pertanyaan terkait dengan filosofi dan nilai budaya dan sosial-ekonomi. 
 
F. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dipergunakan penelitian untuk mengestimasi kesalahan 
asumsi/parameter model persamaan regresi linier ganda metode OLS (metode 
kuadrat terkecil). Model regresi ganda ini dapat dikatakan baik menjelaskan 
hubungan fungsional (baik simultan dan parsial) variabel legislasi nasional (aturan 
perundang-undangan) (X1), aktor pemeran serta (X2), nilai-nilai (X3), dan 
konteks/lingkungan (X4) terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD 
(Y) di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (disingkat Perda APBD), jika 
memenuhi uji asumsi klasik: (1) uji distribusi normal, (2) asumsi bebas 
kolinieritas, dan (3) asumsi bebas heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi 
klasik penelitian ini adalah sebagai berikut:  
  
1. Uji Normalitas 
Hasil penghitungan uji normalitas menggunakan uji goodness of fit test 
tipe Kolmogorov-Smirnov dan regresi model analisis plot menunjukkan data 
penelitian berdistribusi normal. Data hasil pengujiannya uji Kolmogorov-
Smirnov adalah sebagai berikut: 



































Variabel Statistik df Sig 
Legislasi Nasional (X1) 0,101 
400 
0,069 
Aktor Pemeran Serta (X2) 0,069 0,073 
Nilai-nilai (X3) 0,090 0,067 
Konteks/Lingkungan (X3) 0,156 0,066 
Perda APBD (Y) 0,103 0,065 
 
Berdasarkan data hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa X1: 
D = Dhitung 0,101 dan nilai P sebesar 0,069 (p<0,05), X2: D = Dhitung 0,069 dan 
nilai P sebesar 0,073 (p<0,05), X3: D = Dhitung 0,090 dan nilai P sebesar 0,067 
(p<0,05), X4: D = Dhitung 0,156 dan nilai P sebesar 0,066 (p<0,05), dan Y: D = 
Dhitung 0,103 dan nilai P sebesar 0,065 (p<0,05). Data nilai tersebut dapat 













































Bab IV: Analisa dan Pembahasan Data Penelitian 94 
Hasil uji normalitas pada data nilai residual dengan model signifikansi 
(p) 0,000 < (berada di bawah) 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 
bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal. Pengujian data dilakukan 
juga dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik di atas. 
Dari grafik tersebut terlihat bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis 
diagonal dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, model regresi ini 
dapat digunakan untuk memprediksi variabel Perda APBD (Y) berdasarkan 
masukan variabel legislasi nasional/aturan perundang-undangan (X1), aktor 
pemeran serta (X2), nilai-nilai (X3), dan konteks/lingkungan (X4). 
 
2. Multikolinieritas 
Hasil uji asumsi multikolinieritas diperoleh data penelitian adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 4.8 




Legislasi Nasional (X1) 0,391 2,557 
Aktor Pemeran Serta (X2) 0,351 2,852 
Nilai-nilai (X3) 0,519 1,928 
Konteks/Lingkungan (X4) 0,480 2,082 
   Keterangan: a = koefisien: Perda APBD (Y) 
 
Dari hasil uji asumsi multikolinieritas tersebut, seperti yang ada dalam 
tabel di atas, memperlihatkan bahwa nilai VIF variabel legislasi nasional 2,557, 
aktor pemeran serta 2,852, nilai-nilai 1,928, dan konteks/lingkungan 2,082 dan 
nilai TOL variabel legislasi nasional 0,391, aktor pemeran serta 0,351, nilai-
nilai 0,519, dan konteks/lingkungan 0,480. Berdasarkan data tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa nilai VIF semua variabel < 10 atau 5 dan nilai TOL ≠ 1 
sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi ini bebas dari multikolinieritas. 
 
3. Heteroskedastisitas 
Hasil uji asumsi heterokedastisitas dengan uji korelasi Pearson Product 
Moment diperoleh data penelitian adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Uji Asumsi Heterokedastisitasa 
Variabel Korelasi Pearson Sig. (2 Tailed) N 
Legislasi Nasional (X1) 0,676 0,000 400 
Aktor Pemeran Serta (X2) 0,768 0,000 400 
Nilai-nilai (X3) 0,894 0,000 400 
Konteks/Lingkungan (X4)  0,715 0,000 400 
Keterangan: a = koefisien: Perda APBD (Y) 
Berdasarkan hasil penghitungan korelasi Pearson Product Moment 
diperoleh data bahwa variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-
nilai, dan konteks/lingkungan sebagai variabel bebas berpengaruh signifikan 
terhadap proses pembentukan Perda APBD sebagai variabel terikat. Koefisien 
korelasinya terhadap variabel terikat Perda APBD: variabel legislasi nasional 
0,676, aktor pemeran serta 0,768, nilai-nilai 0,894, dan konteks/lingkungan 
0,715. Artinya, dengan demikian, pengujian heterokedastisitas menunjukkan 
bahwa varian dari residual homogen atau tidak terdapat heterokedastisitas. 
Sedangkan berdasarkan uji heterokedastisitas dengan model regresi 
linier ganda dengan menggunakan analisis gambar grafik scatter-plot diperolah 
data penelitian sebagai berikut: 












































Berdasarkan dari gambar grafik scatter-plot tersebut menunjukkan 
bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu, sehingga 
dapat disimpulkan data penelitian tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi 
homoskedastisitas. Jadi, artinya asumsi klasik tentang heterokedastisitas dalam 
model regresi ini terpenuhi, yakni terbebas dari heterokedastisitas. 
 
G. Analisa Data Penelitian 
Analisa data penelitian menggunakan uji regresi ganda dengan nilai 
kritis/tingkat kesalahan pada level 0,05 (derajat kepercayaan 95%), N (sampel) = 
400, dan df (degree of freedom) = 339 (df = k-1 = 400-1 = 339). Uji statistik ini 
digunakan untuk menguji hipotesis inti, pokok, dan khusus yang diajukan 
penelitian. Hasil uji pada hipotesis-hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Analisis Regresi 
Menurut hasil penghitungan model regresi ganda tersebut, data 
penelitian persamaan regresi (regression equation) yang menjelaskan 
hubungan antara variabel legislasi nasional (X1), aktor pemeran serta (X2), 
nilai-nilai (X3), dan konteks/lingkungan (X4) terhadap proses pembentukan 
Perda tentang APBD (Y) di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ini adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Hasil Analisis Regresi 
Variabel Koefisien Regresi thitung Nilai P 
Konstanta 0,068 0,223 0,824 
Legislasi Nasional (X1) 0,026 0,726 0,468 
Aktor Pemeran Serta (X2) 0,235 7,134 0,000 
Nilai-nilai (X3) 0,733 25,595 0,000 
Konteks/Lingkungan (X4) 0,448 7,487 0,000 









Keterangan: variabel terikat: Perda APBD (Y), df = 339 dan nilai kritis α = 5% 
(0,05) 
 
Berdasarkan hasil penghitungan model regresi ganda tersebut, datanya 
menunjukkan: 
(1) Pengaruh secara simultan (serentak/bersamaan) variabel legislasi 
nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan 
terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan, 
(2) Rentang pengaruh variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, 
nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
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Jawa Timur bernilai positif/signifikan yang sangat tinggi. Datanya 
ditunjukkan nilai koefisien regresi (R) sebesar 0,936, 
Tabel 4.11 
Koefisien Determinasi 
(Berdasarkan Nilai Adjusted R Square) 
Koefisein Determinasi Keterangan 




0,000-0,199 Sangat Rendah 
 
(3) Variasi/proporsi pengaruh simultan variabel legislasi nasional, aktor 
pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel 
proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur adalah sangat tinggi. Datanya ditunjukkan 
nilai koefisien determinasinya (R2) sebesar 0,875 atau 87,5% dan 
sisanya sebesar 12,5% dipengaruhnya oleh variabel lain yang tidak 
dijelaskan dalam penelitian ini, 
(4) Persamaan model regresi yang menjelaskan pengaruh variabel 
legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan 
konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah: 
Y = 0,068 + 0,026 X1 + 0,235 X2 + 0,733 X3 + 0,448 X4. Nilai 
konstanta 0,068 menunjukkan besarnya pengaruh variabel legislasi 
nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan 
terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, jika 
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variabel-variabel bebas tersebut sama dengan 0, maka dapat 
diprediksi variabel terikat sebesar 0,068, dan 
(5) Pengaruh secara parsial (individual) variabel legislasi nasional (X1), 
aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap 
variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan, kecuali variabel 
legislasi nasional yang tidak signifikan. 
Secara komprehensif deskripsi data penelitian analisis model regresi 
ganda pengaruh simultan dan parsial variabel legislasi nasional, aktor pemeran 
serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD adalah sebagai berikut: 
 
2. Hipotesis Inti 
Berdasarkan uji keterhandalan model (uji F) atau uji simultan pengaruh 
variabel legislasi nasional (X1), aktor pemeran serta (X2), nilai-nilai (X3), dan 
konteks/lingkungan (X4) terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 4.12 









Variabel legislasi nasional 
(X1), aktor pemeran serta 
(X2), nilai-nilai (X3), dan 
konteks/linkungan (X4) 
0,936 0,875 699,431 2,394 0,000 
Keterangan: variabel terikat: Perda APBD (Y), df = 339 dan nilai kritis α = 5% 
(0,05) 
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Hasil uji F (F-test) nilai (perbandingan thitung dengan ttabel) Fhitung (699,431) > 
Ftabel (2,394) dan nilai probabilitasnya Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05). Dengan 
demikian, hipotesis inti penelitian ini: Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 
pengaruh simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, 
dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah positif/signifikan. 
Rentang pengaruh variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-
nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD 
Provinsi Jawa Timur adalah sangat tinggi. Datanya ditunjukan nilai R 
(correlation coefficient) sebesar 0,936. Hal ini diketahui dari nilai R2-nya 
(coefficient of determination) sebesar 0,875, yang memperlihatkan 
variasi/proporsi (tingkat) pengaruh variabel legislasi nasional, aktor pemeran 
serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 
87,5% dan sisanya 12,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak ada dalam 
model regresi ganda penelitian ini. 
 
3. Hipotesis Pokok 
Berdasarkan uji koefisien regresi (uji t) atau uji parsial variasi/proporsi 
pengaruh masing-masing variabel legislasi nasional (X1), aktor pemeran serta 
(X2), nilai-nilai (X3), dan konteks/lingkungan (X4) terhadap variabel proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 
Uji Koefisien Regresi (Uji t/Parsial)a  
Pengaruh Variabel Legislasi Nasional, Aktor Pemeran Serta, Nilai-nilai,  
dan Konteks/Lingkungan terhadap Proses Pembuatan Perda  
APBD Provinsi Jawa Timur 
Variabel Koefisien Regresi thitung ttabel Nilai P 
Legislasi Nasional (X1)  0,026 0,726 
1,965 
0,468 
Aktor Pemeran Serta (X2) 0,235 7,137 0,000 
Nilai-nilai (X3) 0,733 25,595 0,000 
Konteks/Lingkungan (X4) 0,448 7,487 0,000 
 
Keterangan: a 
                   df 
= koefisien: Perda APBD (Y) 
=  339 dan nilai kritis α = 5% (0,05) 
 
Hasil uji t (t-test) tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis pokok 
penelitian ini adalah sebagai barikut: 
1. Hipotesis pokok ke-1: pengaruh variabel legislasi nasional (X1) 
terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) 
Hasil uji t pada hipotesis pokok ke-1 memperlihatkan: nilai thitung 
(0,726) < ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung (0,468) > Sig.peneltian (0,05). 
Artinya, hipotesis pokok ke-1: Ho diterima dan Ha ditolak, yakni 
pengaruh variabel legislasi nasional terhadap variabel proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah 
tidak signifikan. Koefisien regresi (R)-nya sebesar 0,026, menunjukkan 
rentang pengaruh variabel legislasi nasional terhadap variabel proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur sangat rendah. 
Fakta ini berbeda dengan pendapat informan dari kalangan 
pemerintah, yang mengatakan bahwa proses pembuatan Perda (process 
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of making local regulation) tentang APBD (regional government 
budget) Provinsi Jawa Timur secara normatif sudah sesuai dengan aspek 
hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena sebab itu, (1) Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan 
penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), dan (2) pandangan gubernur dan anggota DPRD 
Provinsi Jawa Timur yang menyetujui Perda APBD karena sesuai 
dengan ketentuan hukum. 
Menurut Andi2, 
“proses pembuatan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 
2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 asasnya berdasarkan 
pada UU, PP, Perpres, dan Permen terkait pembentukan Perda 
APBD. Oleh karena itu, mungkin, disetujui oleh semua fraksi di 
DPRD Provinsi Jawa Timur, LHP atas LK Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan WTP dari 
BPK, dan menurut gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo, 
persetujuan Perda APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dan 
memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan teknis.”3 
 
Sinergis dengan Andi, Suhandoyo dan Rofik juga mengatakan 
demikian. Suhandoyo4 mengatakan, 
“proses pembuatan di Jawa Timur dilakukan secara wajar oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga dalam 
pembahasan dan pesersetuannya lancar mayoritas lancar di rapat 
paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur.”5 
 
 
2Pejabat senior di salah satu instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang 
namanya diminta tidak dipublikasikan/disamarkan. 
3Wawancara pada hari Minggu pada 7 Agustus 2016 di Surabaya. 
4Ir. H. Suhandoyo, S.P (dalam penelitian ini disebut Suhandoyo tanpa gelar) adalah 
anggota Komisi C (Komisi Keuangan) dan anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan 
Daerah Pemilihan Jatim X (Kabupaten Gresik dan Lamongan) DPRD Provinsi Jawa Timur 
Periode 2014-2019. 
5Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya. 
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Sedangkan menurut Rofik6, 
 
“proses pembuatan perda APBD di Jawa Timur dilakukakan 
secara wajar sesuai dengan ketentuan yuridis formal.”7 
 
Berbeda dengan pendapat ke-3 informan di atas, sinergis dengan 
fakta uji statistik di atas, Agus Miftahussurur8 berpendapat, 
“proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur sudah 
sesuai dengan legislasi nasional. Lihat saja naskah Perda APBD-
nya! Tetapi, meskipun demikian, aspek kepentingan kelangan 
terkait dan tekanan dari pihak tidak terkait juga ikut 
mempengaruhi pembentukannya. Dengan demikian, bisa 
diasumsikan, pembuatan Perda APBD Jawa Timur secara umum 
sesuai dengan legislasi tapi secara parsial/sebagian kecil masih 
terdapat kontennya yang tidak sesuai dengan legislasi 
nasional.”9 
 
Menurut Mathur Khusairi10, 
“saya tidak mengetahui pasti itu. Tapi kalau saya lihat naskah 
Perda APBD-nya, misal tahun 2014, tampak sudah sesuai 
dengan aturan nasional. Tapi entah mengapa ada saja yang 
protes, mungkin ada yang tidak sesuai. Ini yang akan ditelusuri 
oleh Jaka Jatim.”11 
 
Sedangkan menurut Norman Zein Nahdi12,  
“seringkali dalam proses sampai dengan 
pengesahan/diundangkannya Perda APBD Jawa Timur menurut 
pandangan sebagian masyarakat ada isinya tidak sesuai/selaras 




6H. Rofik, SH., M.Hum (dalam penelitian ini disebut Rofik tanpa gelar) adalah anggota 
Komisi B (Komisi Perekonomian) dan anggota Badan Musyawarah dari Fraksi P. Persatuan 
Pembangunan Daerah Pemilihan Jatim IV (Kabupaten Lumajang dan Jember) DPRD Provinsi 
Jawa Timur Periode 2014-2019. 
7Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya. 
8Dr. Agus Miftahussurur, M.Sc (dalam penelitian ini disebut Agus Miftahussurur tanpa 
gelar) adalah Direktur Resi/Dosen Ekonomi Unsuri Sidoarjo dan pemerhati ekonomi regional Jawa 
Timur. 
9Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Sidoarjo. 
10Mathur Khusairi, S.Ag (dalam penelitian ini disebut Mahthur Khusairi tanpa gelar) 
adalah aktivis anti korupsi dan Direktur LSM Jaka Jawa Timur. 
11Wawancara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Bangkalan. 
12Norman Zein Nahdi, SE (dalam penelitian ini disebut Norman Zein Nahdi. Alias Didik, 
tanpa gelar) adalah sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Timur periode 2016-2021. 
13Wawancara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Surabaya. 
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2. Hipotesis pokok ke-2: pengaruh variabel aktor pemeran serta (X2) 
terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) 
Hasil uji t pada hipotesis pokok ke-2 memperlihatkan: nilai thitung 
(7,135) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05). 
Artinya hipotesis pokok ke-2: Ho ditolak dan Ha diterima, yakni 
pengaruh variabel aktor pemeran serta terhadap variabel proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,235, menunjukkan 
rentang pengaruh variabel aktor pemeran serta terhadap variabel proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur rendah. 
Fakta ini sinergis dengan pendapat Andi, Suhandoyo, dan Rofik 
yang mengatakan bahwa pemerintah (gubernur/TAPD), anggota DPRD, 
kelompok penekan, partai politik, dan masyarakat Provinsi Jawa Timur 
sangat berperan/berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda APBD 
Provinsi Jawa Timur. 
Andi mengatakan, 
“aktor tersebut pengaruhnya sangat terasa, baik mulai dari 
proses penyusunan draf hingga pengesahan perda tersebut. Tapi 
semua aktor tersebut, DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur yang paling berpengaruh. Lihat saja hubungan 
DPRD dan Pemerintah Daerah, dan masyarakat Provinsi Jawa 
Timur pada saat proses pembuatan Perda sangat baik. Hal ini 





14Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya. 































Bab IV: Analisa dan Pembahasan Data Penelitian 105 
“pemerintah (daerah), anggota DPRD, partai, ormas, dan LSM 
dapat mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD. Peran 
pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai penyusun 
dan pengabsah Perda APBD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran masyarakat 
adalah ikut terlibat dalam proses pembuatannya yang juga diatur 
dalam aturan perundang-undangan. Mekanismenya dapat 
dilakukan melalui kegiatan audiensi, dengar pendapat, berkirim 
surat, penelitian, kunjungan langsung anggota DPRD pada masa 
reses pada bulan April, Agustus, dan November, dan kunjungan 
kerja anggota DPRD ke lokasi masyarakat untuk mendengarkan 
langsung masalah yang dihadapi masyarakat Provinsi Jawa 
Timur.15 
 
Sedangkan menurut Rofik, 
 
“semua kalangan terkait dapat mempengaruhi proses pembuatan 
Perda APBD Jawa Timur. Hal ini karena sudah ada ketentuan 
hukumnya. Kami sendiri (DPRD) bisa sebagai penyusun dan 
pengabsah Perda APBD, namun untuk Perda ini kami tidak 
pernah/mungkin melakukan inisiatif pengusulan Perda APBD. 
Nah, pada proses pembuatan ini masyarakat bisa ikut terlibat, 
yakni melalui kegiatan audiensi, berkirim surat, rekomendasi 
penelitian, atau kunjungan anggota DPRD lansung kepada 
masyarakat pada masa reses dan kunjungan kerja ke lokasi 
masyarakat untuk mendengarkan masalah masyarakat.16 
 
Namun, berbeda dengan pendapat Agus Miftahussurur, yang 
mengatakan,  
“masyarakat pengaruhnya kecil dalam proses pembuatan Perda 
APBD. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Perda 
APBD Provinsi Jawa Timur sangat rendah dan jika ada itupun 
dimobilisasi.17 
 
Mathur Khusairi mengatakan,  
“masyarakat dalam proses pembuatan Perda APBD Jawa Timur 
sulit berpartisipasi. Hal ini karena masalah keterbatasan 
sumberdaya. Namun begitu, masih ada LSM yang mau terlibat 




15Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya. 
16Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya. 
17Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Sidoarjo. 
18Wawancara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Bangkalan. 
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Sedangkan menurut Norman Zein Nahdi,  
“masyarakat dalam proses pembuatan Perda APBD 
pengaruhnya sangat kecil. Hal ini terutama karena tidak punya 
informasi tentang hal ini, sehingga partisipasinya dalam proses 
ini rendah. Nah, inilah sebenarnya tugas partai untuk 
memberitahu/menginformasikan proses tersebut kepada 
masyarakat.”19 
 
3. Hipotesis pokok ke-3: pengaruh variabel nilai-nilai (X3) terhadap 
variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) 
Hasil uji t pada hipotesis pokok ke-3 menunjukkan: nilai thitung 
(25,595) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05). 
Artinya hipotesis pokok ke-3: Ho ditolak dan Ha diterima, yakni 
pengaruh variabel nilai-nilai terhadap variabel proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah 
signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,733, menunjukkan rentang pengaruh 
variabel nilai-nilai terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tinggi. 
Data uji statistik ini menunjukkan bahwa pandangan politik, 
organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, dan ideologi pemerintah daerah 
dan DPRD berperan sekali dalam proses pembuatan Perda APBD 
Provinsi Jawa Timur. Namun, menurut Andi, Suhandoyo, dan Rofik 
proses mempengaruihinya secara de jure sesuai dengan aturan yang 
berlaku di negara Indonesia, termasuk aturan yang berlaku di daerah 
Provinsi Jawa Timur. 
Menurut Andi, 
 
19Wawancara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Surabaya. 
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“dalam proses pembentukan Perda APBD persaingan 
kepentingan politik, organisasi, pribadi, dan kebijakan antara 
pemerintah dan DPRD tidak ada. Semuanya dilakukan untuk 




“dalam proses pembentukannya (Perda APBD) tidak dapat 
dipungkiri terdapat persaingan kepentingan politik, organisasi, 
pribadi, dan kebijakan antara pemerintah daerah dan DPRD. 
Namun itu semua tetap mengacu pada koridor peraturan-
perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.21 
 
Sedangkan menurut Rofik, 
 
“proses pembentukan Perda APBD Jawa Timur memang ada 
persaingan kepentingan pemerintah daerah dan DPRD, tapi itu 
kecil dan itu dilakukan sesuai dengan peraturan-perundang-
undangan.22 
 
Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Agus Miftahussurur, 
Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi semua dimensi pandangan 
pelaku pembuat Perda APBD Provinsi Jawa Timur mempengaruhi 
proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Buktinya terlihat 
menurut Agus Miftahussurur dan Mathur Khusairi bahwa pada saat 
pembahasan perda tersebut ada isu yang berkembang di masyarakat ada 
negosiasi kepentingan. Tujuannya untuk pencapaian kepentingan 
pribadi dan kelompoknya. Namun, untuk membuktikannya secara 
empirik sulit, tetapi aroma ketidakberesan hubungan antarpejabat 
berwenang kedua lembaga tersebut terasa oleh sebagian besar 
masyarakat.23 
 
20Wawancara pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 di Surabaya. 
21Wawancara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya. 
22Wawancara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya. 
23Wawancara mendalam pada Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 
2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 
2016 di Bangkalan dan Surabaya. 
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4. Hipotesis pokok ke-4: pengaruh variabel konteks/lingkungan (X4) 
terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) 
Hasil uji t pada hipotesis pokok ke-4 memperlihatkan: nilai thitung 
(7,487) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05). 
Artinya hipotesis pokok ke-4: Ho ditolak dan Ha diterima, yakni 
pengaruh variabel konteks/lingkungan terhadap variabel proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,448, menunjukkan 
rentang pengaruh variabel konteks/lingkungan terhadap variabel proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur cukup tinggi. 
Menurut Andi, Suhandoyo, dan Rofik kondisi budaya-politik 
dan sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat mempengaruhi 
proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Faktanya terlihat 
pada setiap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur, 
pandangan politik saling berkompetisi antara Pemerintah Daerah dan 
DPRD Provinsi Jawa Timur atau antarpejabat TAPD dan anggota 
DPRD Provinsi Jawa Timur. Silang pendapat ini biasanya disertakan 
dengan argumentasi teoritis dan norma hukum dan kondisi sosial-
ekonomi masyarakat. 
Menurut Andi,  
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“pembuatan kebijakan ini sebagai landasan hukum pelaksanaan 





“pembuatan kebijakan ini sebagai dasar hukum implementasi 
pemerintah dalam program pemerintah daerah untuk 
tujuan/kepentingan masyarakat Jawa Timur.25 
 
Sedangkan menurut Rofik, 
 
“pembuatan kebijakan Perda APBD sebagai landasan hukum 
pelaksanaan program pemerintah daerah Jawa Timur.26 
 
Paralel dengan pendapat tersebut, menurut Agus Miftahussurur, 
Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi juga berpendapat demikian. 
Menurutnya, budaya-politik dan kondisi sosial-ekonomi berpengaruh 
pada setiap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. 
Budaya-politik tersebut, pandangan para birokrasi senior (TAPD) dan 
gubernur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, saling bersaing 
dalam mempengaruhi proses pembuatan perda. Sedangkan pandangan 
masyarakat pengaruhnya sangat rendah, dimana hanya diterima 
suaranya jika tidak berbeda dengan kepentingan pejabat dan anggota 
DPRD Jawa Timur. Mekanisme dan proses penyerapannya dilakukan 
melalui audiensi, dengar pendapat (public hearing), pertemuan langsung 
dengan masyarakat, baik melalui reses dan kunjungan kerja 
DPRD/anggota DPRD Jawa Timur.27 
 
 
24Wawancara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya. 
25Wawancara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya. 
26Wawancara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya. 
27Wawancara mendalam pada Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 
2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 
2016 di Bangkalan dan Surabaya. 































Bab IV: Analisa dan Pembahasan Data Penelitian 110 
4. Hipotesis Khusus 
Berdasarkan uji koefisien regresi (uji t) untuk mengetahui 
variasi/proporsi pengaruh masing-masing sub-variabel dari variabel legislasi 
nasional (X1), aktor pemeran serta (X2), nilai-nilai (X3), dan 
konteks/lingkungan (X4) terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diperoleh data sebagai 
berikut: 
Tabel 4.14 
Uji Koefisien Regresi (Uji t/Parsial)a 
Pengaruh sub-Variabel Legislasi Nasional, Aktor Pemeran Serta,  
Nilai-nilai, dan Konteks/Lingkungan terhadap Proses Pembuatan  
Perda APBD Provinsi Jawa Timur 
Variabel Koefisien Regresi thitung ttabel Nilai P 
Legislasi Nasional (X1) 
UU (X1.1) -0,089 -0,759 1,965 0,448 
Perpu (X1.2) 0,146 1,248  0,213 
Perpres/Kerpres (X1.3) 0,117 0,956  0,340 
Permen/Kepmen (X1.4) 0,127 1,057  0,291 
Aktor Pemeran Serta (X2) 
Gubernur/TAPD (X2.1) -0,079 -0,622 1,965 0,534 
DPRD (X2.2) 0,495 4,210  0,000 
Kelompok penekan (X2.3) 0,155 1,420  0,156 
Partai politik (X2.4) 0,531 5,193  0,000 
Masyarakat (X2.5) 0,116 1,134  0,258 
Nilai-nilai (X3) 
Nilai-nilai politik (X3.1) 1,031 10,355 1,965 0,000 
Nilai-nilai organisasi (X3.2) 0,518 4,750  0,000 
Nilai-nilai pribadi (X3.3) 0,664 6,338  0,000 
Nilai-nilai kebijakan (X3.4) 0,731 7,595  0,000 
Ideologi (X3.5) 0,589 4,946  0,000 
Konteks/Lingkungan (X4) 
Budaya politik (X4.1) 0,596 4,904 1,965 0,000 
Kondisi sosial-ekonomi (X4.2) 0,290 2,343  0,020 
 
 Keterangan: a 
                   df 
= koefisien: Perda APBD (Y) 
=  339 dan nilai kritis α = 5% (0,05) 
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1. Hipotesis khusus ke-1: pengaruh undang-undang yang 
mengatur/berkaitan dengan APBD terhadap proses pembentukan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-1: nilai thitung (-0,759) < ttabel (1,965) dan nilai probabilitasnya 
Sig.hitung (0,448) > Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho diterima dan Ha 
ditolak, yakni pengaruh variabel undang-undang yang 
mengatur/berkaitan dengan APBD (X1.1) terhadap variabel proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur (Y) adalah tidak signifikan. Nilai R-nya sebesar -0,089, 
menunjukkan rentang pengaruh variabel undang-undang terhadap 
variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur bernilai negatif. 
2. Perpu yang mengatur tentang APBD mempengaruhi terhadap proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-2: nilai thitung (1,248) < ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung 
(0,213) > Sig.penelitan (0,05) yang menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak, 
yakni pengaruh variabel Perpu yang mengatur tentang APBD (X1.2) 
terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah tidak signifikan. 
Nilai R-nya sebesar 0,146, menunjukkan rentang pengaruh variabel 
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Perpu terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat rendah. 
3. Perpes/Kepres yang mengatur tentang APBD mempengaruhi 
terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-3: nilai thitung (0,956) < ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung 
(0,340) > Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak, 
yakni pengaruh variabel Perpres/Kepres yang mengatur tentang APBD 
(X1.3) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah tidak signifikan. 
Nilai R-nya sebesar 0,117, menunjukkan rentang pengaruh variabel 
Perpres/Kepres terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat rendah. 
4. Permen/Kepmen yang mengatur tentang APBD mempengaruhi 
terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-4: nilai thitung (1,057) < ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung 
(0,291) > Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak, 
yakni pengaruh variabel Permen/Kepmen yang mengatur tentang APBD 
(X1.4) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah tidak signifikan. 
Nilai R-nya sebesar 0,127, menunjukkan rentang pengaruh variabel 
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Permen/Kepmen terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat rendah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian—
terkait hipotesis khusus ke-1 sampai dengan ke-4—sebagian besar 
informan dari kalangan pemerintah—Andi, Suhandoyo, dan Rofik—
menyakini proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur sesuai 
dengan UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen. Fakta yang 
diajukan adalah dokumen dan naskah Perda APBD Provinsi Jawa 
Timur, seperti Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 
tentang APBD Tahun Anggaran 2015. Selain itu, alasannya: Perda 
APBD Jawa Timur disetujui oleh semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa 
Timur, LHP atas LK Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 
2015 mendapatkan WTP dari BPK, dan Perda APBD Tahun Anggaran 
2015 sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan 
teknis.”28 
Berbeda dengan pendapat informan dari kalangan pemerintah, 
informan dari kalangan masyarakat dan partai politik—Agus 
Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi—menyakini 
bahwa proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur secara 
umum disusun berdasarkan asas normativitas/filosofi UU, Perpu, 
Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen. Bukti otentiknya adalah 
peraturan perundang-undangan nasional yang tertera dalam naskah 
Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, aspek 
 
28Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu pada 7 
Agustus 2016 di Surabaya. 
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kepentingan pelbagai kalangan pemerintahndan DPRD juga 
mempengaruhi pembentukannya. Artinya, secara umum proses 
pembuatan Perda APBD Jawa Timur sesuai dengan legislasi nasional 
tetapi secara subtantif kemungkinan besar masih ada sebagian kecil isi 
dari Perda APBD Jawa Timur yang tidak sesuai dengan legislasi 
nasional. Buktinya, terlihat dari persepsi dan protes dari sebagian 
kelompok masyarakat.29 
5. Gubernur dan TAPD Provinsi Jawa Timur mempengaruhi terhadap 
proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-5: nilai thitung (-0,622) < ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung 
(0,534) > Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak, 
yakni pengaruh variabel gubernur dan TPAD Provinsi Jawa Timur 
(X2.1) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah tidak signifikan. 
Nilai R-nya sebesar -0,079, menunjukkan rentang pengaruh gubernur 
dan TPAD Provinsi Jawa Timur terhadap variabel proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
bernilai negatif. 
6. DPRD-Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur mempengaruhi 
terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur 
 
29Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 
2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Minggu tanggal 8 
Agustus 2016 di Surabaya dan Bangkalan. 































Bab IV: Analisa dan Pembahasan Data Penelitian 115 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-6: nilai thitung (4,210) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung 
(0,000) < Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, 
yakni pengaruh variabel DPRD-Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur 
(X2.2) yang mengatur/berkaitan dengan APBD terhadap variabel proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,495, menunjukkan 
rentang pengaruh variabel DPRD-Komisi Legislasi terhadap variabel 
proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur cukup tinggi. 
7. Kelompok penekan mempengaruhi terhadap proses pembentukan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-7: nilai thitung (1,420) < ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung 
(0,156) > Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak, 
yakni pengaruh variabel kelompok penekan (X2.3) yang 
mengatur/berkaitan dengan APBD terhadap variabel proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur (Y) adalah tidak signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,155, 
menunjukkan rentang pengaruh variabel kelompok penekan terhadap 
variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur sangat rendah. 
8. Partai politik mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
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Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-8: nilai thitung (5,193) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung 
(0,000) < Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, 
yakni pengaruh variabel partai politik (X2.4) terhadap variabel proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,531, menunjukkan 
rentang pengaruh variabel partai politik terhadap variabel proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur cukup tinggi. 
9. Masyarakat mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-9: nilai thitung (1,134) < ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung 
(0,258) > Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak, 
yakni pengaruh variabel masyarakat (X2.5) terhadap variabel proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur (Y) adalah tidak signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,116, 
menunjukkan rentang pengaruh variabel masyarakat terhadap variabel 
proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur sangat rendah. 
Pada pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur 
gubernur/TAPD, anggota DPRD, kelompok penekan, partai politik, dan 
masyarakat Provinsi Jawa Timur, menurut pandangan—terkait hipotesis 
khusus ke-5 sampai dengan ke-9— Andi, Suhandoyo, dan Rofik sangat 
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berpengaruh sekali. Aktor tersebut pengaruhnya sangat signifikan baik 
mulai dari proses penyusunan draf hingga pengesahan perda tersebut, 
yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aktor 
dari kalangan pemerintah berperan dalam penyusunan, pembahasan, 
pengesahan, dan pengundangan Perda APBD Provinsi Jawa Timur, 
sedangkan peran masyarakat pada keterlibatannya dalam proses 
pembutan Perda APBD Jawa Timur. Keterlibatan tersebut, seperti pada 
kegiatan audiensi, berkirim surat, penelitian, kunjungan langsung 
anggota DPRD pada masa reses, dan kunjungan kerja anggota DPRD ke 
lokasi masyarakat Provinsi Jawa Timur.30 
Sedangkan menurut informan dari kalangan non-pemerintah—
Agus Miftahussurur, Mathur Khusasiri, dan Norman Zein Nahdi—
berpendapat bahwa aktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan 
Perda APBD Provinsi Jawa Timur adalah pemerintah daerah dan DPRD 
Provinisi Jawa Timur. Sedangkan kalangan masyarakat pengaruhnya 
sebaliknya, kecil sekali. Hal ini karena kewenangan besar pemerintah 
daerah dan DPRD Jawa Timur dalam proses pembuatan Perda APBD, 
sedangkan kalangan masyarakat hanya bisa mempengaruhi dan itupun 
terkendali informasi dan sumberdaya, bahkan terkadang partisipasinya 
dimobilisasi kelompok kepentingan tertentu di Provinsi Jawa Timur.31 
10. Nilai-nilai politik mempengaruhi terhadap proses pembentukan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
 
30Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 7 
Agustus 2016 di Surabaya. 
31Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 
2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusasiri dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 
2016 di Bangkalan dan Surabaya. 
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Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-10: nilai thitung (10,355) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas 
Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha 
diterima, yakni pengaruh variabel nilai-nilai politik (X3.1) terhadap 
variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 
1,031, menunjukkan rentang pengaruh variabel nilai-nilai politik 
terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur sangat tinggi. 
11. Nilai-nilai organisasi mempengaruhi terhadap proses pembentukan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-11: nilai thitung (4,760) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas 
Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha 
diterima, yakni pengaruh variabel nilai-nilai organisasi (X3.2) terhadap 
variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 
0,518, menunjukkan rentang pengaruh variabel nilai-nilai organisasi 
terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi. 
12. Nilai-nilai pribadi mempengaruhi terhadap proses pembentukan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-12: nilai thitung (6,388) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas 
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Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha 
diterima, yakni pengaruh variabel nilai-nilai pribadi (X3.3) terhadap 
variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 
0,664, menunjukkan rentang pengaruh variabel nilai-nilai pribadi 
terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur tinggi. 
13. Nilai-nilai kebijakan mempengaruhi terhadap proses pembentukan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-13: nilai thitung (7,595) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas 
Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha 
diterima, yakni pengaruh variabel nilai-nilai kebijakan (X3.4) terhadap 
variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 
0,731, menunjukkan rentang pengaruh variabel nilai-nilai kebijakan 
terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur tinggi. 
14. Ideologi mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-14: nilai thitung (4,946) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas 
Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha 
diterima, yakni pengaruh variabel ideologi (X3.5) terhadap variabel 
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proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,589, 
menunjukkan rentang pengaruh variabel ideologi terhadap variabel 
proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur cukup tinggi. 
Pandangan politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, dan 
ideologi pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Timur 
berpengaruh sekali dalam proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa 
Timur, menurut pandangan—terkait hipotesis khusus ke-10 sampai 
dengan ke-14—informan kalangan pemerintah, yakni Andi, Suhandoyo, 
dan Rofik. Pandangan ini tampak pada perbedaan atau perdebatan 
argumentatif personal-personal terkait pada saat pembahasan Perda 
APBD di DPRD. Namun, perdebatan tersebut tetap dalam koridor 
hukum atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara 
Indonesia dan kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 
Provinsi Jawa Timur.32 
Berbeda dengan pendapat informan dari pemerintah, menurut 
Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi 
pandangan pelaku pembuat Perda APBD Provinsi Jawa Timur sangat 
mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. 
Faktanya, tampak pada sinyalemen masyarakat yang menengarai ada 
motif praktik negosiasi kepentingan, baik kepentingan pribadi dan 
kelompok, pada saat pembahasan Perda APBD Jawa Timur. Namun 
 
32Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 
21 Agustus 2016 di Surabaya. 
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pembuktian secara empirik hal tersebut sangat sulit, tetapi riak-riak 
fenomenanya masih samar-samar terdengar dan terlihat pada saat dan 
pasca pembahasan dan pengesahan Perda APBD Jawa Timur.”33 
15. Budaya politik yang berkembang di masyarakat Provinsi Jawa 
Timur mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-15: nilai thitung (4,904) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas 
Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha 
diterima, yakni pengaruh variabel budaya politik yang berkembang di 
masyarakat Provinsi Jawa Timur (X4.1) terhadap variabel proses 
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,596, menunjukkan 
rentang pengaruh variabel budaya politik terhadap variabel proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur cukup tinggi. 
16. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Timur 
mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD 
di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 
Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 
khusus ke-16: nilai thitung (2,343) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas 
Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05) yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha 
diterima, yakni pengaruh variabel kondisi sosial-ekonomi masyarakat 
 
33Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 21 
Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 
Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya. 
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Provinsi Jawa Timur (X4.2) terhadap variabel proses pembentukan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah 
signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,290, menunjukkan rentang pengaruh 
variabel kondisi sosial-ekonomi terhadap variabel proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
rendah. 
Budaya politik dan kondisi sosial-ekonomi menurut pendapat—
terkait hipotesis khusus ke-15 sampai dengan ke-16—informan dari 
kalangan pemerintah—Andi, Suhandoyo, dan Rofik—mempengaruhi 
proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Kenyataannya 
tampak pada silang pandangan politik antara Pemerintah Daerah dan 
DPRD Provinsi Jawa Timur atau antarpejabat TAPD dan anggota 
DPRD Provinsi Jawa Timur pada saat pembahasan dan proses 
pengesahan Perda APBD Jawa Timur. Perdebatan ini biasanya 
menggunakan dasar teoritis, norma hukum, dan kondisi sosial-ekonomi 
masyarakat dengan tujuan memperkuat dasar hukum dan politik, dan 
sosial-ekonomi pelaksanaan program pemerintah yang ada dalam 
APBD, melalui pengesahan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. 
Tujuannya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 
Provinsi Jawa Timur.34 
Sinergis dengan pendapat tersebut—Agus Miftahussurur, 
Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi—berpendapat pada setiap 
proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur, budaya-politik 
 
34Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 
21 Agustus 2016 di Surabaya. 
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dan kondisi sosial-ekonomi sangat berpengaruh. Pandangan yang paling 
berpengaruh adalah dari kalangan pemerintah, sedangkan dari 
masyarakat kecil sekali pengaruhnya melalui mekanisme formal dan 
non-formal, seperti reses, audiensi, penelitian, dan kunjungan 
langsung/kerja anggota DPRD. Pandangan gubernur dan birokrasi 
senior dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berkompetisi 
mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Jawa Timur.35 
 
H. Pembahasan Data Penelitian 
Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis penelitian dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut: 
(1) Pengaruh legislasi nasional, peran aktor pemeran serta, nilai-nilai 
politik, konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Hasil uji keterandalan/kelayakan (uji F) model regresi ganda, 
pada df = 339 dan nilai kritis α = 5% (0,05) pengaruh simultan variabel 
legislasi nasional (X1), aktor pemeran serta (X2), nilai-nilai (X3), dan 
konteks/lingkungan (X4) terhadap variabel proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah 
signifikan, yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung (699,431) > Ftabel (2,394) dan 
nilai probabilitasnya Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05). Rentang 
pengaruhnya sangat tinggi yang ditunjukkan dengan nilai R sebesar 
0,936 dan proporsi pengaruhnya dapat dilihat pada nilai R2 sebesar 0,875 
 
35Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 21 
Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 
Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya. 
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(87,5%). Jadi, jika variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-
nilai, dan konteks/lingkungan pengaruhnya positif/meningkat, maka 
proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur juga mengalami peningkatan. 
(2) Pengaruh legislasi nasional terhadap proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Hasil uji t pengaruh parsial legislasi nasional (X1) (UU [X1.1], 
Perpu [X1.2], Perpres/Kepres [X1.3], dan Permen/Kepmen [X1.4]) terhadap 
proses pembuatan Perda tentang APBD (penyiapan Raperda APBD, 
penyiapan draf inisiatif Raperda APBD, penyiapan naskah Raperda 
APBD, ketaatan asas Raperda APBD, pembahasan Raperda APBD, dan 
pengesahan serta pengundangan Raperda APBD) di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur adalah tidak signifikan, yang ditunjukkan dengan 
nilai thitung (0,726) < ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung (0,468) > 
Sig.peneltian (0,05). Rentang pengaruhnya sangat rendah yang ditunjukkan 
dengan nilai R sebesar 0,026. Jadi, jika legislasi nasional pengaruhnya 
positif/meningkat, maka proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tidak mengalami peningkatan. 
Fakta persepsi masyarakat ini berbeda secara diametral dengan 
pendapat informan penelitian dari kalangan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur. Menurut sebagian besar informan penelitian ini—seperti 
Andi, Suhandoyo, dan Rofik—berpendapat bahwa proses pembuatan 
Perda APBD Provinsi Jawa Timur secara normatif sesuai dengan tata 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat 
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pada proses pembuatan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 
2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015, dimana faktanya tampak 
terlihat pada: (1) landasan peraturan perundang-undangannya, (2) 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, dan (3) 
pandangan gubernur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.36 
Pada proses pembuatan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 
Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 asas yang digunakan 
sudah sesuai dengan legislasi nasional, dimana UU, PP, Perpres, dan 
Permen terkait dengan pembentukan Perda APBD Pemerintah Daerah 
menjadi dasar atau landasan pembentukkan perda tersebut.37 Artikulatif 
dengan hal ini, LHP atas LK Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 
Anggaran 2015 mendapatkan WTP dari BPK.38 Menurut anggota DPRD 
Provinsi Jawa Timur perda tersebut wajar dan disetujui oleh semua fraksi 
di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan menurut gubernur Jawa 
Timur, H. Soekarwo, persetujuan ini sesuai dengan yang disampaikan 
Badan Anggaran DPRD Jawa Timur bahwa laporan pertanggungjawaban 
 
36Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 7 
Agustus 2016 di Surabaya. 
37Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun Anggaran 2015. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 03, Seri A, 
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya. 
38Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), BPK Perwakilan Provinsi 
Jawa Timur Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur TA 2015, tersedia di http:///www.bpk.go.id (diakses pada 28 Agustus 2016). 
Lihat juga, Moermahadi Soerja Djanegara (Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia), “Sambutan Anggota V BPK pada Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015,” naskah sambutan 
BPK disampaikan di Surabaya pada 13 Juni 2016. 
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pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dan 
memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan teknis.39 
Paralel dengan fakta hasil uji statistik penelitian dan berbeda 
dengan pendapat ke-3 informan dari kalangan pemerintah, Agus 
Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi mengatakan 
secara subtantif pada kasus tertentu proses pembuatan Perda APBD Jawa 
Timur tidak sesuai dengan legislasi nasional. Menurutnya, seringkali 
dalam proses hingga sampai dengan pengesahan/diundangkannya di 
daerah ada isi Perda APBD Provinsi Jawa Timur tidak sesuai/selaras 
dengan semangat legislasi nasional—meskipun tidak signifikan—yang 
menjadi asas pembentukannya. Hal ini disebabkan oleh pelbagai hal, 
diantaranya karena kepentingan kalangan terkait dan tekanan dari pihak 
tidak terkait.40 Dengan demikian, secara teoritis, pembuatan Perda APBD 
Jawa Timur secara umum sesuai dengan legislasi dan secara parsial ada 
sebagian kecil yang tidak sesuai dengan legislasi nasional. Jadi, dapat 
disimpulkan pembuatan Perda tentang APBD secara umum sudah sesuai 
dengan legislasi nasional sehingga proses legislasi ini mencerminkan 
karakteristik pemerintahan yang baik dan berdasarkan hukum, yang tentu 
saja dapat menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga 
dapat mencapai keberlanjutan keuangan.41 Namun pada kasus tertentu, 
 
39Berita Lima, “Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim TA 2015”, 
Beritalima, tersedia di http://www.beritalima.com (diakses pada 28 Agusturs 2016). 
40Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada 7 Agustus 2016 di Sidoarjo 
dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di 
Bangkalan dan Surabaya. 
41Soekarwo, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good 
Financial Governance (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 49-50. 
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secara subtantif kesesuaian proses pembuatanya dengan legislasi nasional 
masih perlu dipertanyakan. 
Fakta atau data penelitian tersebut, secara empirik menjadi 
bukti42 artikulatif dengan penelitian Habib Adjie et al., dan tidak 
artikulatif dengan penelitian Kalpie Astragina dan desain normatifitas 
regulasi negara Indonesia. Menurut penelitian Habib Adjie et al., 
pembentukan perda yang kurang sesuai dengan aspek normatifitasnya. 
Diantara faktor penyebabya adalah karena dalam pembentukan perda 
kurang berpengang teguh pada asas umum pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik, sehingga pada level implementasinya 
juga bermasalah.43 Menurut penelitian Kalpie Astragina Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki prestasi akuntablitas yang 
disebabkan salah satunya karena ketaatan terhadap regulasi yang ada.44 
Sedangkan secara normatif, menurut regulasi Negara Indonesia 
pembuatan APBD seharusnya didasarkan pada kerangka hukum, baik 
formil dan materiil, penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
regulasi otonomi daerah yang berlaku—yang mana di dalamnya juga 
mengatur tentang APBD sebagai bagian dari materi muatan utama. 
Perangkat hukum terkait dengan proses pembuatan Perda APBD tersebut 
adalah UU, Perpu, PP, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen yang 
 
42Bukti yang dimaksudkan penelitian ini—mengadaptasi pendapat Jujun S. 
Suriasumantri—adalah hasil uji kebenaran data/kesimpulan dengan menggunakan teori kebenaran 
ilmiah: (1) korespondensi untuk data kuantitatif dan (2) koherensi/konsistensi untuk data kualitatif. 
Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
2010), h. 55 dan 57. 
43Habib Adjie et al., Ketidakberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era 
Otonomi Daerah, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2012, h. 52-62. 
44Kalpie Astragina, Analisis Faktor-faktor dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, tersedia di http://www.unesa.ac.id (diakses pada 16 Nopember 2015). 
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berlaku di Indonesia. Fakta ini semakin diperkuat, pendapat informan 
dari kalangan non-pemerintah—yang menunjukkan dan memaparkan 
fakta kontradiktif. Jadi, dengan demikian data fakta uji empirik dan kasus 
yang diungkapkan informan tersebut memperlihatkan bahwa desain 
normativitas legislasi nasional sebagai asas dalam legislasi45 
pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur tidak berkorespondensi dan 
koheren secara internal dalam penelitian ini. 
(3) Pengaruh aktor pemeran serta terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Hasil uji t pengaruh parsial aktor pemeran serta (X2) (gubernur 
dan TAPD [X2.1], DPRD Komisi Legislasi [X2.2], kelompok penekan 
[X2.3], pengurus partai politik [X2.4], dan masyarakat [X2.5]) terhadap 
proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur adalah signifikan, yang ditunjukkan dengan nilai thitung (7,135) 
> ttabel (1,965) dan nilai probabilitas Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05). 
Rentang pengaruhnya rendah yang ditunjukkan dengan nilai R sebesar 
0,235. Jadi, jika aktor pemeran serta pengaruhnya positif/meningkat, 
maka proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan. 
Pemerintah (gubernur/TAPD), anggota DPRD, kelompok 
penekan, partai politik, dan masyarakat Provinsi Jawa Timur menurut 
 
45UU No. 10 Tahun 2004 yang pada perkembangannya diganti/dirubah dengan UU No. 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 240-242; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 (2). Lihat juga, Akmal Boedianto, 
“Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang Partisipatif dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah.” Disertasi Program Doktor Hukum Fakultas Hukum, Universitas 
Brawijaya, 2008, h. 33 dan 37-39. 
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Andi, Suhandoyo, dan Rofik sangat berperan/berpengaruh terhadap 
proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur, baik mulai dari 
proses penyusunan draf hingga pengesahannya. Kelima aktor tersebut, 
yang paling berperan dan berpengaruh adalah anggota DPRD dan 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, seperti gubernur dan TAPD 
Provinsi Jawa Timur. Peran kedua lembaga ini sangat besar karena 
dijamin oleh peraturan perundang-undangan46 sehingga dalam proses 
pembuatannya terjalin hubungan antara DPRD yang diwakili Komisi 
Legislasi dan Badan Anggaran, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh 
Biro Hukum/Bappeda, dan masyarakat yang diwakili LSM Provinsi Jawa 
Timur yang sangat baik. Peran pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa 
Timur sebagai penyusun dan pengabsah Perda APBD Provinsi Jawa 
Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran kedua 
lembaga ini bisa mungkin terjalin hubungan manajerial-birokrasi, politik, 
dan yurisdiksi. Sedangkan peran masyarakat adalah ikut terlibat dalam 
proses pembuatannya yang juga diatur dalam aturan perundang-
undangan, dimana hal itu dapat dilakukan melalui mekanisme audiensi, 
dengar pendapat, berkirim surat, penelitian, kunjungan langsung anggota 
DPRD pada masa reses pada bulan April, Agustus, dan November, dan 
kunjungan kerja anggota DPRD ke lokasi masyarakat untuk 
mendengarkan langsung masalah yang dihadapi masyarakat Provinsi 
 
46Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 
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Jawa Timur.47 Pendapat tersebut tampak kurang artikulatif dengan 
konsep dan teori pelbagai ilmuan kebijakan publik. Hal ini karena 
kategorisasi partisipasi masyarakat hanya pada bentuk normal, sedangkan 
realitas dan teorinya menunjukkan hal sebaliknya. Yakni, partisipasi 
masyarakat dapat dilakukan mekanisme non formal/tidak normal, seperti 
demonstrasi dan keluar dari pelayanan pemerintah ketika pemerintah 
tidak memberikan pelayanan yang baik.48 
Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Agus Miftahussurur, 
Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi masyarakat Provinsi Jawa 
Timur tidak memiliki pengaruh kecil sekali dalam proses pembuatan 
Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Buktinya antara lain: (1) partisipasi 
masyarakat dalam proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur 
sangat rendah, dan (2) jika-pun ada yang berpartisipasi pada  proses 
pembuatan Perda APBD Provinis Jawa Timur kemungkinan besar karena 
dimobilisasi oleh kalangan/kelompok elite tertentu di Jawa Timur.49 
Pendapat ketiga informan tersebut, tampak artikulatif dengan aspek 
regulasi-normativitasnya yang sangat masih lemah/rapuh, dimana 
keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda APBD Provinsi Jawa 
Timur hingga kini oleh DPRD belum diatur secara eksplisit dan jelas 
mekanismenya dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur. 
 
47Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 
14 Agustus 2016 di Surabaya. 
48Ilham Cendikia, et al., Implementasi Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik 
Berbasis Partisipasi Masyarakat (Jakarta: PATTIRO dan ACCESS, 2007), h. 14; Albert O. 
Hirschman, Strategi Pembangunan Ekonomi (Jakarta: PT. Dian Rakjat, 1970), h. 39. 
49Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 14 
Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 15 
Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya. 
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Padahal keterlibatan masyarakat ini diamanahkan UU No. 10 Tahun 
2004 Pasal 53.50 
Fakta atau data penelitian tersebut, menjadi bukti empirik 
artikulatif dengan penelitian Nanda Pratama Sukoco dan konseptual-
teoritis pelbagai illmuan kebijakan publik—Budi Winarno, Suharno, dan 
Joko Widodo—yang mendeskripsikan bahwa aktor pemeran serta—baik 
resmi dan tidak resmi—seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, kelompok 
penekan, partai politik, dan masyarakat secara individual sangat 
berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik.51 Namun pada 
kasus tertentu—pendapat/persepsi informan dari kalangan non-
pemerintah—terdapat data penelitian yang menunjukkan sebaliknya, 
yang secara empirik artikulatif dengan penelitian: (1) Habib Adjie et 
al.,52 yang menyebutkan bahwa pembentukan perda di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur kurang partisipatif sehingga kurang 
responsif, dan (2) Dewie Tri Wijayanti menjelaskan birokrasi pemerintah 
Jawa Timur kurang mampu menegakkan aturan karena kekuasaan 
birokratik sentralistik.53 Dengan demikian, secara umum dan empirik 
data penelitian ini artikulatif dan koheren secara internal dengan 
 
50Nanda Pratama Sukoco,“Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur,” Jejaring Administrasi Publik II, 
No. 8 (2012): 101. Lihat juga UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. 
51Sukoco, ibid. Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: Media 
Pressindo, 2003), h. 123. Lihat juga, Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY 
Press, 2010), h. 16-17; Joko Widodo, Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep 
dan Isue Stratejik Kontemporer Administrasi Publik (Surabaya: Program Magister Ilmu 
Administrasi-Program Pasca Sarjana Untag, 2003), h. 98-100. 
52Habib Adjie et al., op. cit., h. 62. 
53Dewie Tri Wijayanti, “Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan Jawa Timur: 
Sebuah Pendekatan “Fish Schale Multiscience”,” Jurnal Aplikasi Manajemen 7, No. 4, 2009. 
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konseptual-teoritis pelbagai ilmuan kebijakan publik Budi Winarno, 
Suharno, dan Joko Widodo. 
(4) Pengaruh nilai-nilai terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD 
di Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
Hasil uji t pengaruh parsial nilai-nilai (X3) (nilai politik [X3.1], 
nilai organisasi [X3.2], nilai pribadi [X3.3], nilai kebijakan [X3.4], dan 
ideologi [X3.5]) terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan, yang 
ditunjukkan dengan nilai thitung (25,595) > ttabel (1,965) dan nilai probabilitas 
Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05). Rentang pengaruhnya tinggi yang 
ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,733. Jadi, jika nilai-nilai 
pengaruhnya positif/meningkat, maka proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga mengalami 
peningkatan. 
Pengaruh pandangan politik, organisasi, subjektif/pribadi, 
kebijakan, dan ideologi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses 
pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur, menurut Andi, 
Suhandoyo, dan Rofik disesuaikan dengan aturan yang berlaku, baik di 
level nasional dan daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam proses 
pembentukannya tidak dapat dipungkiri terdapat persaingan kepentingan 
politik, organisasi, pribadi, dan kebijakan (partai politik dan pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur) antara pemerintah dan DPRD, namun 































Bab IV: Analisa dan Pembahasan Data Penelitian 133 
persaingan kepentingan ini tetap dalam koridor peraturan-perundang-
undangan.54 
Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Agus Miftahussurur, 
Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi semua dimensi pandangan 
pelaku pembuat Perda APBD Provinsi Jawa Timur sangat mempengaruhi 
proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Buktinya terlihat 
pada saat pembahasan perda tersebut, tampak ramai dan penuh dengan 
negosiasi kepentingan. Tujuannya untuk pencapaian kepentingan pribadi 
dan kelompoknya. Namun, untuk membuktikannya sulit secara empirik, 
tetapi aroma ketidakberesan hubungan antarpejabat berwenang kedua 
lembaga tersebut terasa di kalangan masyarakat Jawa Timur.55 
Data penelitian tersebut, menjadi bukti empirik artikultif 
konseptual-teoritis pelbagai ilmuan kebijakan publik—Budi Winarno dan 
Norman Flynn—yang mendeskripsikan bahwa nilai-nilai yang 
berkembang di masyarakat berpengaruh dalam proses pembuatan 
kebijakan publik. Namun, pada kasus tertentu—berdasarkan pandangan 
subjektif informan dari kalangan non-pemerintah—data penelitian 
memaparkan fakta kontradiksi dengan konseptual-teoritisnya pelbagai 
ilmuan kebijakan publik, sehingga data penelitian kasus tersebut tidak 
koheren dengan konseptual-teoritis tersebut.56 
 
54Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 
21 Agustus 2016 di Surabaya. 
55Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada Minggu tanggal 21 Agustus 
2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi hari Senin tanggal 22 Agustus 
2016 di Bangkalan dan Surabaya. 
56Winarno, op. cit., h. 123-124. Lihat juga, Norman Flynn, “Explaining the New Public 
Management: the Importance of Context,” in Kate McLaughlin et al. (eds.), New Public 
Management: Current Trends and Future Prospects, pp. 57-76. New York: Roudledge, 2002), p. 
67-71. 
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(5) Pengaruh konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Hasil uji t pengaruh parsial konteks/lingkungan (X4) (budaya 
politik [X4.1] dan sosial-ekonomi [X4.2]) terhadap proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah 
signifikan, yang ditunjukkan dengan nilai thitung (7,487) > ttabel (1,965) dan 
nilai probabilitas Sig.hitung (0,000) < Sig.penelitian (0,05). Rentang pengaruhnya 
cukup tinggi yang ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,448. Jadi, jika 
konteks/lingkungan pengaruhnya positif/meningkat, maka proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur juga mengalami peningkatan. 
Menurut Andi, Suhandoyo, dan Rofik budaya-politik dan sosial-
ekonomi sangat mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Provinsi 
Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada setiap proses pembuatan Perda 
APBD Provinsi Jawa Timur terdapat pandangan politik yang saling 
berkompetisi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jawa Timur 
atau antarpejabat TAPD dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Silang 
pendapat ini biasanya disertakan dengan argumentasi teoritis dan norma 
hukum dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini karena 
pembuatan kebijakan ini sebagai landasan hukum pelaksanaan program 
pemerintah daerah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat.57 
 
57Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik, pada hari Minggu tanggal 
21 Agustus 2016 di Surabaya. 
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Paralel dengan pendapat tersebut, menurut Agus Miftahussurur, 
Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi juga berpendapat bahwa 
budaya-politik dan kondisi sosial-ekonomi sangat berpengaruh terhadap 
proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Budaya-politik 
yang paling mempengaruhi proses pembuatan perda tersebut adalah 
pandangan para birokrasi senior (TAPD) dan gubernur dan anggota 
DPRD Provinsi Jawa Timur, dimana pandangan ini bisa bias subjektif, 
kelompok, dan faktor lain. Sedangkan pandangan masyarakat hanya 
berpengaruh pada tingkat sangat minimal sekali, yakni hanya diserap jika 
tidak ada benturan dengan kepentingannya, yang diserap melalui 
mekanisme audiensi, reses, dengar pendapat, penelitian, dan pertemuan 
langsung dengan masyarakat.58 
Fakta (data) penelitian tersebut menjadi bukti empirik artikulatif 
konseptual-teoritis pelbagai ilmuan kebijakan publik—Budi Winarno dan 
Charles F. Andrain—yang mendeskripsikan bahwa konteks perumusan 
(kondisi budaya politik dan sosial-ekonomi yang berkembang di 
masyarakat) pembuatan kebijakan publik berpengaruh terhadap proses 
pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam hal ini pembuatan Perda 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, 
data penelitian ini berkorespondensi dan koheren secara internal dengan 
konseptual-teoritis tersebut.59 
 
58Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur 21Agustus 2016 di Sidoarjo dan 
Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 di Bangkalan 
dan Surabaya. 
59Winarno, op. cit., h. 123. Lihat juga, Charles F. Andrain, Kehidupan Politik dan 
Perubahan Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992), h. 76-77 dan 110. 




































A. Temuan Penelitian 
Berdasarkan analisis dan pembahasan data penelitian, mayoritas variabel 
yang ditetapkan sebagai prediktor variabel proses pembuatan Perda di 
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur berpengaruh signifikan sesuai yang 
dihipotesiskan penelitian, kecuali variabel legislasi nasional dan semua sub-
variabelnya dan sub-variabel aktor pemeran serta: gubernur dan TAPD, kelompok 
penekan, dan masyarakat. Selengkapnya pemaparan dan penjelasan temuan data 
penelitian adalah sebagai berikut: 
Tabel 5.1 
Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 





Legislasi nasional (X1), 
Aktor pemeran serta 
(X2), Nilai-nilai (X3), 
dan Konteks (X4) 
0,936 
(0,875) 
699,431 2,394 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 
2,.., p-1 
 
Keterangan: Ho: β1 = β2 = … = βp-1 = 0 = Ho diterima, Ha ditolak 
 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 = Ha diterima, Ho ditolak  
 
 
Hasil uji F (simultan) pada hipotesis inti memperlihatkan bahwa pengaruh 
simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan 
konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur signifikan. Rentang pengaruhnya sangat 
tinggi dengan proporsi pengaruhnya sebesar 87,5% dan sisanya 12,5% 
dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Besarnya 
pengaruh variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan 
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konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD sebesar 
0,068. 
Tabel 5.2 









Legislasi nasional (X1) 0,026 0,726 
1,965 
0,468 Ho: βk = 0 
UU (X1.1) -0,089 -0,759 0,448 Ho: βk = 0 
Perpu (X1.2) 0,146 1,248 0,213 Ho: βk = 0 
Perpres/Kepres (X1.3) 0,117 0,956 0,340 Ho: βk = 0 
Permen/Kepmen (X1.4) 0,127 1,057 0,291 Ho: βk = 0 
Aktor pemeran serta (X2) 0,235 7,137 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Gubernur/TAPD (X2.1) -0,079 -0,622 0,534 Ho: βk = 0 
DPRD (X2.2) 0,495 4,210 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Kelompok penekan (X2.3) 0,155 1,420 0,156 Ho: βk = 0 
Parpol (X2.4) 0,531 5,193 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Masyarakat (X2.5) 0,116 1,134 0,258 Ho: βk = 0 
Nilai-nilai (X3) 0,733 25,595 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Nilai politik (X3.1) 1,031 10,355 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Nilai organisasi (X3.2) 0,518 4,750 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Nilai pribadi (X3.3) 0,664 6,338 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Nilai kebijakan (X3.4) 0,731 7,595 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Ideologi (X3.5) 0,589 4,946 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Konteks (X4) 0,448 7,487 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Budaya politik (X4.1) 0,596 4,904 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Sosial-ekonomi (X4.2) 0,290 2,343 0,020 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
 
Keterangan: Ho: β1 = β2 = … = βp-1 = 0 = Ho diterima, Ha ditolak 
 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 = Ha diterima, Ho ditolak  
 
Hasil uji t (uji parsial) pada hipotesis pokok ke-1 menunjukkan bahwa 
pengaruh parsial variabel legislasi nasional terhadap variabel proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tidak signifikan 
dengan rentang pengaruhnya sangat rendah, yakni nilai R-nya hanya sebesar 
0,026. Sedangkan pada hipotesis pokok ke-2 sampai dengan ke-4: pengaruh 
parsial masing-masing variabel aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan 
konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD 
adalah signifikan. Rentang pengaruhnya aktor pemeran serta rendah, nilai-nilai 
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tinggi, dan konteks/lingkungan cukup tinggi, yakni nilai R-nya masing-masing 
sebesar 0,235, 0,733, dan 0448. 
Pada hipotesis khusus ke-1 sampai dengan ke-5, ke-7, dan ke-9: pengaruh 
parsial/individual variabel UU, Perpu, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen, gubernur 
dan TAPD, kelompok penekan, dan masyarakat terhadap variabel proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tidak 
signifikan. Rentang pengaruhnya variabel UU dan gubernur dan TAPD negatif 
yakni masing-masing sebesar -0,089 dan -0,079 dan Perpu, Perpres/Kepres, 
Permen/Kepmen, kelompok penekan, dan masyarakat sangat rendah yakni 
masing-masing sebesar 0,146, 0,117, dan 0,127. Sedangkan pada hipotesis khusus 
ke-6, ke-8, dan ke-10 sampai dengan ke-16: pengaruh individual variabel DPRD, 
partai politik, nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai 
kebijakan, ideologi, budaya politik, dan kondisi sosial-ekonomi terhadap variabel 
proses pembuatan Perda tentang APBD signifikan. Rentang pengaruhnya variabel 
DPRD, partai politik, nilai-nilai organisasi, ideologi, dan budaya politik cukup 
tinggi yakni masing-masing sebesar 0,495, 0531, 0,518, 0,589, dan 0,596, nilai-
nilai pribadi dan kebijakan tinggi yakni masing-masing sebesar 0,664 dan 0,731, 
dan kondisi sosial-ekonomi rendah yakni hanya sebesar 0,290. 
Data temuan hipotesis pokok ke-1 tersebut, kontradiksi dengan pandangan 
informan penelitian kalangan pemerintah. Menurut informan ini, proses 
pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur secara 
normatif sesuai dengan legislasi nasional. Contohnya, pada Perda Provinsi Jawa 
Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 terlihat: (1) 
landasan peraturan perundang-undangannya, yakni landasan hukum yang 
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digunakan UU, PP, Perpres, dan Permen, (2) LHP atas LK Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan penilaian WTP dari 
BPK, dan (3) pandangan gubernur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, 
perda tersebut wajar dan disetujui oleh semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa 
Timur dan persetujuan ini sesuai dengan yang disampaikan Badan Anggaran 
DPRD Jawa Timur bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jatim 
Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, 
materiil, dan teknis.1 Sedangkan menurut pendapat informan non-pemerintah, 
seringkali dalam proses sampai dengan pengesahan/diundangkannya di daerah ada 
saja isi/materi Perda APBD yang tidak sesuai/selaras dengan semangat legislasi 
nasional. Faktor penyebabnya diantaranya kepentingan kalangan terkait dan 
tekanan dari pihak lain. Namun demikian, secara umum proses pembuatan Perda 
tentang APBD sesuai dengan legislasi nasional sehingga proses legislasi seperti 
ini mencerminkan karakteristik pemerintahan yang baik dan berdasarkan hukum, 
yang tentu saja dapat menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga 
dapat mencapai keberlanjutan keuangan.2 
Proses pembuatan perda tersebut, menurut informan dari kalangan 
pemerintah berpendapat bahwa pemerintah, DPRD, kelompok penekan, partai 
 
1Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 7 
Agustus 2016 di Surabaya. Lihat juga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 Nomor 03, Seri A, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya; Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 
Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur TA 2015, tersedia di http:///www.bpk.go.id (diakses pada 28 Agustus 2016); dan Berita 
Lima, “Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim TA 2015”, Beritalima, tersedia 
di http://www.beritalima.com (diakses pada 28 Agusturs 2016). 
2Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada 7 Agustus 2016 di Sidoarjo dan 
Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Bangkalan 
dan Surabaya. Lihat juga, Soekarwo, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan 
Prinsip-prinsip Good Financial Governance (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 49-
50. 
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politik, dan masyarakat sangat berperan/berpengaruh, baik mulai dari proses 
penyusunan draf sampai dengan pengesahannya. Namun dari ke-5 aktor tersebut 
yang paling berperan dan berpengaruh adalah DPRD dan pemerintah daerah 
karena dijamin peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembuatannya 
terjalin hubungan antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat yang sangat 
baik. Peran pemerintah dan DPRD sebagai penyusun dan pengabsah perda sangat 
dominan dan memungkinkan terjalin hubungan manajerial-birokrasi, politik, dan 
yurisdiksi. Sedangkan peran masyarakat partisipan dalam proses pembuatannya 
dapat dilakukan melalui mekanisme audiensi, dengar pendapat, berkirim surat, 
penelitian, kunjungan langsung anggota DPRD pada masa reses pada bulan April, 
Agustus, dan November, dan kunjungan kerja anggota DPRD ke lokasi 
masyarakat untuk mendengarkan langsung masalah yang dihadapi masyarakat 
Provinsi Jawa Timur.3 Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut informan dari 
kalangan non-pemerintah masyarakat tidak memiliki pengaruh dalam proses 
pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Buktinya 
antara lain: (1) partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Perda APBD 
sangat rendah, dan (2) partisipasi masyarakat kemungkinan besar dimobilisasi 
oleh kalangan/kelompok elite tertentu di Jawa Timur. Pendapat ketiga informan 
tersebut, tampak artikulatif dengan aspek regulasi-normativitasnya yang sangat 
masih lemah/rapuh, dimana keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda 
 
3Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 
14 Agustus 2016 di Surabaya. Lihat juga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 
Jawa Timur, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 
2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 
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APBD oleh DPRD belum diatur secara eksplisit dan jelas mekanismenya dalam 
Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur.4 
Menurut pendapat informan dari kalangan pemerintah proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dipengaruhi 
pandangan politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, dan ideologi. Dalam 
proses pembentukannya tidak dapat dipungkiri terdapat persaingan kepentingan 
politik, organisasi, pribadi, dan kebijakan antara pemerintah dan DPRD, namun 
persaingan kepentingan ini tetap dalam koridor peraturan-perundang-undangan.5 
Sedangkan menurut pendapat informan non-pemerintah pandangan pelaku 
pembuat perda sangat mempengaruhi proses pembuatan Perda tentang APBD. 
Buktinya terlihat pada saat pembahasan perda seringkali terjadi negosiasi 
kepentingan untuk tujuan kepentingan pribadi dan kelompok. Namun, untuk 
membuktikannya secara empirik sulit, tetapi gejala-gejalanya terasa di kalangan 
masyarakat Jawa Timur.6 
Pada proses pembuatan perda tersebut, posisi budaya-politik dan sosial-
ekonomi yang berkembang di masyarakat, menurut pendapat informan dari 
kalangan pemerintah sangat vital dan mempengaruhinya. Buktinya, dalam setiap 
prosesnya terdapat pandangan politik yang saling berkompetisi antara pemerintah 
daerah dan DPRD atau antarpejabat TAPD dan anggota DPRD. Namun, silang 
pendapat ini didasarkan pada argumentasi teoritis, norma hukum, dan kondisi 
 
4Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 14 
Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 15 
Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya. Lihat juga, Nanda Pratama Sukoco,“Peran Badan 
Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Timur,” Jejaring Administrasi Publik II, No. 8 (2012): 101. 
5Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 
21 Agustus 2016 di Surabaya. 
6Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada Minggu tanggal 21 Agustus 
2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi hari Senin tanggal 22 Agustus 
2016 di Bangkalan dan Surabaya. 
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sosial-ekonomi masyarakat.7 Sinergis dengan pendapat tersebut, informan dari 
kalangan non-pemerintah berpendapat bahwa budaya-politik dan kondisi sosial-
ekonomi sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Budaya-politik yang paling 
mempengaruhi proses pembuatan perda tersebut adalah pandangan para birokrasi 
senior (TAPD), gubernur, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dimana 
pandangan ini bisa bias subjektif, kelompok, dan faktor lain. Sedangkan 
pandangan masyarakat hanya berpengaruh kecil sekali—yakni diakomodir 
melalui mekanisme audiensi, dengar pendapat, pertemuan langsung dengan 
masyarakat, dan reses8—termasuk dalam hal ini protes melalui demonstrasi dan 
keluar dari pelayanan pemerintah pengaruhnya juga demikian.9 
Data temuan penelitian tersebut—berdasarkan data uji simultan dan 
pendapat sebagian besar informan—secara empirik menjadi bukti empirik 
artikulatif dengan penelitian Nanda Pratama Sukoco10 dan Kalpie Astragina11, 
desain normativitas12, dan konseptual-teoritis pelbagai ilmuan kebijakan publik13. 
 
7Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 
21 Agustus 2016 di Surabaya. 
8Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur 21Agustus 2016 di Sidoarjo dan 
Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 di Bangkalan 
dan Surabaya. 
9Ilham Cendikia, et al., Implementasi Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik 
Berbasis Partisipasi Masyarakat (Jakarta: PATTIRO dan ACCESS, 2007), h. 14; Albert O. 
Hirschman, Strategi Pembangunan Ekonomi (Jakarta: PT. Dian Rakjat, 1970), h. 39. 
10Sukoco, op. cit., h. 101-102. 
11Kalpie Astragina, Analisis Faktor-faktor dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, tersedia di http://www.unesa.ac.id (diakses pada 16 Nopember 2015). 
12UU No. 10 Tahun 2004 yang pada perkembangannya diganti/dirubah dengan UU No. 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 240-242; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 (2). Lihat juga Akmal Boedianto, 
“Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang Partisipatif dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah.” Disertasi Program Doktor Hukum Fakultas Hukum, Universitas 
Brawijaya, 2008, h. 33 dan 37-39. 
13Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo, 
2003), h. 123-124; Joko Widodo, Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep dan 
Isue Stratejik Kontemporer Administrasi Publik (Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-
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Namun, pada data temuan hasil uji parsial dan pendapat sebagian informan, data 
empirik penelitian menjadi bukti empirik artikulatif dengan penelitian Habib 
Adjie et al.,14 dan Dewie Tri Wijayanti,15 dan artikulasinya dengan desain 
normativitas regulasi Indonesia dan konseptual-teoritis pelbagai ilmuan kebijakan 
publik tersebut bervariasi. Temuan hipotesis pokok ke-1 dan pendapat sebagian 
informan non-pemerintah menunjukkan bahwa data penelitian tidak terbukti 
secara empirik artikulatif dengan penelitian Kalpie Astragina dan desain 
normatifitas regulasi negara Indonesia—yang menjelaskan bahwa Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur taat terhadap regulasi yang ada, yakni perangkat 
hukum terkait proses pembuatan Perda tentang APBD, seperti UU, Perpu, PP, 
Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen—menjadi dasar dan asas pembentukan 
kebijakan tersebut. Sedangkan temuan hipotesis pokok ke-2 sampai dengan ke-4 
dan pendapat sebagian informan kalangan pemerintah menunjukkan bahwa secara 
empirik data penelitian terbukti artikulatif dengan penelitian Nanda Pratama 
Sukoco dan Kalpie Astragina dan konseptual-teoritis pelbagai ilmuan kebijakan 
publik, yang mendeskripsikan bahwa aktor pemeran serta resmi dan tidak resmi, 
nilai-nilai di masyarakat, dan konteks perumusan pembuatan kebijakan publik 
(budaya politik dan kondisi sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat) 
berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan publik di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur. 
 
Program Pasca Sarjana Untag, 2003), h. 98-100; Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik 
(Yogyakarta, UNY Press, 2010), h. 16-17; Norman Flynn, “Explaining the New Public 
Management: the Importance of Context,” in Kate McLaughlin et al. (eds.), New Public 
Management: Current Trends and Future Prospects, pp. 57-76. New York: Roudledge, 2002), p. 
67-71; Charles F. Andrain, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana. 
1992), h. 76-77 dan 110. 
14Habib Adjie et al., Ketidakberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era 
Otonomi Daerah, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2012, h. 52-62. 
15Dewie Tri Wijayanti, “Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan Jawa Timur: 
Sebuah Pendekatan “Fish Schale Multiscience”,” Jurnal Aplikasi Manajemen 7, No. 4, 2009. 
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Gambar 5.1 
Variabel Paling Berpengaruh terhadap Proses Pembuatan 









Keterangan: ----- = pengaruhnya tidak signifikan/berarti 
        = pengaruhnya signifikan/berarti 
 
Berdasarkan temuan penelitian tersebut—menurut perspektif argumentasi 
ilmiah proses pembuatan kebijakan publik—secara umum dapat dikonstruksikan 
konseptual-teoritis penelitian bahwa proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur merepsesentasikan sebagai proses 
birokratis-administratif (bukan proses profesional dan politik) dan individual aktor 
pemeran serta resmi di internal organisasi pemerintahan daerah. Dalam proses 
pembuatan perda tersebut: (1) asal-muasalnya inisiatif dari pemerintah daerah 
(executive heavy), kemudian (2) dibahas dan disahkan di DPRD, dimana faktor 
yang berpengaruh positif adalah: (a) aktor pemeran serta resmi dari kalangan 
partai politik, (b) pandangan (nilai-nilai) politik, organisasi, pribadi, kebijakan, 
dan ideologi, dan (3) persepsi politik (budaya politik) dan kondisi kesejahteraan 
dan kemakmuran masyarakat (kondisi sosial-ekonomi). 
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Dengan demikian, secara spesifik berkaitan dengan pembahasan faktor 
prediktor proses pembuatan pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan 
Daerah Provinsi Jawa Timur konseptual-teoritis tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: pertama, proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Timur pada kasus tertentu—khususnya materi/muatan dan 
persepsi/pandangan masyarakat tentang materi Perda tentang APBD—tidak sesuai 
dengan legislasi nasional yang berlaku di Indonesia. Faktor yang 
mempengaruhinya adalah kepentingan dan pandangan (pandangan 
dunia/paradigma) para aktor pemeran serta resmi kebijakan publik dari kalangan 
partai politik. Faktor-faktor ini semakin berpengaruh riil (nyata/positif) karena 
terdukung persepsi politik apatis (kategori budaya politik parokial) dan kondisi 
sosial-ekonomi masyarakat. Jika faktanya tidak mendukung hal tersebut, 
pengaruhnya kemungkinan besar tidak begitu berarti karena dibatasi oleh 
partisipasi aktif masyarakat. Kepentingan para aktor yang berpengaruh pada 
proses pembuatan perda tersebut adalah kepentingan pribadi dan kelompok para 
aktor pembuat kebijakan tersebut. Sedangkan pandangan para aktor pembuat 
kebijakan yang berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan adalah pandangan 
berdimensi politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, dan ideologi. 
Kedua, peranan dominan aktor pemeran serta dalam proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah aktor 
pemeran serta resmi yang berasal dari kalangan partai politik, bahkan peranannya 
mempengaruhi peranan kepala daerah dan pejabat senior pemerintahan daerah 
dalam proses pembuatan perda tersebut, khususnya pada tahap pembahasan dan 
pengesahannya. Dominasi peranan aktor pemeran serta tersebut semakin dominan 
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karena peranan aktor pemeran serta lain (khususnya kelompok penekan dan 
masyarakat) kecil atau peranannya besar tetapi bersinergis dengan peranan yang 
diharapkan aktor pemeran serta tersebut. Jika fenomenanya tidak demikian, maka 
dominasi peranan aktor pemeran serta dari kalangan partai politik mengalami 
kendala. Jadi, dapat dikatakan bahwa proses pembuatan Perda tentang APBD 
tersebut merepresentasikan proses kebijakan publik bersifat individual 
kepala/pejabat senior (eksekutif) pemerintahan daerah sebagai perancang perda 
tersebut, tetapi dalam pembahasan dan pengesahannya perananya 
dipengaruhi/dikalahkan oleh aktor pemeran serta dari kalangan partai politik. 
Ketiga, pandangan berdimensi politik, organisasi, subjektif/pribadi, 
kebijakan, dan ideologi aktor pemeran serta dari kalangan partai politik 
teragregasi dominan dalam pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan 
Daerah Provinsi Jawa Timur karena dipengaruhi persepsi politik dan kondisi 
sosial-ekonomi masyarakat. Sedangkan pandangan dari aktor pemeran serta lain—
seperti pejabat pemerintah, kelompok penekan, dan masyarakat—sangat kecil 
terakomodir dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian dapat dipersepsikan (1) 
semakin persepsi politik masyarakat apatis pada pembuatan perda, maka semakin 
dominan pandangan aktor pemeran serta dari kalangan partai politik dalam proses 
pembuatan perda tersebut, dan (2) semakin rendah indeks kondisi sosial-ekonomi 
masyarakat, semakin rendah dalam mempengaruhi proses pembuatan perda. 
Keempat, budaya politik masyarakat berpengaruh pada proses pembuatan 
Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur karena 
partisipasi masyarakat melalui mekanisme suara (budaya politik) terakomodir 
dalam mekanisme dengar pendapat, reses, dan kunjungan kerja DPRD. Padahal 































Bab V: Pennutup 147 
secara subtantif, partisipasinya dapat dikategorikan partisipasi-mobilisasi untuk 
tujuan pencapaian agenda politik tertentu dan partisipasinya juga tidak diatur tata 
tertib DPRD. Sedangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpengaruh pada 
proses pembuatan perda kemungkinan besar karena dipersepsikan masyarakat 
indeks kesejahteraan-kemakmuran masyarakat pada level menengah dan tinggi 
berpengaruh positif pada proses pembuatan perda. Namun, persepsi ini 
kontradikstif dengan peranan aktor pemeran serta tidak resmi pembuatan 
kebijakan publik dari kalangan kelompok penekan dan masyarakat dlam proses 
pembuatan perda tidak begitu berarti/signifikan. 
  
B. Kesimpulan 
Temuan data penelitian tersebut dapat disimpulkan: pertama, pengaruh 
simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan 
konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD 
Provinsi Jawa Timur signifikan dengan rentang pengaruhnya sangat tinggi. 
Kedua, pengaruh variabel legislasi nasional terhadap variabel proses pembuatan 
Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tidak signifikan dengan rentang 
pengaruhnya sangat rendah. Pengaruh sub-variabel legislasi nasional: UU, Perpu, 
Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen terhadap variabel proses pembuatan Perda 
tentang APBD Provinsi Jawa Timur tidak signifikan dengan rentang pengaruhnya 
UU negatif dan Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen sangat rendah. 
Data hasil uji statistik ini sesuai dengan pendapat informan non-
pemerintah, yang berpendapat bahwa pada kasus tertentu terdapat isi/muatan 
Perda APBD Provinsi Jawa Timur yang tidak sesuai/selaras dengan semangat 
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legislasi nasional. Faktor penyebabnya kepentingan kalangan terkait dan tekanan 
dari pihak tidak terkait. Namun, menurut informan kalangan pemerintah secara 
normatif proses pembuatan Perda tentang APBD sesuai dengan legislasi nasional. 
Bukti empiriknya, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
APBD Tahun Anggaran 2015 dasar hukum pembentukannya adalah UU, PP, 
Perpres, dan Permen. Bukti ini juga diperkuat dengan pelaksanaan LHP atas LK 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan 
WTP dari BPK dan disetujui oleh semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur 
karena telah sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan teknis. 
Ketiga, pengaruh aktor pemeran serta terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan, 
tetapi dengan rentang pengaruhnya sangat rendah. Pengaruh sub-variabel aktor 
pemeran serta: gubernur dan TAPD, kelompok penekan, dan masyarakat terhadap 
variabel proses pembuatan Perda tentang APBD tidak signifikan dengan rentang 
pengaruhnya gubernur dan TAPD negatif dan kelompok penekan dan masyarakat 
sangat rendah. Sedangkan pengaruh sub-variabel aktor pemeran serta: DPRD dan 
partai politik terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD signifikan 
dengan rentang pengaruhnya cukup tinggi. 
Data hasil uji statistik ini sesuai dengan pendapat informan kalangan 
pemerintah, yang berpendapat bahwa pemerintah, DPRD, kelompok penekan, 
partai politik, dan masyarakat berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya peran 
DPRD dan pemerintah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Dalam proses pembuatannya secara umum terjalin hubungan antara DPRD, 
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pemerintah daerah, dan masyarakat sangat baik. Peran pemerintah dan DPRD 
sebagai penyusun dan pengabsah perda sehingga memungkinkan terjalin 
hubungan manajerial-birokrasi, politik, dan yurisdiksi. Sedangkan peran 
masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatannya yang dapat dilakukan 
melalui audiensi, berkirim surat, penelitian, dengar pendapat, kunjungan langsung 
anggota DPRD pada masa reses, dan kunjungan kerja anggota DPRD ke lokasi 
masyarakat untuk mendengarkan langsung masalah yang dihadapi masyarakat 
Provinsi Jawa Timur, serta demonstrasi dan keluar dari pelayanan pemerintah 
ketika pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik. Berbeda dengan 
pendapat tersebut, informan dari kalangan non-pemerintah berpendapat bahwa 
masyarakat tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam proses pembuatan Perda 
tentang APBD. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Perda APBD 
sangat rendah dan bahkan partisipasinya dimobilisasi kelompok elite tertentu di 
Jawa Timur. Pendapat ini artikulatif dengan aspek regulasi-normativitasnya yang 
sangat masih lemah/rapuh, yang mana keterlibatan masyarakat dalam 
pembentukan Perda tentang APBD oleh DPRD belum diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur. 
Keempat, pengaruh nilai-nilai terhadap proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sighifikan, sesuai dengan 
hipotesis penelitian dengan rentang pengaruhnya tinggi. Pengaruh sub-variabel 
nilai-nilai: politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi terhadap variabel 
proses pembuatan Perda tentang APBD adalah signifikan dengan rentang 
pengaruh nilai-nilai politik sangat tinggi, nilai-nilai pribadi dan kebijakan tinggi, 
dan nilai-nilai organisasi dan ideologi cukup tinggi. 
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Data hasil uji statistik ini sesuai dengan pendapat informan kalangan 
pemerintah, yang berpendapat bahwa pandangan politik, organisasi, 
subjektif/pribadi, kebijakan, dan ideologi sangat berpengaruh terhadap proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 
Buktinya, proses pembentukannya terdapat persaingan kepentingan politik, 
organisasi, pribadi, dan kebijakan antara pemerintah dan DPRD. Namun, 
persaingan ini masih dalam koridor peraturan-perundang-undangan. Berbeda 
dengan pendapat tersebut, informan non-pemerintah berpendapat bahwa pelaku 
pembuat perda (aktor pemeran serta resmi) sangat mempengaruhi proses 
pembuatan Perda tentang APBD. Buktinya, disinyalir oleh pelbagai kalangan 
terjadi negosiasi kepentingan dalam pembahasan perda, tetapi pembuktiannya 
secara empirik sulit. 
Kelima, pengaruh konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan 
dengan rentang pengaruhnya cukup tinggi. Pengaruh sub-variabel 
konteks/lingkungan: budaya politik, dan kondisi sosial-ekonomi terhadap variabel 
proses pembuatan Perda tentang APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya 
budaya politik cukup tinggi dan kondisi sosial-ekonomi rendah.  
Data hasil uji statistik ini sesuai dengan pendapat informan baik kalangan 
pemerintah dan non-pemerintah. Informan kalangan pemerintah berpendapat 
bahwa budaya-politik dan sosial-ekonomi sangat mempengaruhi proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang 
dapat dibuktikan dengan pandangan politik yang saling berkompetisi antara 
pemerintah daerah dan DPRD atau antarpejabat TAPD dan anggota DPRD dalam 
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pembahasan Perda tentang APBD. Silang pendapat ini berdasarkan pada 
argumentasi teoritis, norma hukum, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. 
Sinergis dengan pendapat tersebut, informan non-pemerintah berpendapat bahwa 
budaya-politik dan kondisi sosial-ekonomi sangat berpengaruh terhadap proses 
pembuatan Perda tentang APBD. Budaya-politik yang paling mempengaruhi 
proses pembuatan perda tersebut adalah pandangan para birokrasi senior, 
gubernur, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sedangkan pandangan 
masyarakat hanya diakomodir melalui mekanisme audiensi, reses, dengar 
pendapat, dan kunjungan kerja di lokasi masyarakat. 
Data temuan penelitian tersebut dapat diinterpretasikan secara empiris: (1) 
pengaruh simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan 
konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintahan Daerah Provinsi signifikan, artikulatif dengan penelitian Nanda 
Pratama Sukoco dan Kalpie Astragina, desain normativitas regulasi Indonesia, dan 
konseptual-teoritis pelbagai ilmuan kebijakan publik, (2) pengaruh parsial variabel 
legislasi nasional terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintahan Daerah Provinsi tidak signifikan, artikulatif dengan penelitian 
Habib Adjie et al., dan Dewie Tri Wijayanti dan tidak artikulatif dengan 
penelitian Kalpie Astragina dan desain normatifitas regulasi Indonesia, dan (3) 
pengaruh variabel aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan 
terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi 
signifikan, artikulatif dengan penelitian Nanda Pratama Sukoco dan Kalpie 
Astragina dan konseptual-teoritis pelbagai pelbagai ilmuan kebijakan publik. 
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C. Saran-saran 
Berdasarkan deskripsi temuan dan kesimpulan penelitian di atas, kajian 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan Perda tentang APBD 
di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tampak secara empiris pendekatan 
kuantitatif-kualitatif cukup handal dan dapat dipercaya menjelaskan dan 
mendeskripsikan realitas permasalahan tersebut. Temuan penelitian, faktor-faktor 
yang berpengaruh pada proses pembuatan perda tersebut adalah: (1) aktor 
pemeran serta resmi dari kalangan partai politik, (2) nilai-nilai, dan (3) budaya 
politik dan kondisi sosiak-ekonomi masyarakat. Fakta temuan penelitian 
berkorespondensi dengan fakta empirik (persepsi masyarakat/responden: data 
kuantitatif) dan konsisten/koheren dengan teori dan pendapat masyarakat 
(pandangan informan: data kualitatif). Meskipun temuan penelitian memiliki 
variasi perbedaan dengan teori dan penelitian kebijakan publik sebelumnya, tetapi 
data temuan penelitian ini menurut perspektif argumentasi ilmiah kebijakan publik 
posisi dan sifatnya memperbaiki konteks permasalahan ilmiah kebijakan publik 
sehingga dapat dikatakan akumulatif dengan teori dan penelitian sebelumnya. 
Namun demikian, untuk lebih mempertajam kajian/studi ini, peneliti 
menyarankan: pertama, faktor-faktor prediktor, sub-faktor-faktor prediktor, dan 
lokasi penelitiannya perlu diperluas dan diperdalam lagi, sehingga data penelitian 
yang diperoleh dapat memperbaiki dan melengkapi konteks penelitian ini dan 
data/informasinya bersifat akumulatif. Dengan teknik ini kemungkinan besar—
menurut asumsi peneliti—dapat memberikan eksplanasi lebih luas dan deskripsi 
lebih mendalam tentang faktor-faktor prediktor proses pembuatan Perda tentang 
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APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur—dimana dalam penelitian 
ini belum dijelaskan dan dipaparkan. 
Kedua, untuk tujuan memperkuat proses pembuatan perda yang 
demokratis yang berguna pada pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development), dalam proses perumusan/pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur sangat perlu dan krusial 
mempertimbangkan aspek-aspek penguatan: (1) proses kebijakan publik yang 
partisipatif, dan (2) proses kebijakan publik yang inovatif.  
Penguatan proses kebijakan publik yang partisipatif yang dimaksudkan 
dalam hal ini adalah dalam proses pembuatan perda—meskipun fenomenanya 
sebagai proses internal pemerintahan lokal—perlu merumuskan mekanisme 
hubungan demokratis pemerintah dan masyarakat. Syarat implementasinya harus 
ada: (a) tata atruran normatif yang didukung oleh legitimasi masyarakat, (b) tata 
aturan normatif-inovatif yang mampu menyediakan peluang dan tuntutan 
partisipasi masyarakat, dan (c) mekanisme prosedural yang didukung oleh 
perangkat yang mampu mengatasi dinamika sosial di masyarakat. Proses 
implementasinya dilakukan melalui proses: (a) ilmiah, (b) profesional, dan (c) 
politik. Pada proses ilmiah, para perancang kebijakan publik (aktor pemeran serta 
resmi) harus mampu membuat naskah akademik (bisa menjalin kerjasama dengan 
lembaga professional dan perguruan tinggi) yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Pada proses profesional, para perancang kebijakan publik harus 
mampu memaparkan dan menganalisis masalah sosial yang dapat diukur secara 
teoritis dan aspek peraturan perundang-undangannya. Pada proses politik, para 
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perancang kebijakan publik harus mampu membuat kebijakan publik yang 
berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan tujuan implementasinya. 
Sedangkan proses kebijakan publik yang inovatif dimaksudkan agar para 
aktor pemeran serta dari kalangan pemerintah dan masyarakat bekerjasama 
merumuskan kebijakan publik yang dapat mendorong perubahan sosial-ekonomi 
masyarakat, melalui perubahan dari diri individual para aktor pemeran serta dan 
kondisi struktural konteks proses pembuatan kebijakan publik, yakni peraturan 
perundang-undangan, nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang berkembang di 
masyarakat, dan budaya-politik serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 
 
Data Responden 
(Lingkari kode angka sesuai jenis kelamin, pendidikan 









Umur  ________ Tahun  
Jenis 
Kelamin 




1. SD/MI Ke bawah 4. D1, D2, D3 & D4  
2. SLTP/MTs 5. S1  
3. SLTA/MA 6. S2 dan S3 
Pekerjaan 
Utama 
1. PNS/TNI/POLRI 4. Pelajar/Mahasiswa  
2. Pegawai Swasta 
3. Wiraswasta  
5. Lainnya  
  
Pendapatan 
1. < Rp450.000 
2. Rp450.000-         
    Rp750.000 
3. > Rp755.000- 
    Rp1.000.000 
4. > Rp1.000.000- 
    Rp1.500.000 
5. > Rp1.500.000- 
    Rp2.000.000 







Desa  : ________________ 
 
______________________ 
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II. IDENTITAS SURVEYOR 
 
Data Surveyor (Pencacah) 
(Tulis nama, umur, pendidikan terakhir, dan pekerjaan utama) 
Nama  
Umur  
Pendidikan Terakhir  
Pekerjaan Utama  
 
 





1 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat filosofi 
dan Juklak/Juknis Undang-undang yang telah ditetapkan 
pemerintah pusat 
1. Sangat tidak sesuai 
2. Tidak sesuai 
3. Tidak mengetahui 
4. Sesuai 










2 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat filosofi 
dan Juklak/Juknis Peraturan Pemerintah 
1. Sangat tidak sesuai 
2. Tidak sesuai 
3. Tidak mengetahui 
4. Sesuai 









3 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat filosofi 
dan Juklak/Juknis Peraturan Presiden/Keputusan Presiden 
1. Sangat tidak sesuai 
2. Tidak sesuai 
3. Tidak mengetahui 
4. Sesuai 










4 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat filosofi 
dan Juklak/Juknis Peraturan Menteri/Keputusan Menteri 
1. Sangat tidak sesuai 
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3. Tidak mengetahui 
4. Sesuai 





5 Gubernur berperan dalam Proses pembuatan Perda tentang 
APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai 
dengan semangat filosofi dan Juklak/Juknis Peraturan 
Menteri/Keputusan Menteri 
1. Sangat tidak berperan 
2. Kurang berperan 
3. Kadang-kadang berperan 
4. Berperan 










6 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propvinsi Jawa Timur 
berperan dalam proses pembuatan Perda tentang APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
1. Sangat tidak berperan 
2. Kurang berperan 
3. Kadang-kadang berperan 
4. Berperan 









7 DPRD Jawa Timur berperan dalam proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
1. Sangat tidak berperan 
2. Kurang berperan 
3. Kadang-kadang berperan 
4. Berperan 








8 Aktifis partai politik terlibat/dilibatkan dalam proses 
pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
1. Tidak pernah terlibat/dilibatkan 
2. Kurang terlibat/dilibatkan 
3. Kadang-kadang terlibat/dilibatkan 
4. Terlibat/dilibatkan 









9 Masyarakat terlibat/dilibatkan dalam proses pembuatan Perda 
tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
1. Tidak pernah sama sekali terlibat/dilibatkan 
2. Kurang terlibat/dilibatkan 
3. Kadang-kadang terlibat/dilibatkan 
4. Terlibat/dilibatkan 









10 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur sarat kepentingan politik 
gubernur, Tim Anggaran Pemerintah, dan DPRD Daerah 
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1. Sangat tidak bisa 
2. Tidak bisa 
3. Tidak mengetahui 
4. Bisa saja 






11 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai semangat filosofi dan 
pentunjuk pelaksanaan/teknis legislasi nasional 
1. Sangat tidak sesuai 
2. Tidak sesuai 
3. Tidak mengetahui 
4. Sesuai 









12 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur sarat kepentingan pribadi 
gubernur, Tim Anggaran Pemerintah, dan DPRD Daerah 
Propvinsi Jawa Timur 
1. Sangat tidak bisa 
2. Tidak bisa 
3. Tidak mengetahui 
4. Bisa saja 










13 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur sarat kepentingan organisasi 
birokrasi Pemerintah Daerah Propvinsi Jawa Timur 
1. Sangat tidak bisa 
2. Tidak bisa 
3. Tidak mengetahui 
4. Bisa saja 









14 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat Negara 
kesatuan “UU Otonomi Daerah” 
1. Sangat tidak sesuai 
2. Tidak sesuai 
3. Tidak mengetahui 
4. Sesuai 









15 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan perspektif, 
pandangan, dan orientasi Pemerintah Daerah, DPRD, dan 
Masyarakat Provinsi Jawa Timur 
1. Sangat tidak bisa 
2. Tidak bisa 
3. Tidak mengetahui 
4. Bisa saja 










16 Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah  
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Daerah Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan kondisi 
kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan) dan 
pendapatan masyarakat Jatim Propvinsi Jawa Timur 
1. Sangat tidak bisa 
2. Tidak bisa 
3. Tidak mengetahui 
4. Bisa saja 









17 Proses penyiapan Raperda APBD Provinsi Jawa Timur 
usulan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
1. Sangat tidak baik 
2. Tidak baik 
3. Tidak mengetahui 
4. Baik 








18 Proses penyiapan draf inisiatif Raperda APBD Provinsi Jawa 
Timur 
1. Sangat tidak baik 
2. Tidak baik 
3. Tidak mengetahui 
4. Baik 








19 Proses penyiapan naskah Raperda APBD Provinsi Jawa 
Timur 
1. Sangat tidak baik 
2. Tidak baik 
3. Tidak mengetahui 
4. Baik 








20 Ketaatan asas Raperda APBD Provinsi Jawa Timur 
1. Sangat tidak taat 
2. Tidak taat 
3. Tidak mengetahui 
4. Taat 







21 Proses pembahasan Raperda APBD Provinsi Jawa Timur 
1. Sangat tidak baik 
2. Tidak baik 
3. Tidak mengetahui 
4. Baik 







22 Proses pengesahan dan pengundangan Perda APBD oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
1. Sangat tidak baik/sesuai 
2. Tidak baik/sesuai 
3. Tidak mengetahui 
4. Baik/sesuai 
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IV. CATATAN LAPANGAN 
 
Pengamatan Surveyor terhadap Responden 
(Tulis di kotak pada lajur kanan) 
Sikap responden 
1. Tidak ramah dan terbuka 
2. Kurang ramah dan terbuka 
3. Ramah dan terbuka 
 
Orang ketiga yang hadir 
1. Ada 
2. Tidak Ada 
 
Pengaruh orang ketiga 
1. Ada 
2. Tidak ada 
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1. Jenis Kelamin Responden 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
Laki-laki 222 55,50 
Perempuan 178 44,50 
Jumlah 400 100,00 
2. Tingkat Pendidikan Responden 
Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
SD/MI dan sekolah SD/MI 59 14,75 
SMP/MTs 70 17,50 
SLTA/MA/SMK/MAK dan yang Sederajat 79 19,75 
D1 s.d D4 77 19,25 
S1 87 21,75 
S2 dan S3 28 7,00 
Jumlah 400 100,00 
3. Pekerjaan Responden 
Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
PNS/TNI/Polri 150 37,50 
Pegawai Swasta 125 31,25 
Wiraswasta 85 21,25 
Pelajar/Mahasiswa 25 6,26 
Lainnya 15 3,75 
Jumlah 400 100,00 
4. Pendapatan Per Bulan Responden 
< Rp400.000 61 15,25 
Rp450 s.d Rp750.000 25 6,25 
Rp755.000 s.d Rp1.000.000 52 13,00 
Rp1.000.000 s.d Rp1.500.000 42 10,50 
>Rp1.500.000 s.d Rp2.000.000 50 12,50 
>Rp2.000.000 170 42,50 
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Tabel Lampiran 3. 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 4 4 4 4 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
2 4 4 3 3 4 5 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 5 
4 2 4 2 4 4 4 4 1 4 2 2 4 4 2 5 5 2 4 4 2 5 5 
5 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
6 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 
7 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 
8 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
10 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 
11 4 4 4 4 5 5 4 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
12 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 5 4 2 2 4 4 5 
13 1 2 4 3 3 3 1 1 3 4 3 5 3 1 2 4 3 5 3 1 2 4 
14 4 4 2 3 5 4 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 
15 3 4 1 5 3 2 3 4 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 1 1 1 3 
16 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 2 3 4 4 5 3 2 3 4 
17 5 3 2 3 1 1 1 1 1 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3 4 
18 2 2 5 5 3 2 3 4 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 1 
19 4 4 4 4 5 5 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
20 3 2 2 1 1 1 5 5 2 3 2 2 3 2 5 5 2 2 3 2 5 5 
21 2 1 3 2 3 1 3 5 1 3 3 5 5 3 1 1 3 5 1 1 1 1 
22 4 2 3 1 3 5 2 2 3 4 2 1 5 3 2 1 2 1 5 3 2 1 
23 2 3 1 5 5 5 3 3 2 1 1 4 4 2 3 5 1 4 4 2 3 5 
24 4 2 4 5 1 2 2 3 2 3 5 4 4 2 3 5 5 4 4 2 3 5 
25 5 1 2 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 3 3 1 1 4 1 3 
26 1 5 1 3 3 1 2 3 2 3 5 1 3 3 5 1 5 1 3 3 5 1 
27 2 5 1 2 3 3 3 1 1 5 1 2 3 1 1 5 1 2 3 1 1 5 
28 3 1 2 2 5 2 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
29 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 
30 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
31 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
32 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
34 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
35 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
36 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 1 2 2 3 4 2 1 
37 3 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
38 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 
39 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 
40 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
41 2 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
42 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 
43 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
44 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 
45 3 3 3 3 2 2 3 2 1 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 
46 2 1 1 2 2 3 3 2 4 4 2 1 4 1 1 5 1 1 2 2 3 3 
47 4 4 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 4 4 3 3 4 2 4 2 1 2 
48 4 4 2 4 2 1 2 2 2 1 3 2 4 3 5 5 4 2 4 2 1 2 
49 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 
50 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 1 4 
52 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 
53 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 5 
54 2 1 5 4 5 2 5 5 1 3 2 5 4 3 2 3 1 5 4 5 2 5 
55 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 
56 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 5 
57 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 2 2 3 2 4 4 4 3 
58 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 
59 3 3 2 4 4 1 3 3 3 4 4 5 1 3 4 4 3 2 4 4 1 3 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 5 
62 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 
63 1 4 3 3 1 1 4 5 1 1 2 3 4 3 2 4 4 3 3 1 1 4 
64 2 2 1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4 
65 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
66 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 
67 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 
68 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
69 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
70 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
71 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
72 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
73 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
75 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
76 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
77 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
78 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
79 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
80 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
81 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
82 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 3 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 
83 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 3 2 2 1 1 
84 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 
85 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
86 3 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 3 
87 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
88 2 3 3 3 2 3 5 2 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 2 3 5 
89 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 
90 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 
91 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
92 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 
93 2 2 3 3 3 2 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 4 
94 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 
95 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 
96 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
97 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
98 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 
99 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 3 
100 3 3 3 3 3 1 2 2 5 5 5 5 2 1 1 2 3 3 3 3 1 2 
101 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
102 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
103 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 3 4 
104 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
105 2 2 2 2 4 2 5 1 3 2 3 1 4 5 1 3 2 2 2 4 2 5 
106 1 5 2 2 1 2 2 2 2 2 4 4 4 2 1 1 5 2 2 1 2 2 
107 2 1 1 3 2 2 5 5 2 2 5 5 3 2 2 2 1 1 3 2 2 5 
108 2 2 2 2 1 2 4 2 2 3 2 4 4 1 5 2 2 2 2 1 2 4 
109 1 1 1 1 2 3 3 2 2 4 5 2 4 3 2 2 1 1 1 2 3 3 
110 2 2 2 2 4 2 1 5 5 2 2 1 3 2 1 4 2 2 2 4 2 1 
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
112 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
113 4 3 5 4 4 3 5 3 1 2 3 4 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 
114 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
115 3 3 4 3 2 3 4 2 1 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 
116 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
118 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
120 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
121 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
123 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
127 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
128 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
131 3 2 3 2 1 2 4 4 2 2 2 3 4 2 3 3 2 4 4 2 2 2 
132 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 
133 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
134 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 1 2 4 4 
135 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
136 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 2 4 4 4 
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
138 4 3 2 2 3 5 5 2 2 4 2 5 5 3 4 4 5 5 2 2 4 2 
139 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 
140 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 3 4 3 4 
141 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 1 3 3 
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
143 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 
144 2 2 2 4 4 3 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 
145 2 2 2 4 4 3 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 
146 2 2 2 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 2 4 
147 2 2 2 4 4 3 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 
148 3 3 4 4 3 2 2 1 1 3 1 3 4 4 4 4 2 2 1 1 3 1 
149 2 3 2 4 4 4 4 5 2 2 4 2 4 3 1 4 4 4 5 2 2 4 
150 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
151 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 4 4 3 4 5 3 4 1 3 4 3 
152 2 4 3 3 4 3 4 1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1 3 4 4 
153 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 
154 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
155 1 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 5 3 3 3 4 2 2 
156 3 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 
157 2 4 3 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 5 4 
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
159 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
160 4 4 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 4 3 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
161 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
162 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 2 2 1 2 
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
164 3 4 3 4 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 
165 3 3 3 3 4 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 
166 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
167 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 
168 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 
169 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
170 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 
171 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
172 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 
173 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
174 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 
175 3 3 1 2 2 3 3 5 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 5 2 4 4 
176 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
177 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
178 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
181 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 3 
182 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 
183 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 
184 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 3 
185 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
189 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
190 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
191 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 
192 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
193 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3 5 4 2 
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
195 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
196 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
197 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
198 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
199 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
200 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
201 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 2 4 3 4 3 4 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
202 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
203 4 4 3 4 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 
204 5 3 3 4 3 3 2 4 2 3 2 2 4 1 5 1 3 2 4 2 3 2 
205 4 5 4 5 4 2 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 2 5 4 4 5 3 
206 5 1 5 1 2 5 1 1 4 3 1 3 5 5 1 2 5 1 1 4 3 1 
207 3 1 2 1 5 1 1 2 2 1 4 4 5 2 3 1 1 1 2 2 1 4 
208 2 1 3 5 1 5 3 4 1 3 5 5 3 1 5 4 5 3 4 1 3 5 
209 5 1 3 1 4 1 4 1 3 5 2 2 5 4 1 1 1 4 1 3 5 2 
210 2 3 1 5 1 2 5 1 2 2 4 1 5 5 1 3 2 5 1 2 2 4 
211 3 1 4 5 1 1 5 1 3 1 5 3 5 4 1 2 1 5 1 3 1 5 
212 4 1 3 2 5 1 4 1 3 3 4 1 2 4 1 3 1 4 1 3 3 4 
213 3 2 2 2 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 2 
214 3 5 1 5 1 1 1 2 5 3 2 2 1 5 4 3 1 1 2 5 3 2 
215 5 1 2 4 3 1 2 5 3 5 2 4 3 3 1 3 5 2 4 3 3 1 
216 5 1 2 5 1 2 3 1 5 4 2 3 2 3 5 1 4 2 3 2 3 5 
217 4 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 
218 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 
219 4 3 4 3 5 2 4 4 3 3 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 
220 4 4 2 5 3 3 5 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 
221 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
222 1 3 5 3 1 3 2 5 1 2 1 5 1 3 5 1 2 1 5 1 3 5 
223 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
224 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
225 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
226 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
227 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
228 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
229 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
230 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
231 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
232 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
233 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
234 4 4 4 3 4 5 5 1 1 5 4 1 4 4 4 5 5 4 1 4 4 4 
235 4 4 4 3 4 5 5 1 1 5 4 1 4 4 4 5 5 4 1 4 4 4 
236 4 4 4 3 4 5 5 1 1 5 4 1 4 4 4 5 5 4 1 4 4 4 
237 4 4 4 3 4 5 5 1 1 5 4 1 4 4 4 5 5 4 1 4 4 4 
238 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 
239 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 
240 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 
241 4 4 4 4 5 5 4 1 1 5 4 1 2 4 4 5 5 4 1 2 4 4 
242 4 4 4 4 5 5 4 1 1 5 4 1 2 4 4 5 5 4 1 2 4 4 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
243 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 5 5 3 4 3 4 3 5 
244 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 
245 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 1 3 3 4 4 4 2 1 3 3 4 4 
246 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 1 3 3 4 4 4 2 1 3 3 4 4 
247 2 3 3 2 1 1 4 5 2 2 2 2 5 3 2 3 2 2 2 5 3 2 
248 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 
249 2 2 2 2 4 2 5 1 4 3 1 3 4 2 2 3 3 1 3 4 2 2 
250 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 5 5 5 3 2 4 4 5 5 
251 2 2 2 2 2 5 1 2 3 4 5 1 2 5 1 4 4 5 1 2 5 1 
252 2 2 2 2 2 1 1 3 5 2 4 1 5 1 2 1 2 4 1 5 1 2 
253 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
254 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 
255 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
256 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
257 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
258 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 
259 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 
260 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 
261 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 
262 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 
263 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
264 2 2 2 2 4 5 1 3 2 4 3 1 4 1 3 1 4 3 1 4 1 3 
265 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
266 2 2 4 4 4 2 5 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
267 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
268 2 5 3 3 3 5 5 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
269 3 3 3 3 4 5 5 3 1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
270 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 1 
271 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 
272 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 
273 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
274 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 1 
275 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
276 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 
277 4 4 4 4 2 2 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
278 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 
279 3 3 3 3 2 3 4 1 1 4 3 3 5 2 5 5 4 3 3 5 2 5 
280 2 4 4 2 3 2 2 1 1 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 
281 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
282 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
283 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
284 4 3 2 4 3 2 5 3 1 3 2 4 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 
285 2 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 
286 2 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 
287 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 3 
288 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 
289 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 
290 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
291 3 2 2 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 5 3 4 2 2 4 4 5 3 
292 3 3 3 3 2 4 4 3 2 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 
293 4 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 3 2 1 2 1 2 4 
294 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 5 3 4 4 2 2 4 5 3 4 4 2 
295 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 4 1 2 3 2 2 1 4 1 2 
296 1 1 3 3 2 2 2 3 1 1 3 2 4 1 2 2 1 3 2 4 1 2 
297 2 3 4 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 2 2 2 2 3 4 
298 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 
299 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 
300 1 2 3 3 1 1 1 2 4 3 2 2 5 1 2 1 3 2 2 5 1 2 
301 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 1 1 3 3 2 2 3 1 
302 1 2 1 3 2 3 3 2 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 2 1 3 1 
303 4 3 4 4 1 3 1 2 5 3 2 4 3 4 3 1 3 2 4 3 4 3 
304 2 4 1 3 2 2 4 1 2 3 3 2 4 1 1 1 3 3 2 4 1 1 
305 2 3 3 3 2 1 3 4 5 3 3 2 4 4 2 2 3 3 2 4 4 2 
306 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 
307 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
308 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 4 5 5 3 3 1 3 4 5 5 3 3 
309 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
310 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
311 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 2 4 
312 1 4 2 5 3 3 5 3 4 2 3 1 3 2 4 4 2 3 1 3 2 4 
313 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 
314 1 1 1 1 2 1 4 4 2 1 1 3 4 3 5 3 1 1 3 4 3 5 
315 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 5 5 
316 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 
317 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
318 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
319 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
320 1 4 2 3 5 1 2 3 2 4 2 1 3 5 5 4 4 2 1 3 5 5 
321 2 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
322 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
323 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
324 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
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325 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
326 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 
327 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
328 4 3 3 1 5 5 4 1 3 4 2 2 3 2 3 1 4 2 2 3 2 3 
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
330 1 1 1 1 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
331 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
333 4 4 4 4 5 5 5 5 4 1 4 1 1 4 5 5 1 4 1 1 4 5 
334 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
335 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
336 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 
337 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 2 2 4 4 5 5 4 2 2 4 4 5 
338 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
339 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
340 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
341 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 
342 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
343 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 2 2 4 5 5 2 4 2 2 4 5 
344 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 1 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 
345 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 2 2 4 5 5 2 4 2 2 4 5 
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 
347 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 
348 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 2 2 4 5 5 2 4 2 2 4 5 
349 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
350 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
351 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
352 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
353 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
354 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 
355 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
356 4 3 3 1 5 5 4 1 3 4 2 2 3 2 3 1 4 2 2 3 2 3 
357 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
358 1 1 1 1 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
359 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
360 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
361 4 4 4 4 5 5 5 5 4 1 4 1 1 4 5 5 1 4 1 1 4 5 
362 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
363 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
364 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 
365 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 2 2 4 4 5 5 4 2 2 4 4 5 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
366 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
367 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
368 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
369 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 
370 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 5 
371 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 2 2 4 5 5 2 4 2 2 4 5 
372 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 1 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 
373 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 2 2 4 5 5 2 4 2 2 4 5 
374 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
375 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 1 
376 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
377 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 
378 4 4 4 4 2 2 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
379 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 
380 3 3 3 3 2 3 4 1 1 4 3 3 5 2 5 5 4 3 3 5 2 5 
381 2 4 4 2 3 2 2 1 1 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 
382 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
383 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
384 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
385 4 3 2 4 3 2 5 3 1 3 2 4 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 
386 2 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 
387 2 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 
388 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 3 
389 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 
390 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 
391 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
392 3 2 2 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 5 3 4 2 2 4 4 5 3 
393 3 3 3 3 2 4 4 3 2 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 
394 4 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 3 2 1 2 1 2 4 
395 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 5 3 4 4 2 2 4 5 3 4 4 2 
396 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 4 1 2 3 2 2 1 4 1 2 
397 1 1 3 3 2 2 2 3 1 1 3 2 4 1 2 2 1 3 2 4 1 2 
398 2 3 4 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 2 2 2 2 3 4 
399 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 









































Tabel Lampiran 4. 
 
Tranformasi Data Ordinal Distribusi Jawaban Responden ke Data Interval 













































3.465 3.484 3.474 3.312 2.396 3.971 2.566 4.223 2.607 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 4.138 
3.465 3.484 2.654 2.503 3.056 3.971 3.239 4.223 2.607 2.602 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 2.558 2.619 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 3.261 2.607 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.914 3.868 2.643 2.558 2.619 2.590 3.122 4.138 
2.003 3.484 1.940 3.312 3.056 3.068 3.239 1.000 3.339 1.937 2.000 3.317 3.611 1.852 3.990 3.868 1.979 3.217 3.316 1.949 4.269 4.138 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 3.261 1.000 3.394 2.670 3.317 3.611 2.394 2.264 2.173 2.643 3.217 3.316 2.590 2.353 2.383 
2.003 1.969 1.940 2.503 1.888 1.936 2.566 1.941 1.000 1.937 2.000 2.638 2.797 3.188 1.815 2.173 1.979 2.558 2.619 3.371 1.830 2.383 
2.003 1.969 2.654 1.863 1.888 1.936 2.566 1.941 1.963 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.759 1.979 1.965 3.316 1.949 1.830 1.858 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 2.587 1.000 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 2.643 2.558 2.619 2.590 2.353 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.971 2.566 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 2.394 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 2.590 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 3.990 3.868 2.643 2.558 2.619 2.590 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 3.239 2.587 1.963 1.937 3.352 1.988 2.037 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 3.371 3.122 3.061 
3.465 4.660 4.571 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 3.339 3.394 3.352 1.988 2.037 3.188 2.914 3.868 3.380 1.965 1.970 3.371 3.122 4.138 
1.000 1.969 3.474 2.503 2.396 2.510 1.000 1.000 2.607 3.394 2.670 4.325 2.797 1.000 1.815 2.807 2.643 4.266 2.619 1.000 1.830 3.061 
3.465 3.484 1.940 2.503 4.130 3.068 2.566 1.000 2.607 3.394 2.670 3.317 2.797 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 2.619 4.524 3.122 3.061 
2.675 3.484 1.000 4.416 2.396 1.936 2.566 3.261 1.963 1.000 2.670 2.638 2.037 1.852 1.000 2.173 2.643 2.558 1.000 1.000 1.000 2.383 
2.675 2.662 1.940 1.863 1.888 1.936 1.992 1.941 1.963 3.394 3.352 4.325 2.797 1.852 2.264 2.807 3.380 4.266 2.619 1.949 2.353 3.061 
4.660 2.662 1.940 2.503 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.394 1.000 1.988 2.797 1.852 2.264 2.807 1.000 1.965 2.619 1.949 2.353 3.061 
2.003 1.969 4.571 4.416 2.396 1.936 2.566 3.261 2.607 2.602 1.000 1.000 2.797 1.000 1.815 1.000 1.000 1.000 2.619 1.000 1.830 1.000 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 3.239 1.941 1.963 3.394 2.000 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 1.979 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 4.360 4.223 1.963 2.602 2.000 1.988 2.797 1.852 3.990 3.868 1.979 1.965 2.619 1.949 4.269 4.138 
2.003 1.000 2.654 1.863 2.396 1.000 2.566 4.223 1.000 2.602 2.670 4.325 4.730 2.394 1.000 1.000 2.643 4.266 1.000 1.000 1.000 1.000 
3.465 1.969 2.654 1.000 2.396 3.971 1.992 1.941 2.607 3.394 2.000 1.000 4.730 2.394 1.815 1.000 1.979 1.000 4.308 2.590 1.830 1.000 
2.003 2.662 1.000 4.416 4.130 3.971 2.566 2.587 1.963 1.000 1.000 3.317 3.611 1.852 2.264 3.868 1.000 3.217 3.316 1.949 2.353 4.138 
3.465 1.969 3.474 4.416 1.000 1.936 1.992 2.587 1.963 2.602 4.366 3.317 3.611 1.852 2.264 3.868 4.457 3.217 3.316 1.949 2.353 4.138 
4.660 1.000 1.940 1.863 2.396 1.000 2.566 2.587 1.000 1.937 2.670 1.000 1.000 1.000 1.000 2.173 2.643 1.000 1.000 3.371 1.000 2.383 
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1.000 4.660 1.000 2.503 2.396 1.000 1.992 2.587 1.963 2.602 4.366 1.000 2.797 2.394 3.990 1.000 4.457 1.000 2.619 2.590 4.269 1.000 
2.003 4.660 1.000 1.863 2.396 2.510 2.566 1.000 1.000 4.511 1.000 1.988 2.797 1.000 1.000 3.868 1.000 1.965 2.619 1.000 1.000 4.138 
2.675 1.000 1.940 1.863 4.130 1.936 3.239 3.261 3.339 4.511 4.366 4.325 2.797 4.380 3.990 3.868 4.457 4.266 2.619 2.590 4.269 4.138 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 1.936 1.992 1.941 1.000 1.000 2.670 3.317 4.730 2.394 2.914 2.807 2.643 3.217 4.308 3.371 3.122 3.061 
1.000 1.000 1.000 1.863 1.000 1.936 1.000 1.000 1.963 1.937 2.000 1.988 2.037 1.000 1.000 1.000 1.979 1.965 1.970 1.000 1.000 1.000 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 1.000 1.000 1.979 1.965 1.970 1.000 1.000 1.000 
2.003 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.000 2.037 1.000 1.000 1.759 1.979 1.000 1.970 1.000 1.000 1.858 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 1.992 1.941 1.000 1.000 1.000 1.000 2.037 1.852 1.000 1.000 1.000 1.000 1.970 1.949 1.000 1.000 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.000 1.000 1.992 1.000 1.963 1.000 1.000 1.000 2.037 1.852 1.000 1.000 1.000 1.000 1.970 1.949 1.000 1.000 
3.465 3.484 3.474 2.503 3.056 1.936 1.992 2.587 2.607 2.602 2.670 2.638 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 2.558 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 2.510 1.992 3.261 2.607 2.602 2.000 1.988 2.797 3.188 1.815 1.000 1.979 1.965 2.619 3.371 1.830 1.000 
2.675 3.484 3.474 2.503 1.888 2.510 3.239 3.261 3.339 1.937 3.352 3.317 2.797 3.188 2.264 2.807 3.380 3.217 2.619 3.371 2.353 3.061 
3.465 2.662 3.474 3.312 2.396 3.971 2.566 3.261 3.339 2.602 3.352 3.317 2.797 2.394 2.914 2.173 3.380 3.217 2.619 2.590 3.122 2.383 
3.465 3.484 2.654 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 2.602 3.352 2.638 3.611 2.394 1.815 2.173 3.380 2.558 3.316 2.590 1.830 2.383 
2.675 3.484 2.654 3.312 2.396 2.510 2.566 2.587 2.607 3.394 3.352 3.317 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 2.619 3.371 3.122 3.061 
2.003 2.662 2.654 2.503 3.056 2.510 4.360 3.261 2.607 1.937 2.670 3.317 3.611 3.188 2.914 2.173 2.643 3.217 3.316 3.371 3.122 2.383 
3.465 3.484 2.654 3.312 3.056 2.510 3.239 3.261 2.607 3.394 2.670 3.317 2.797 2.394 2.264 2.807 3.380 2.558 3.316 3.371 2.353 3.061 
2.675 3.484 3.474 3.312 3.056 2.510 3.239 2.587 3.339 3.394 2.670 4.325 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 2.353 3.061 
3.465 3.484 3.474 2.503 2.396 3.971 2.566 2.587 3.339 3.394 3.352 2.638 2.797 3.188 2.264 2.173 3.380 3.217 2.619 2.590 4.269 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 1.936 2.566 1.941 1.000 3.394 2.670 3.317 3.611 2.394 2.914 2.807 2.643 2.558 2.619 1.949 1.830 2.383 
2.003 1.000 1.000 1.863 1.888 2.510 2.566 1.941 3.339 3.394 2.000 1.000 3.611 1.000 1.000 3.868 1.000 1.000 1.970 1.949 2.353 2.383 
3.465 3.484 1.940 3.312 1.888 1.000 1.992 1.941 1.963 1.000 2.000 1.988 3.611 3.188 2.264 2.173 3.380 1.965 3.316 1.949 1.000 1.858 
3.465 3.484 1.940 3.312 1.888 1.000 1.992 1.941 1.963 1.000 2.670 1.988 3.611 2.394 3.990 3.868 3.380 1.965 3.316 1.949 1.000 1.858 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.000 1.000 2.566 1.941 1.963 1.937 2.000 4.325 4.730 4.380 3.990 3.868 2.643 2.558 2.619 1.000 1.000 2.383 
3.465 3.484 4.571 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 4.511 4.366 4.325 3.611 3.188 2.914 3.868 3.380 4.266 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 1.000 3.239 4.223 3.339 3.394 3.352 3.317 4.730 4.380 3.990 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 1.000 3.061 
2.003 1.000 1.940 1.000 1.000 1.936 1.992 1.000 1.000 1.000 2.000 1.988 2.037 1.852 1.815 2.173 1.000 1.965 1.000 1.000 1.830 1.858 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.360 1.000 1.000 1.937 2.670 1.988 2.797 1.852 2.264 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.138 
2.003 1.000 4.571 3.312 4.130 1.936 4.360 4.223 1.000 2.602 2.000 4.325 3.611 2.394 1.815 2.173 1.000 4.266 3.316 4.524 1.830 4.138 
3.465 2.662 3.474 2.503 3.056 3.971 2.566 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 2.797 3.188 2.264 2.807 2.643 3.217 2.619 3.371 4.269 2.383 
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3.465 2.662 3.474 4.416 2.396 3.068 4.360 2.587 2.607 3.394 2.670 3.317 2.797 2.394 2.914 2.173 2.643 3.217 4.308 2.590 3.122 4.138 
3.465 2.662 1.940 3.312 3.056 3.068 2.566 2.587 3.339 3.394 2.000 3.317 3.611 1.852 1.815 1.759 2.643 1.965 3.316 3.371 3.122 2.383 
2.003 2.662 2.654 1.863 3.056 2.510 3.239 3.261 2.607 2.602 3.352 3.317 3.611 2.394 2.264 2.807 2.643 2.558 1.970 3.371 2.353 3.061 
2.675 2.662 1.940 3.312 3.056 1.000 2.566 2.587 2.607 3.394 3.352 4.325 1.000 2.394 2.914 2.807 2.643 1.965 3.316 3.371 1.000 2.383 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
3.465 3.484 3.474 2.503 4.130 3.068 4.360 3.261 2.607 4.511 3.352 3.317 2.797 3.188 3.990 2.807 3.380 3.217 2.619 4.524 3.122 4.138 
1.000 1.969 1.940 1.863 2.396 2.510 2.566 2.587 2.607 3.394 2.000 3.317 2.037 1.852 2.914 2.807 1.979 1.965 1.970 2.590 2.353 2.383 
1.000 3.484 2.654 2.503 1.000 1.000 3.239 4.223 1.000 1.000 2.000 2.638 3.611 2.394 1.815 2.807 3.380 2.558 2.619 1.000 1.000 3.061 
2.003 1.969 1.000 2.503 2.396 2.510 3.239 2.587 3.339 3.394 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 1.979 1.000 2.619 2.590 2.353 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 2.510 3.239 3.261 3.339 3.394 2.670 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 2.643 2.558 2.619 2.590 2.353 3.061 
2.003 1.000 1.000 1.000 1.888 1.936 1.992 1.941 1.000 1.000 1.000 1.988 2.037 1.000 1.000 1.759 1.000 1.000 1.000 1.949 1.830 1.858 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.992 1.000 1.000 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 1.000 1.759 1.979 1.000 1.000 1.000 1.000 1.858 
2.003 1.969 1.940 1.000 1.888 1.000 1.992 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.037 1.852 1.815 1.759 1.979 1.965 1.000 1.949 1.000 1.858 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.963 1.000 1.000 1.000 2.037 1.000 1.815 1.759 1.979 1.000 1.000 1.000 1.000 1.858 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.000 1.936 1.992 1.000 1.963 1.000 2.000 1.988 2.037 1.852 1.000 1.759 1.979 1.000 1.000 1.000 1.830 1.858 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.000 1.000 1.000 1.000 2.037 1.000 1.815 1.759 1.979 1.000 1.000 1.000 1.000 1.858 
2.003 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 1.000 1.000 2.037 1.852 1.000 1.000 1.979 1.965 1.000 1.000 1.000 1.858 
2.003 1.000 1.940 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.000 1.000 1.000 1.988 2.037 1.000 1.815 1.000 1.000 1.965 1.000 1.000 1.000 1.858 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.759 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
2.003 1.000 1.000 1.863 1.888 1.936 1.992 1.941 1.963 1.937 1.000 1.000 2.037 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.970 1.949 1.830 1.858 
1.000 1.000 1.940 1.863 1.000 1.936 1.000 1.941 1.963 1.937 1.000 1.988 1.000 1.852 1.815 1.759 1.000 1.965 1.970 1.000 1.830 1.000 
2.003 1.000 1.940 1.000 1.000 1.000 1.992 1.000 1.000 1.937 2.000 1.988 2.037 1.000 1.000 1.000 1.000 1.965 1.000 1.000 1.000 1.858 
1.000 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.992 1.000 1.963 1.000 1.000 1.988 2.037 1.000 1.000 1.759 1.979 1.965 1.000 1.000 1.000 1.858 
1.000 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.992 1.000 1.000 1.937 2.000 1.988 2.037 1.000 1.000 1.000 1.979 1.965 1.000 1.000 1.000 1.858 
2.003 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.000 1.941 1.963 1.937 1.000 1.000 2.037 1.000 1.000 1.759 1.979 1.965 1.000 1.000 1.000 1.000 
2.003 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.000 1.941 1.963 1.937 2.000 1.988 2.037 1.000 1.815 1.000 1.979 1.965 1.000 1.000 1.000 1.000 
4.660 3.484 4.571 3.312 3.056 2.510 3.239 4.223 3.339 2.602 2.670 2.638 4.730 3.188 2.914 2.173 3.380 4.266 3.316 3.371 2.353 3.061 
2.003 2.662 2.654 1.863 1.888 1.000 1.000 1.941 1.963 1.937 1.000 1.000 2.797 1.000 1.000 1.759 2.643 2.558 1.970 1.949 1.000 1.000 
2.003 1.969 1.000 1.863 1.000 1.000 1.992 1.941 1.000 1.000 1.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.000 1.979 1.000 1.970 1.000 1.000 1.858 
2.003 1.969 1.000 1.863 1.000 1.936 1.992 1.941 1.963 1.000 1.000 1.988 1.000 1.000 1.815 1.759 1.979 1.000 1.970 1.000 1.830 1.858 
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2.675 3.484 3.474 2.503 3.056 3.971 2.566 3.261 2.607 2.602 2.670 3.317 2.797 2.394 2.914 3.868 3.380 3.217 2.619 3.371 4.269 2.383 
2.003 1.969 1.000 1.863 1.000 1.936 1.992 1.000 1.963 1.000 2.000 1.988 1.000 1.000 1.815 1.000 1.979 1.000 1.970 1.000 1.830 1.858 
2.003 2.662 2.654 2.503 1.888 2.510 4.360 1.941 3.339 4.511 4.366 4.325 4.730 3.188 2.914 3.868 2.643 2.558 2.619 1.949 2.353 4.138 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.000 1.000 1.941 1.963 2.602 2.000 1.000 2.037 1.852 1.815 1.000 2.643 2.558 2.619 2.590 1.000 1.000 
1.000 1.969 1.940 1.000 2.396 1.000 1.992 1.941 1.000 1.937 2.000 1.000 2.037 1.000 1.000 1.759 1.979 1.965 1.000 2.590 1.000 1.858 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.068 3.239 4.223 4.396 4.511 4.366 4.325 4.730 4.380 3.990 2.807 4.457 4.266 4.308 4.524 3.122 3.061 
2.003 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.988 1.000 1.000 1.000 1.759 1.979 1.965 1.000 1.000 1.000 1.858 
2.003 1.969 2.654 2.503 2.396 1.936 3.239 3.261 1.000 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.914 2.807 1.979 2.558 2.619 2.590 1.830 3.061 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.888 1.936 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.000 2.037 1.852 1.000 1.000 1.979 1.000 1.000 1.949 1.830 1.858 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.000 1.936 1.992 1.941 1.963 1.000 1.000 1.000 2.037 1.852 1.815 1.000 1.979 1.000 1.000 1.000 1.830 1.858 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 1.000 1.000 2.037 1.000 1.000 1.000 1.979 1.000 1.000 1.000 1.000 1.858 
2.003 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.000 1.941 1.000 1.000 2.000 1.988 1.000 1.000 1.815 1.000 1.979 1.965 1.000 1.000 1.000 1.000 
3.465 3.484 2.654 3.312 4.130 3.068 4.360 3.261 2.607 4.511 2.670 4.325 3.611 3.188 2.914 3.868 3.380 2.558 3.316 4.524 3.122 4.138 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.000 2.566 1.941 1.963 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.000 2.643 2.558 2.619 2.590 1.000 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.000 1.992 1.941 4.396 4.511 4.366 4.325 2.037 1.000 1.000 1.759 2.643 2.558 2.619 2.590 1.000 1.858 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 2.510 2.566 3.261 2.607 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.807 2.643 2.558 2.619 2.590 2.353 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 2.510 2.566 3.261 2.607 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.807 2.643 2.558 2.619 2.590 2.353 2.383 
3.465 3.484 4.571 4.416 4.130 2.510 3.239 3.261 3.339 4.511 3.352 4.325 4.730 3.188 2.264 3.868 3.380 4.266 4.308 4.524 2.353 3.061 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 1.992 1.000 1.000 2.602 2.670 2.638 2.797 1.000 1.815 1.000 1.979 1.965 1.970 1.949 1.830 1.858 
2.003 1.969 1.940 1.863 3.056 1.936 4.360 1.000 2.607 1.937 2.670 1.000 3.611 4.380 1.000 2.173 1.979 1.965 1.970 3.371 1.830 4.138 
1.000 4.660 1.940 1.863 1.000 1.936 1.992 1.941 1.963 1.937 3.352 3.317 3.611 1.852 1.000 1.000 4.457 1.965 1.970 1.000 1.830 1.858 
2.003 1.000 1.000 2.503 1.888 1.936 4.360 4.223 1.963 1.937 4.366 4.325 2.797 1.852 1.815 1.759 1.000 1.000 2.619 1.949 1.830 4.138 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.000 1.936 3.239 1.941 1.963 2.602 2.000 3.317 3.611 1.000 3.990 1.759 1.979 1.965 1.970 1.000 1.830 3.061 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.888 2.510 2.566 1.941 1.963 3.394 4.366 1.988 3.611 2.394 1.815 1.759 1.000 1.000 1.000 1.949 2.353 2.383 
2.003 1.969 1.940 1.863 3.056 1.936 1.000 4.223 4.396 1.937 2.000 1.000 2.797 1.852 1.000 2.807 1.979 1.965 1.970 3.371 1.830 1.000 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 3.394 3.352 2.638 2.797 2.394 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 2.662 4.571 3.312 3.056 2.510 4.360 2.587 1.000 1.937 2.670 3.317 4.730 4.380 2.914 3.868 2.643 4.266 3.316 3.371 2.353 4.138 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.914 2.807 2.643 2.558 2.619 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 3.474 2.503 1.888 2.510 3.239 1.941 1.000 2.602 2.000 2.638 2.797 2.394 2.914 2.807 2.643 3.217 2.619 1.949 2.353 3.061 
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3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 2.566 2.587 2.607 2.602 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 2.558 2.619 2.590 2.353 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 3.394 2.670 3.317 3.611 2.394 2.264 2.807 3.380 3.217 2.619 2.590 3.122 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 2.602 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 2.353 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 2.566 2.587 3.339 3.394 3.352 2.638 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 2.558 2.619 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 2.602 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 2.619 2.590 2.353 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 2.602 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 2.353 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 2.619 2.590 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 2.602 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 2.353 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 3.261 2.607 2.602 3.352 2.638 3.611 2.394 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 2.590 2.353 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 3.394 2.670 3.317 3.611 2.394 2.914 2.807 3.380 3.217 2.619 2.590 3.122 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 1.969 2.654 1.863 1.000 1.936 3.239 3.261 1.963 1.937 2.000 2.638 3.611 1.852 2.264 2.173 1.979 3.217 3.316 1.949 1.830 1.858 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 2.510 3.239 2.587 2.607 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 3.990 3.868 2.643 3.217 2.619 2.590 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 3.394 3.352 3.317 3.611 2.394 2.914 2.807 3.380 3.217 2.619 2.590 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 2.510 3.239 1.000 1.963 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 3.990 2.807 2.643 3.217 1.000 1.949 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 3.394 3.352 3.317 3.611 2.394 2.914 2.807 3.380 3.217 2.619 2.590 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 1.000 1.941 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 3.990 2.807 3.380 1.000 1.970 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 2.662 1.940 1.863 2.396 3.971 4.360 1.941 1.963 3.394 2.000 4.325 4.730 2.394 2.914 2.807 4.457 4.266 1.970 1.949 3.122 1.858 
4.660 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 1.963 3.394 4.366 2.638 4.730 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 1.949 3.122 4.138 
3.465 3.484 2.654 3.312 4.130 2.510 3.239 2.587 3.339 2.602 3.352 3.317 4.730 3.188 3.990 3.868 2.643 3.217 2.619 3.371 2.353 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 2.587 1.000 2.602 2.670 3.317 3.611 3.188 2.914 3.868 3.380 3.217 2.619 1.000 2.353 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 2.602 2.670 2.638 2.797 3.188 2.264 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 2.353 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.971 3.239 2.587 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 3.990 3.868 4.457 3.217 2.619 3.371 3.122 3.061 
2.003 1.969 1.940 3.312 3.056 2.510 3.239 4.223 3.339 3.394 2.000 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 4.308 3.371 3.122 1.858 
2.003 1.969 1.940 3.312 3.056 2.510 3.239 4.223 3.339 3.394 2.000 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 4.308 3.371 3.122 1.858 
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2.003 1.969 1.940 3.312 3.056 2.510 3.239 4.223 3.339 1.937 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 4.308 3.371 1.830 3.061 
2.003 1.969 1.940 3.312 3.056 2.510 3.239 4.223 3.339 3.394 2.000 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 4.308 3.371 3.122 1.858 
2.675 2.662 3.474 3.312 2.396 1.936 1.992 1.000 1.000 2.602 1.000 2.638 3.611 3.188 2.914 2.807 1.979 1.965 1.000 1.000 2.353 1.000 
2.003 2.662 1.940 3.312 3.056 3.068 3.239 4.223 1.963 1.937 3.352 1.988 3.611 2.394 1.000 2.807 3.380 3.217 4.308 1.949 1.830 3.061 
3.465 3.484 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 3.261 1.963 2.602 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 1.949 2.353 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 2.510 3.239 1.000 2.607 3.394 2.670 3.317 3.611 2.394 2.914 3.868 2.643 3.217 1.000 2.590 3.122 2.383 
2.003 3.484 2.654 2.503 3.056 2.510 3.239 1.000 2.607 3.394 3.352 3.317 2.797 3.188 2.264 2.173 2.643 3.217 1.000 2.590 3.122 3.061 
3.465 3.484 1.940 1.863 1.888 1.936 3.239 1.941 3.339 1.937 3.352 3.317 3.611 1.852 2.914 2.807 1.979 3.217 1.970 3.371 1.830 3.061 
3.465 3.484 1.940 1.863 3.056 2.510 3.239 3.261 3.339 3.394 2.670 3.317 2.797 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 3.316 3.371 3.122 2.383 
1.000 1.969 1.940 2.503 1.888 2.510 2.566 2.587 3.339 1.937 2.000 1.988 2.037 2.394 2.264 3.868 2.643 2.558 2.619 3.371 1.830 1.858 
2.675 3.484 3.474 1.863 3.056 3.971 2.566 3.261 3.339 3.394 3.352 2.638 3.611 3.188 3.990 3.868 4.457 2.558 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.003 3.484 2.654 3.312 3.056 3.068 3.239 1.941 3.339 4.511 3.352 3.317 3.611 3.188 1.815 2.807 3.380 3.217 1.970 3.371 4.269 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 3.261 2.607 3.394 2.670 3.317 3.611 2.394 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 2.590 3.122 2.383 
3.465 3.484 3.474 2.503 2.396 1.936 1.992 1.941 1.963 3.394 2.670 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 1.979 1.965 1.970 1.949 3.122 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.936 1.992 1.941 2.607 2.602 2.670 2.638 2.037 1.852 1.815 1.759 1.979 1.965 1.970 2.590 2.353 2.383 
2.003 2.662 1.940 2.503 1.888 1.000 2.566 1.941 1.963 1.000 2.000 1.988 2.797 1.000 1.815 1.000 1.000 2.558 1.970 1.949 1.000 1.858 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 4.730 4.380 3.990 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 3.484 2.654 3.312 2.396 1.000 1.992 1.941 1.963 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 1.000 1.965 1.970 1.949 2.353 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 2.510 1.992 1.000 1.000 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 2.643 1.965 1.000 1.000 2.353 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 3.394 3.352 4.325 4.730 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 2.619 2.590 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 4.223 3.339 3.394 4.366 4.325 3.611 3.188 3.990 2.807 3.380 3.217 4.308 3.371 3.122 4.138 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 1.936 1.992 1.941 1.963 1.000 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 1.979 1.965 1.970 1.949 1.000 2.383 
3.465 3.484 4.571 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 4.366 3.317 3.611 3.188 2.914 3.868 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 2.566 2.587 2.607 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 3.868 3.380 2.558 2.619 2.590 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 1.936 2.566 1.941 2.607 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 1.979 2.558 1.970 2.590 2.353 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.000 1.000 1.941 1.963 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 1.000 1.000 1.970 1.949 2.353 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 4.396 3.394 3.352 4.325 3.611 3.188 2.914 3.868 3.380 3.217 3.316 4.524 3.122 3.061 
2.675 3.484 3.474 2.503 3.056 3.068 3.239 3.261 2.607 2.602 2.670 3.317 3.611 3.188 2.914 3.868 3.380 3.217 3.316 2.590 2.353 2.383 
2.675 2.662 1.000 1.863 1.888 2.510 2.566 4.223 1.963 3.394 3.352 1.988 2.797 1.852 1.815 1.759 2.643 2.558 4.308 1.949 3.122 3.061 
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3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 2.566 2.587 2.607 2.602 2.670 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 2.558 2.619 2.590 2.353 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.914 2.807 3.380 3.217 2.619 2.590 2.353 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.971 4.360 3.261 3.339 2.602 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 4.457 4.266 3.316 3.371 2.353 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 1.988 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 3.312 2.396 3.971 3.239 3.261 3.339 3.394 2.670 1.988 2.037 3.188 2.914 2.807 4.457 3.217 3.316 3.371 3.122 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.971 3.239 2.587 2.607 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 4.457 3.217 2.619 2.590 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.971 3.239 2.587 2.607 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 4.457 3.217 2.619 2.590 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 3.394 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 3.868 3.380 3.217 2.619 2.590 3.122 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.000 3.239 3.261 2.607 2.602 3.352 2.638 3.611 3.188 2.914 2.807 1.000 3.217 3.316 2.590 2.353 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.971 4.360 4.223 4.396 4.511 3.352 3.317 4.730 3.188 3.990 2.807 4.457 4.266 4.308 4.524 4.269 3.061 
2.003 2.662 3.474 3.312 3.056 2.510 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 4.416 3.056 3.971 3.239 3.261 3.339 3.394 4.366 3.317 2.797 3.188 2.264 2.173 4.457 3.217 3.316 3.371 3.122 4.138 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.936 2.566 1.941 1.963 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 1.979 2.558 1.970 1.949 2.353 2.383 
3.465 2.662 2.654 3.312 2.396 3.068 3.239 2.587 4.396 3.394 2.000 2.638 2.797 3.188 1.815 2.807 3.380 3.217 2.619 4.524 3.122 1.858 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 4.325 4.730 4.380 3.990 3.868 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.936 1.992 2.587 2.607 1.937 2.000 1.988 2.797 2.394 2.264 2.173 1.979 1.965 2.619 2.590 1.830 1.858 
2.675 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 1.992 1.941 2.607 2.602 2.000 1.988 3.611 1.852 1.815 1.759 1.979 1.965 1.970 2.590 2.353 1.858 
2.675 2.662 2.654 3.312 4.130 3.068 4.360 4.223 4.396 4.511 3.352 3.317 3.611 3.188 3.990 3.868 3.380 4.266 4.308 4.524 4.269 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.068 4.360 4.223 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 3.990 3.868 3.380 4.266 4.308 3.371 3.122 3.061 
3.465 4.660 4.571 4.416 3.056 3.068 3.239 4.223 4.396 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 4.308 4.524 3.122 3.061 
3.465 2.662 2.654 2.503 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 3.990 3.868 4.457 4.266 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 3.312 2.396 1.936 3.239 2.587 3.339 2.602 3.352 4.325 4.730 4.380 3.990 3.868 1.979 3.217 2.619 3.371 2.353 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 1.936 1.992 1.000 1.963 1.937 1.000 1.988 2.797 2.394 2.264 1.759 1.979 1.965 1.000 1.949 1.830 1.000 
3.465 3.484 2.654 3.312 1.888 1.936 2.566 1.941 2.607 3.394 2.000 2.638 2.037 1.852 1.815 1.759 1.979 2.558 1.970 2.590 3.122 1.858 
4.660 2.662 2.654 3.312 2.396 2.510 1.992 3.261 1.963 2.602 2.000 1.988 3.611 1.000 3.990 1.000 2.643 1.965 3.316 1.949 2.353 1.858 
3.465 4.660 3.474 4.416 3.056 1.936 4.360 3.261 3.339 4.511 2.670 2.638 3.611 3.188 2.914 2.807 1.979 4.266 3.316 3.371 4.269 2.383 
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4.660 1.000 4.571 1.000 1.888 3.971 1.000 1.000 3.339 2.602 1.000 2.638 4.730 4.380 1.000 1.759 4.457 1.000 1.000 3.371 2.353 1.000 
2.675 1.000 1.940 1.000 4.130 1.000 1.000 1.941 1.963 1.000 3.352 3.317 4.730 1.852 2.264 1.000 1.000 1.000 1.970 1.949 1.000 3.061 
2.003 1.000 2.654 4.416 1.000 3.971 2.566 3.261 1.000 2.602 4.366 4.325 2.797 1.000 3.990 2.807 4.457 2.558 3.316 1.000 2.353 4.138 
4.660 1.000 2.654 1.000 3.056 1.000 3.239 1.000 2.607 4.511 2.000 1.988 4.730 3.188 1.000 1.000 1.000 3.217 1.000 2.590 4.269 1.858 
2.003 2.662 1.000 4.416 1.000 1.936 4.360 1.000 1.963 1.937 3.352 1.000 4.730 4.380 1.000 2.173 1.979 4.266 1.000 1.949 1.830 3.061 
2.675 1.000 3.474 4.416 1.000 1.000 4.360 1.000 2.607 1.000 4.366 2.638 4.730 3.188 1.000 1.759 1.000 4.266 1.000 2.590 1.000 4.138 
3.465 1.000 2.654 1.863 4.130 1.000 3.239 1.000 2.607 2.602 3.352 1.000 2.037 3.188 1.000 2.173 1.000 3.217 1.000 2.590 2.353 3.061 
2.675 1.969 1.940 1.863 1.888 3.068 3.239 1.941 2.607 2.602 2.000 2.638 2.797 1.852 2.264 1.759 3.380 3.217 1.970 2.590 2.353 1.858 
2.675 4.660 1.000 4.416 1.000 1.000 1.000 1.941 4.396 2.602 2.000 1.988 1.000 4.380 2.914 2.173 1.000 1.000 1.970 4.524 2.353 1.858 
4.660 1.000 1.940 3.312 2.396 1.000 1.992 4.223 2.607 4.511 2.000 3.317 2.797 2.394 1.000 2.173 4.457 1.965 3.316 2.590 2.353 1.000 
4.660 1.000 1.940 4.416 1.000 1.936 2.566 1.000 4.396 3.394 2.000 2.638 2.037 2.394 3.990 1.000 3.380 1.965 2.619 1.949 2.353 4.138 
3.465 4.660 4.571 3.312 3.056 2.510 3.239 4.223 3.339 2.602 4.366 4.325 4.730 3.188 2.914 2.173 2.643 4.266 4.308 4.524 3.122 3.061 
3.465 2.662 3.474 4.416 3.056 2.510 3.239 4.223 4.396 3.394 2.670 3.317 4.730 3.188 2.914 3.868 3.380 2.558 3.316 4.524 3.122 3.061 
3.465 2.662 3.474 2.503 4.130 1.936 3.239 3.261 2.607 2.602 4.366 3.317 4.730 3.188 2.914 3.868 2.643 4.266 3.316 4.524 3.122 3.061 
3.465 3.484 1.940 4.416 2.396 2.510 4.360 2.587 4.396 3.394 2.670 4.325 3.611 4.380 3.990 2.807 3.380 2.558 4.308 3.371 4.269 4.138 
2.675 2.662 1.940 2.503 1.888 2.510 2.566 3.261 1.963 2.602 2.000 1.988 2.797 1.852 1.815 2.173 2.643 1.965 1.970 2.590 1.830 1.858 
1.000 2.662 4.571 2.503 1.000 2.510 1.992 4.223 1.000 1.937 1.000 4.325 1.000 2.394 3.990 1.000 1.979 1.000 4.308 1.000 2.353 4.138 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.000 2.566 1.000 1.963 1.937 2.000 1.988 2.797 2.394 2.264 2.173 1.979 1.965 1.970 2.590 2.353 2.383 
2.003 1.969 2.654 1.863 1.888 1.936 3.239 2.587 1.963 3.394 2.000 1.988 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 2.590 3.122 3.061 
2.003 1.969 2.654 1.863 1.888 1.936 3.239 2.587 1.963 3.394 2.000 1.988 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 2.590 3.122 3.061 
2.003 1.969 2.654 1.863 1.888 1.936 3.239 2.587 1.963 3.394 2.000 1.988 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 2.590 3.122 3.061 
2.003 1.969 2.654 1.863 1.888 1.936 3.239 2.587 1.963 3.394 2.000 1.988 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 2.590 3.122 3.061 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 3.239 2.587 1.963 3.394 2.000 1.988 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 2.590 3.122 3.061 
2.003 1.969 2.654 1.863 1.888 1.936 3.239 2.587 1.963 3.394 2.000 1.988 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 2.590 3.122 3.061 
2.003 1.969 2.654 1.863 1.888 1.936 3.239 2.587 1.963 3.394 2.000 1.988 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 2.590 3.122 3.061 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 3.239 2.587 1.963 3.394 2.000 1.988 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 2.590 3.122 3.061 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 3.239 2.587 1.963 3.394 2.000 1.988 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 2.590 3.122 3.061 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 3.239 2.587 1.963 3.394 2.000 1.988 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 1.970 2.590 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 2.503 3.056 3.971 4.360 1.000 1.000 4.511 3.352 1.000 3.611 3.188 2.914 3.868 4.457 3.217 1.000 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 2.503 3.056 3.971 4.360 1.000 1.000 4.511 3.352 1.000 3.611 3.188 2.914 3.868 4.457 3.217 1.000 3.371 3.122 3.061 
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3.465 3.484 3.474 2.503 3.056 3.971 4.360 1.000 1.000 4.511 3.352 1.000 3.611 3.188 2.914 3.868 4.457 3.217 1.000 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 2.503 3.056 3.971 4.360 1.000 1.000 4.511 3.352 1.000 3.611 3.188 2.914 3.868 4.457 3.217 1.000 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 2.654 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 1.963 2.602 3.352 2.638 3.611 3.188 2.914 3.868 2.643 3.217 2.619 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 2.654 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 1.963 2.602 3.352 2.638 3.611 3.188 2.914 3.868 2.643 3.217 2.619 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 2.654 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 1.963 2.602 3.352 2.638 3.611 3.188 2.914 3.868 2.643 3.217 2.619 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 3.239 1.000 1.000 4.511 3.352 1.000 2.037 3.188 2.914 3.868 4.457 3.217 1.000 1.949 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 3.239 1.000 1.000 4.511 3.352 1.000 2.037 3.188 2.914 3.868 4.457 3.217 1.000 1.949 3.122 3.061 
3.465 3.484 2.654 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 1.963 2.602 3.352 2.638 3.611 2.394 3.990 3.868 2.643 3.217 2.619 3.371 2.353 4.138 
3.465 3.484 2.654 3.312 4.130 3.068 4.360 3.261 2.607 4.511 2.670 4.325 3.611 3.188 2.914 3.868 4.457 2.558 4.308 3.371 3.122 3.061 
2.003 1.969 2.654 3.312 3.056 2.510 3.239 2.587 2.607 1.937 1.000 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 1.979 1.000 2.619 2.590 3.122 3.061 
2.003 1.969 2.654 3.312 3.056 2.510 3.239 2.587 2.607 1.937 1.000 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 1.979 1.000 2.619 2.590 3.122 3.061 
2.003 2.662 2.654 1.863 1.000 1.000 3.239 4.223 1.963 1.937 2.000 1.988 4.730 2.394 1.815 2.173 1.979 1.965 1.970 4.524 2.353 1.858 
3.465 3.484 2.654 3.312 4.130 3.068 4.360 3.261 2.607 4.511 2.670 4.325 3.611 3.188 2.914 3.868 4.457 2.558 4.308 3.371 3.122 3.061 
2.003 1.969 1.940 1.863 3.056 1.936 4.360 1.000 3.339 2.602 1.000 2.638 3.611 1.852 1.815 2.173 2.643 1.000 2.619 3.371 1.830 1.858 
2.003 3.484 3.474 2.503 3.056 2.510 1.992 2.587 1.963 2.602 2.000 3.317 3.611 4.380 3.990 3.868 2.643 1.965 3.316 3.371 4.269 4.138 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 3.971 1.000 1.941 2.607 3.394 4.366 1.000 2.037 4.380 1.000 2.807 3.380 4.266 1.000 1.949 4.269 1.000 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.000 1.000 2.587 4.396 1.937 3.352 1.000 4.730 1.000 1.815 1.000 1.979 3.217 1.000 4.524 1.000 1.858 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.759 1.979 1.965 1.970 1.949 1.830 1.858 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.936 1.000 1.941 1.963 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.815 1.759 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.858 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.888 1.936 1.000 1.941 1.963 1.937 1.000 1.000 1.000 1.000 1.815 1.759 1.979 1.000 1.000 1.000 1.000 1.858 
1.000 1.000 1.000 1.863 1.888 1.936 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.000 2.037 1.000 1.815 1.759 1.979 1.965 1.000 1.949 1.000 1.858 
1.000 1.000 1.000 1.863 1.888 1.936 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.000 2.037 1.000 1.815 1.759 1.979 1.965 1.000 1.949 1.000 1.858 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 1.992 1.941 1.000 1.937 1.000 1.988 2.037 1.852 1.000 1.000 1.979 1.000 1.970 1.949 1.830 1.000 
2.003 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.000 1.941 1.963 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.815 1.759 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.858 
1.000 1.969 1.000 1.863 1.888 1.000 1.000 1.000 1.963 1.000 2.000 1.000 2.037 1.852 1.815 1.000 1.000 1.965 1.000 1.949 1.830 1.858 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 1.000 1.000 1.979 1.965 1.970 1.949 1.830 1.000 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 1.000 1.000 1.979 1.965 1.970 1.949 1.830 1.000 
1.000 1.000 1.000 1.863 1.888 1.936 1.000 1.941 1.963 1.000 1.000 1.000 2.037 1.852 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.949 1.830 1.000 
2.003 1.969 1.940 1.863 3.056 3.971 1.000 2.587 1.963 3.394 2.670 1.000 3.611 1.000 2.264 1.000 3.380 2.558 1.000 3.371 1.000 2.383 
1.000 1.000 1.000 1.863 1.888 1.936 1.000 1.941 1.963 1.000 1.000 1.000 2.037 1.852 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.949 1.830 1.000 
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2.003 1.969 3.474 3.312 3.056 1.936 4.360 1.941 1.000 3.394 3.352 2.638 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 2.619 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 2.510 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.003 4.660 2.654 2.503 2.396 3.971 4.360 2.587 1.000 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 2.643 2.558 2.619 2.590 2.353 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.971 4.360 2.587 1.000 3.394 2.670 3.317 3.611 2.394 2.914 2.807 3.380 2.558 3.316 3.371 2.353 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 1.936 1.992 1.941 2.607 1.937 2.000 1.988 2.797 2.394 1.000 2.173 1.979 1.965 1.970 2.590 2.353 1.000 
3.465 3.484 2.654 3.312 3.056 3.068 2.566 1.000 2.607 2.602 2.670 3.317 3.611 3.188 3.990 3.868 2.643 2.558 3.316 3.371 3.122 4.138 
3.465 1.969 3.474 2.503 3.056 3.068 2.566 2.587 2.607 3.394 2.000 3.317 2.797 3.188 2.914 2.807 3.380 1.965 3.316 2.590 3.122 3.061 
3.465 3.484 4.571 4.416 4.130 3.971 3.239 4.223 4.396 4.511 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 3.868 4.457 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.936 1.992 2.587 2.607 1.937 2.000 1.988 2.797 2.394 1.000 1.000 1.979 1.965 1.970 2.590 2.353 1.000 
2.003 1.000 1.940 1.000 1.888 1.000 1.992 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.037 1.000 1.000 1.759 1.000 1.000 1.000 1.949 1.000 1.000 
3.465 1.969 3.474 3.312 3.056 3.068 4.360 4.223 3.339 3.394 4.366 4.325 3.611 3.188 2.264 2.173 3.380 4.266 4.308 3.371 3.122 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 1.888 1.936 1.992 1.000 1.000 2.602 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 1.969 3.474 3.312 3.056 3.068 4.360 4.223 3.339 3.394 4.366 4.325 3.611 3.188 2.264 2.173 3.380 4.266 4.308 3.371 3.122 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 2.510 3.239 1.000 1.000 3.394 2.670 2.638 4.730 1.852 3.990 3.868 3.380 2.558 2.619 4.524 1.830 4.138 
2.003 3.484 3.474 1.863 2.396 1.936 1.992 1.000 1.000 2.602 2.670 3.317 3.611 2.394 2.914 2.807 2.643 2.558 3.316 3.371 2.353 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 2.510 1.992 1.941 2.607 1.937 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 1.979 2.558 2.619 2.590 2.353 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 1.936 1.992 1.941 1.000 2.602 2.000 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 2.643 1.965 2.619 2.590 2.353 2.383 
2.675 3.484 3.474 2.503 3.056 1.936 1.992 2.587 2.607 2.602 2.670 2.638 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 2.558 2.619 3.371 3.122 3.061 
3.465 2.662 1.940 3.312 2.396 1.936 4.360 2.587 1.000 2.602 2.000 3.317 2.037 1.852 1.815 1.000 2.643 1.965 3.316 1.949 1.830 1.858 
2.003 3.484 1.940 1.863 1.888 2.510 1.992 1.941 1.000 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 3.990 3.868 1.979 1.965 1.970 1.949 1.830 4.138 
2.003 3.484 1.940 1.863 1.888 2.510 1.992 1.941 1.000 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 3.990 3.868 1.979 1.965 1.970 1.949 1.830 4.138 
2.003 1.969 2.654 2.503 2.396 2.510 3.239 3.261 1.963 2.602 2.000 2.638 2.037 3.188 2.264 2.173 2.643 1.965 2.619 1.949 3.122 2.383 
2.003 2.662 3.474 3.312 2.396 2.510 3.239 3.261 2.607 3.394 2.670 4.325 3.611 3.188 2.264 2.807 3.380 2.558 4.308 3.371 3.122 2.383 
2.675 2.662 1.940 3.312 1.888 1.936 3.239 1.941 2.607 2.602 2.000 1.988 3.611 1.852 1.815 2.173 2.643 1.965 1.970 3.371 1.830 1.858 
3.465 2.662 3.474 1.863 1.888 2.510 2.566 2.587 2.607 2.602 3.352 3.317 2.797 3.188 2.914 2.173 2.643 3.217 3.316 2.590 3.122 3.061 
2.675 1.969 1.940 3.312 3.056 2.510 3.239 3.261 1.963 1.937 2.000 3.317 3.611 4.380 2.264 2.807 1.979 1.965 3.316 3.371 4.269 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 3.068 3.239 2.587 1.963 3.394 2.670 3.317 4.730 3.188 3.990 3.868 3.380 2.558 3.316 4.524 3.122 4.138 
3.465 1.969 2.654 2.503 1.000 1.936 1.000 1.941 1.000 1.937 1.000 1.988 1.000 1.852 2.914 2.173 1.979 1.000 1.970 1.000 1.830 3.061 
2.003 1.969 3.474 1.863 1.888 2.510 1.992 1.941 2.607 3.394 4.366 2.638 3.611 3.188 1.815 1.759 3.380 4.266 2.619 3.371 3.122 1.858 
1.000 1.969 1.940 1.000 1.000 1.936 1.992 1.941 1.000 1.937 2.000 1.000 3.611 1.000 1.815 2.173 1.979 1.965 1.000 3.371 1.000 1.858 
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1.000 1.000 2.654 2.503 1.888 1.936 1.992 2.587 1.000 1.000 2.670 1.988 3.611 1.000 1.815 1.759 1.000 2.558 1.970 3.371 1.000 1.858 
2.003 2.662 3.474 4.416 1.000 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.988 2.037 2.394 2.914 3.868 1.979 1.965 1.970 1.949 2.353 3.061 
2.003 1.969 1.940 1.863 2.396 1.936 2.566 2.587 3.339 3.394 2.000 1.988 2.037 1.852 1.000 1.759 3.380 1.965 1.970 1.949 1.830 1.000 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.936 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.988 3.611 3.188 2.914 2.807 1.979 1.965 1.970 3.371 3.122 3.061 
1.000 1.969 2.654 2.503 1.000 1.000 1.000 1.941 3.339 2.602 2.000 1.988 4.730 1.000 1.815 1.000 2.643 1.965 1.970 4.524 1.000 1.858 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.936 3.239 2.587 1.963 2.602 2.670 1.988 2.037 2.394 1.000 1.000 2.643 2.558 1.970 1.949 2.353 1.000 
1.000 1.969 1.000 2.503 1.888 2.510 2.566 1.941 1.963 2.602 1.000 1.988 1.000 2.394 1.000 2.173 2.643 1.000 1.970 1.000 2.353 1.000 
3.465 2.662 3.474 3.312 1.000 2.510 1.000 1.941 4.396 2.602 2.000 3.317 2.797 3.188 2.264 1.000 2.643 1.965 3.316 2.590 3.122 2.383 
2.003 3.484 1.000 2.503 1.888 1.936 3.239 1.000 1.963 2.602 2.670 1.988 3.611 1.000 1.000 1.000 2.643 2.558 1.970 3.371 1.000 1.000 
2.003 2.662 2.654 2.503 1.888 1.000 2.566 3.261 4.396 2.602 2.670 1.988 3.611 3.188 1.815 1.759 2.643 2.558 1.970 3.371 3.122 1.858 
2.003 1.000 1.940 1.000 1.000 1.936 1.000 1.941 1.000 1.937 1.000 1.988 2.037 2.394 1.000 1.759 1.979 1.000 1.970 1.949 2.353 1.000 
2.675 2.662 2.654 2.503 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 2.602 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 2.643 2.558 2.619 2.590 2.353 2.383 
1.000 1.969 2.654 1.863 1.888 1.000 2.566 2.587 2.607 2.602 3.352 4.325 4.730 2.394 2.264 1.000 2.643 3.217 4.308 4.524 2.353 2.383 
3.465 3.484 3.474 2.503 3.056 1.936 1.992 2.587 2.607 2.602 2.670 2.638 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 2.558 2.619 3.371 3.122 3.061 
2.003 1.969 1.940 1.863 1.888 1.000 1.000 1.000 1.963 1.937 1.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.000 1.979 1.000 1.970 1.949 1.830 1.858 
2.675 1.969 1.940 2.503 2.396 2.510 3.239 2.587 3.339 2.602 2.000 1.988 2.037 1.852 2.914 2.807 2.643 1.965 1.970 1.949 1.830 3.061 
1.000 3.484 1.940 4.416 2.396 2.510 4.360 2.587 3.339 1.937 2.670 1.000 2.797 1.852 2.914 2.807 1.979 2.558 1.000 2.590 1.830 3.061 
1.000 1.969 1.940 1.863 1.888 1.936 1.992 1.941 1.000 1.000 1.000 1.000 2.037 1.852 1.815 1.000 1.000 1.000 1.000 1.949 1.830 1.858 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.888 1.000 3.239 3.261 1.963 1.000 1.000 2.638 3.611 2.394 3.990 2.173 1.000 1.000 2.619 3.371 2.353 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 2.510 3.239 3.261 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.380 3.990 3.868 1.000 1.000 1.000 1.000 4.269 4.138 
1.000 1.969 1.940 1.863 1.000 1.000 1.000 1.941 1.000 1.937 2.000 1.000 2.037 1.852 1.000 1.000 1.979 1.965 1.000 1.949 1.830 1.000 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.000 1.000 2.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.000 1.000 1.965 1.970 1.949 1.830 1.858 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 2.607 3.394 2.670 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 2.558 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 2.503 3.056 1.936 1.992 2.587 2.607 2.602 2.670 2.638 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 2.558 2.619 3.371 3.122 3.061 
1.000 3.484 1.940 2.503 4.130 1.000 1.992 2.587 1.963 3.394 2.000 1.000 2.797 4.380 3.990 2.807 3.380 1.965 1.000 2.590 4.269 4.138 
2.003 1.969 3.474 3.312 3.056 2.510 2.566 3.261 3.339 2.602 3.352 3.317 3.611 2.394 2.264 2.807 2.643 3.217 3.316 3.371 2.353 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 2.510 3.239 4.223 3.339 3.394 3.352 3.317 4.730 4.380 3.990 2.807 3.380 3.217 3.316 4.524 4.269 4.138 
2.003 1.000 1.940 1.863 1.000 1.936 1.992 1.000 1.963 1.000 2.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.759 1.000 1.965 1.970 1.949 1.830 1.858 
1.000 1.969 1.940 1.863 1.888 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 1.000 1.000 2.037 1.000 1.000 1.000 1.979 1.000 1.000 1.949 1.000 1.000 
1.000 1.969 1.940 1.863 1.000 1.000 1.992 1.000 1.000 1.000 2.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.759 1.000 1.965 1.970 1.949 1.830 1.858 
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2.003 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.992 1.000 1.963 1.000 1.000 1.000 2.037 1.852 1.000 1.759 1.000 1.000 1.000 1.949 1.830 1.000 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.979 1.965 1.000 1.000 1.000 1.000 
3.465 2.662 2.654 1.000 4.130 3.971 3.239 1.000 2.607 3.394 2.000 1.988 2.797 1.852 2.264 1.000 3.380 1.965 1.970 2.590 1.830 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 4.511 4.366 3.317 3.611 4.380 3.990 3.868 4.457 4.266 3.316 3.371 4.269 4.138 
1.000 1.000 1.000 1.000 2.396 2.510 3.239 4.223 4.396 4.511 4.366 4.325 4.730 4.380 3.990 3.868 4.457 4.266 4.308 4.524 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 4.360 4.223 3.339 1.000 3.352 1.000 1.000 3.188 3.990 3.868 1.000 3.217 1.000 1.000 3.122 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 4.223 4.396 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 4.223 4.396 1.000 4.366 1.000 1.000 4.380 3.990 3.868 1.000 4.266 1.000 1.000 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 3.239 3.261 1.963 3.394 2.000 1.988 3.611 3.188 3.990 3.868 3.380 1.965 1.970 3.371 3.122 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 2.602 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 2.619 2.590 3.122 3.061 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 4.223 3.339 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 3.352 1.988 2.037 3.188 2.914 2.807 1.979 3.217 1.970 1.949 3.122 3.061 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 3.352 1.988 2.037 3.188 3.990 3.868 1.979 3.217 1.970 1.949 3.122 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.000 4.366 1.000 1.000 4.380 3.990 3.868 1.000 4.266 1.000 1.000 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 3.352 1.988 2.037 3.188 3.990 3.868 1.979 3.217 1.970 1.949 3.122 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 1.937 3.352 1.988 2.037 3.188 2.914 2.807 1.979 3.217 1.970 1.949 3.122 3.061 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 4.223 4.396 1.000 4.366 1.000 1.000 4.380 3.990 3.868 1.000 4.266 1.000 1.000 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 3.352 1.988 2.037 3.188 3.990 3.868 1.979 3.217 1.970 1.949 3.122 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 4.223 4.396 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 2.510 3.239 4.223 3.339 3.394 3.352 3.317 4.730 4.380 3.990 2.807 3.380 3.217 3.316 4.524 4.269 4.138 
2.003 1.000 1.940 1.863 1.000 1.936 1.992 1.000 1.963 1.000 2.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.759 1.000 1.965 1.970 1.949 1.830 1.858 
1.000 1.969 1.940 1.863 1.888 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 1.000 1.000 2.037 1.000 1.000 1.000 1.979 1.000 1.000 1.949 1.000 1.000 
1.000 1.969 1.940 1.863 1.000 1.000 1.992 1.000 1.000 1.000 2.000 1.988 2.037 1.852 1.815 1.759 1.000 1.965 1.970 1.949 1.830 1.858 
2.003 1.969 1.940 1.000 1.000 1.000 1.992 1.000 1.963 1.000 1.000 1.000 2.037 1.852 1.000 1.759 1.000 1.000 1.000 1.949 1.830 1.000 
2.003 1.969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.979 1.965 1.000 1.000 1.000 1.000 
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3.465 2.662 2.654 1.000 4.130 3.971 3.239 1.000 2.607 3.394 2.000 1.988 2.797 1.852 2.264 1.000 3.380 1.965 1.970 2.590 1.830 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 4.511 4.366 3.317 3.611 4.380 3.990 3.868 4.457 4.266 3.316 3.371 4.269 4.138 
1.000 1.000 1.000 1.000 2.396 2.510 3.239 4.223 4.396 4.511 4.366 4.325 4.730 4.380 3.990 3.868 4.457 4.266 4.308 4.524 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 2.587 2.607 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 3.394 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 3.380 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 4.360 4.223 3.339 1.000 3.352 1.000 1.000 3.188 3.990 3.868 1.000 3.217 1.000 1.000 3.122 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 4.223 4.396 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 4.223 4.396 1.000 4.366 1.000 1.000 4.380 3.990 3.868 1.000 4.266 1.000 1.000 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 3.239 3.261 1.963 3.394 2.000 1.988 3.611 3.188 3.990 3.868 3.380 1.965 1.970 3.371 3.122 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 3.056 3.068 3.239 3.261 3.339 2.602 3.352 2.638 2.797 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 2.619 2.590 3.122 3.061 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 4.223 3.339 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 3.352 1.988 2.037 3.188 2.914 2.807 1.979 3.217 1.970 1.949 3.122 3.061 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 4.366 1.988 2.037 4.380 3.990 3.868 1.979 4.266 1.970 1.949 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 3.352 1.988 2.037 3.188 3.990 3.868 1.979 3.217 1.970 1.949 3.122 4.138 
4.660 4.660 4.571 4.416 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.000 4.366 1.000 1.000 4.380 3.990 3.868 1.000 4.266 1.000 1.000 4.269 4.138 
3.465 3.484 3.474 3.312 4.130 3.971 4.360 3.261 3.339 1.937 3.352 1.988 2.037 3.188 3.990 3.868 1.979 3.217 1.970 1.949 3.122 4.138 
3.465 3.484 4.571 4.416 4.130 3.971 3.239 4.223 4.396 4.511 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 3.868 4.457 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 1.936 1.992 2.587 2.607 1.937 2.000 1.988 2.797 2.394 1.000 1.000 1.979 1.965 1.970 2.590 2.353 1.000 
2.003 1.000 1.940 1.000 1.888 1.000 1.992 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.037 1.000 1.000 1.759 1.000 1.000 1.000 1.949 1.000 1.000 
3.465 1.969 3.474 3.312 3.056 3.068 4.360 4.223 3.339 3.394 4.366 4.325 3.611 3.188 2.264 2.173 3.380 4.266 4.308 3.371 3.122 2.383 
3.465 3.484 3.474 3.312 1.888 1.936 1.992 1.000 1.000 2.602 3.352 3.317 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 3.217 3.316 3.371 3.122 3.061 
3.465 1.969 3.474 3.312 3.056 3.068 4.360 4.223 3.339 3.394 4.366 4.325 3.611 3.188 2.264 2.173 3.380 4.266 4.308 3.371 3.122 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 2.510 3.239 1.000 1.000 3.394 2.670 2.638 4.730 1.852 3.990 3.868 3.380 2.558 2.619 4.524 1.830 4.138 
2.003 3.484 3.474 1.863 2.396 1.936 1.992 1.000 1.000 2.602 2.670 3.317 3.611 2.394 2.914 2.807 2.643 2.558 3.316 3.371 2.353 3.061 
2.675 2.662 2.654 2.503 2.396 2.510 1.992 1.941 2.607 1.937 2.670 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 1.979 2.558 2.619 2.590 2.353 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 1.936 1.992 1.941 1.000 2.602 2.000 2.638 2.797 2.394 2.264 2.173 2.643 1.965 2.619 2.590 2.353 2.383 
2.675 3.484 3.474 2.503 3.056 1.936 1.992 2.587 2.607 2.602 2.670 2.638 3.611 3.188 2.914 2.807 2.643 2.558 2.619 3.371 3.122 3.061 
3.465 2.662 1.940 3.312 2.396 1.936 4.360 2.587 1.000 2.602 2.000 3.317 2.037 1.852 1.815 1.000 2.643 1.965 3.316 1.949 1.830 1.858 
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2.003 3.484 1.940 1.863 1.888 2.510 1.992 1.941 1.000 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 3.990 3.868 1.979 1.965 1.970 1.949 1.830 4.138 
2.003 3.484 1.940 1.863 1.888 2.510 1.992 1.941 1.000 1.937 2.000 1.988 2.037 1.852 3.990 3.868 1.979 1.965 1.970 1.949 1.830 4.138 
2.003 1.969 2.654 2.503 2.396 2.510 3.239 3.261 1.963 2.602 2.000 2.638 2.037 3.188 2.264 2.173 2.643 1.965 2.619 1.949 3.122 2.383 
2.003 2.662 3.474 3.312 2.396 2.510 3.239 3.261 2.607 3.394 2.670 4.325 3.611 3.188 2.264 2.807 3.380 2.558 4.308 3.371 3.122 2.383 
2.675 2.662 1.940 3.312 1.888 1.936 3.239 1.941 2.607 2.602 2.000 1.988 3.611 1.852 1.815 2.173 2.643 1.965 1.970 3.371 1.830 1.858 
3.465 2.662 3.474 1.863 1.888 2.510 2.566 2.587 2.607 2.602 3.352 3.317 2.797 3.188 2.914 2.173 2.643 3.217 3.316 2.590 3.122 3.061 
2.675 1.969 1.940 3.312 3.056 2.510 3.239 3.261 1.963 1.937 2.000 3.317 3.611 4.380 2.264 2.807 1.979 1.965 3.316 3.371 4.269 2.383 
2.675 2.662 2.654 2.503 1.888 3.068 3.239 2.587 1.963 3.394 2.670 3.317 4.730 3.188 3.990 3.868 3.380 2.558 3.316 4.524 3.122 4.138 
3.465 1.969 2.654 2.503 1.000 1.936 1.000 1.941 1.000 1.937 1.000 1.988 1.000 1.852 2.914 2.173 1.979 1.000 1.970 1.000 1.830 3.061 
2.003 1.969 3.474 1.863 1.888 2.510 1.992 1.941 2.607 3.394 4.366 2.638 3.611 3.188 1.815 1.759 3.380 4.266 2.619 3.371 3.122 1.858 
1.000 1.969 1.940 1.000 1.000 1.936 1.992 1.941 1.000 1.937 2.000 1.000 3.611 1.000 1.815 2.173 1.979 1.965 1.000 3.371 1.000 1.858 
1.000 1.000 2.654 2.503 1.888 1.936 1.992 2.587 1.000 1.000 2.670 1.988 3.611 1.000 1.815 1.759 1.000 2.558 1.970 3.371 1.000 1.858 
2.003 2.662 3.474 4.416 1.000 1.000 1.992 1.941 1.963 1.937 2.000 1.988 2.037 2.394 2.914 3.868 1.979 1.965 1.970 1.949 2.353 3.061 
2.003 1.969 1.940 1.863 2.396 1.936 2.566 2.587 3.339 3.394 2.000 1.988 2.037 1.852 1.000 1.759 3.380 1.965 1.970 1.949 1.830 1.000 
1.000 1.000 2.654 2.503 1.888 1.936 1.992 2.587 1.000 1.000 2.670 1.988 3.611 1.000 1.815 1.759 1.000 2.558 1.970 3.371 1.000 1.858 
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Lampiran Tabel 5. 
 
Uji Validitas Instrumen Penelitian 
 
  Pertanyaan 
Pertanyaan1 Pearson Correlation .332* 
 Sig. (2-tailed) .036 
 N 40 
Pertanyaan2 Pearson Correlation .360* 
 Sig. (2-tailed) .022 
 N 40 
Pertanyaan3 Pearson Correlation .371* 
 Sig. (2-tailed) .291 
 N 40 
Pertanyaan4 Pearson Correlation .321* 
 Sig. (2-tailed) .044 
 N 40 
Pertanyaan5 Pearson Correlation .371* 
 Sig. (2-tailed) .018 
 N 40 
Pertanyaan6 Pearson Correlation .373* 
 Sig. (2-tailed) .004 
 N 40 
Pertanyaan7 Pearson Correlation .451 
 Sig. (2-tailed) .393* 
 N 40 
Pertanyaan8 Pearson Correlation .239* 
 Sig. (2-tailed) .061 
 N 40 
Pertanyaan9 Pearson Correlation .399* 
 Sig. (2-tailed) .030 
 N 40 
Pertanyaan10 Pearson Correlation .344* 
 Sig. (2-tailed) .075 
 N 40 
Pertanyaan11 Pearson Correlation .385* 
 Sig. (2-tailed) .075 
 N 40 
Pertanyaan12 Pearson Correlation .496** 
 Sig. (2-tailed) .001 
 N 40 
Pertanyaan13 Pearson Correlation .344* 
 Sig. (2-tailed) .108 
 N 40 
Pertanyaan14 Pearson Correlation .358* 
 Sig. (2-tailed) .375 
 N 40 
Pertanyaan15 Pearson Correlation .592** 
 Sig. (2-tailed) .108 
 N 40 
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  Pertanyaan 
Pertanyaan16 Pearson Correlation .987** 
 Sig. (2-tailed) .000 
 N 40 
Pertanyaan17 Pearson Correlation .386* 
 Sig. (2-tailed) .000 
 N 40 
Pertanyaan18 Pearson Correlation .490** 
 Sig. (2-tailed) .074 
 N 40 
Pertanyaan19 Pearson Correlation .276 
 Sig. (2-tailed) .001 
 N 40 
Pertanyaan20 Pearson Correlation .276 
 Sig. (2-tailed) .085 
 N 40 
Pertanyaan21 Pearson Correlation .595** 
 Sig. (2-tailed) .000 
 N 40 
Pertanyaan22 Pearson Correlation .357* 
 Sig. (2-tailed) .000 
 N 40 
     *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
    **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabel Lampiran 6. 
 
Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan1 52.81507 135.361 .377 .908 
Pertanyaan2 52.81422 133.265 .423 .908 
Pertanyaan 3 53.02600 133.115 .444 .907 
Pertanyaan 4 52.93387 134.342 .395 .908 
Pertanyaan 5 53.05865 129.689 .610 .903 
Pertanyaan 6 53.06195 128.462 .604 .903 
Pertanyaan 7 52.97845 134.908 .498 .906 
Pertanyaan 8 53.01987 134.408 .370 .909 
Pertanyaan 9 53.35167 133.655 .509 .906 
Pertanyaan 10 52.95052 134.304 .413 .908 
Pertanyaan 11 52.96620 130.135 .593 .904 
Pertanyaan 12 52.93840 129.844 .558 .905 
Pertanyaan 13 52.60670 136.103 .367 .908 
Pertanyaan 14 53.21205 130.867 .655 .903 
Pertanyaan 15 53.20412 126.602 .748 .900 
Pertanyaan 16 53.04010 128.255 .624 .903 
Pertanyaan 17 52.96505 129.854 .590 .904 
Pertanyaan 18 52.99547 130.446 .550 .905 
Pertanyaan 19 52.87320 136.256 .394 .908 
Pertanyaan 20 53.10547 130.894 .558 .905 
Pertanyaan 21 53.08865 124.865 .746 .900 
Pertanyaan 22 52.82817 125.702 .652 .902 
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Tabel Lampiran 7. 
 
Pengujian Asumsi Klasik 
 
(1) Uji Normalitas Data 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Statistic df Sig. 
Legnas_X1 .101 400 .069 
Aktor_X2 .069 400 .073 
Nilai2_X3 .090 400 .067 
Konteks_X4 .156 400 .066 
P_APBD .103 400 .065 
a. Lilliefors Significance Correction 
 






1 (Constant)   
Legnas_X1 .391 2.557 
Aktor_X2 .351 2.852 
Nilai2_X3 .519 1.928 
Konteks_X4 .480 2.082 
                                 a. Dependent Variable: P. APBD_Y 
 
(3) Uji Asumsi Heterokedastisitas 
 
Correlations 
  Legnas_X1 Aktor_X2 Nilai2_X3 Konteks_X4 P_APBD_Y 
Legnas_X1 Pearson Correlation 1 .746** .590** .655** .676** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 400 400 400 400 400 
Aktor_X2 Pearson Correlation .746** 1 .657** .659** .768** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 400 400 400 400 400 
Nilai2_X3 Pearson Correlation .590** .657** 1 .587** .894** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 400 400 400 400 400 
Konteks_X4 Pearson Correlation .655** .659** .587** 1 .715** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 400 400 400 400 400 
P_APBD_Y Pearson Correlation .676** .768** .894** .715** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 400 400 400 400 400 



































  Legnas_X1 Aktor_X2 Nilai2_X3 Konteks_X4 P_APBD_Y 
Legnas_X1 Pearson Correlation 1 .746** .590** .655** .676** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 400 400 400 400 400 
Aktor_X2 Pearson Correlation .746** 1 .657** .659** .768** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 400 400 400 400 400 
Nilai2_X3 Pearson Correlation .590** .657** 1 .587** .894** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 400 400 400 400 400 
Konteks_X4 Pearson Correlation .655** .659** .587** 1 .715** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 400 400 400 400 400 
P_APBD_Y Pearson Correlation .676** .768** .894** .715** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 400 400 400 400 400 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabel Lampiran 8. 
 
Analisa/Uji Regresi Linier Ganda 
Uji F dan t: Pengaruh Legislasi Nasional (X1), Aktor Pemeran Serta (X2), 




Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .936a .876 .875 1.456126 1.654 
a. Predictors: (Constant), Konteks_X4, Nilai2_X3, Legnas_X1, Aktor_X2 
b. Dependent Variable: P_APBD_Y 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5932.019 4 1483.005 699.431 .000a 
Residual 837.520 395 2.120   
Total 6769.538 399    
a. Predictors: (Constant), Konteks_X4, Nilai2_X3, Legnas_X1, Aktor_X2 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .068 .304  .223 .824   
Legnas_X1 .026 .036 .021 .726 .468 .391 2.557 
Aktor_X2 .235 .033 .213 7.134 .000 .351 2.852 
Nilai2_X3 .733 .029 .629 25.595 .000 .519 1.928 
Konteks_X4 .448 .060 .191 7.487 .000 .480 2.082 
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Tabel Lampiran 9. 
 
Analisa/Uji Regresi Linier Ganda (Uji t/Parsial) Pengaruh Sub-variabel  






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.169 .321  -.528 .598 
UU_X1.1 -.089 .117 -.021 -.759 .448 
Perpu_X1.2 .146 .117 .034 1.248 .213 
Perpres_X1.3 .117 .122 .027 .956 .340 
Permen_X1.4 .127 .120 .030 1.057 .291 
Gub/TAPD_X2.1 -.079 .127 -.018 -.622 .534 
DPRD_X2.2 .495 .117 .114 4.210 .000 
KP_X2.3 .155 .109 .036 1.420 .156 
Parpol_X2.4 .531 .102 .124 5.193 .000 
Masy_X2.5 .116 .102 .027 1.134 .258 
N_politk_X3.1 1.031 .100 .239 10.355 .000 
N_org_X3.2 .518 .109 .120 4.760 .000 
N_pribadi_X3.3 .664 .104 .154 6.388 .000 
N_keb_X3.4 .731 .096 .170 7.595 .000 
Ideologi_X3.5 .589 .119 .136 4.946 .000 
Bud-pol_X4.1 .596 .122 .137 4.904 .000 
Sos-eko_X4.1 .290 .124 .066 2.343 .020 
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1. Jenis Kelamin Informan 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
Laki-laki 6 100,00 
Perempuan 0 0,00 
Jumlah 6 100,00 
2. Tingkat Pendidikan Informan 
Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
Sarjana (S1) 3 50,00 
Magister (S2) 2 33,33 
Doktor (S3) 1 16,67 
Jumlah 6 100,00 
3. Pekerjaan Informan 
Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
PNS/TNI/Polri 1 16,67 
DPRD 2 33,33 
Dosen 1 16,67 
LSM 1 16,67 
Pengurus Partai Politik 1 16,67 
Jumlah 6 100,00 
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Tabel Lampiran 11. 
 
Pedoman Wawancara Mendalam 
 
1 Waktu Wawancara 
Hari/tanggal :  
Waktu mulai dan selesai :  
2 Identitas Informan 
Jenis kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
3 Fokus/tema pertanyaan 
Pertanyaan  Jawaban 
1. Pengaruh legislasi nasional 
(UU, Perpu, Perpres/Kepres, 
dan Permen/Kepmen) terhadap 
proses pembuatan Perda APBD 
Provinsi Jawa Timur 
:  
2. Pengaruh aktor pemeran 
(gubernur, TAPD, DPRD, 
aktivis parpol, dan masyarakat) 
serta terhadap proses pembuatan 
Perda APBD Provinsi Jawa 
Timur 
:  
3. Pengaruh nilai-nilai (nilai 
politik, organisasi, pribadi, 
kebijakan, dan ideologi) 
terhadap proses pembuatan 
Perda APBD Provinsi Jawa 
Timur 
:  
4. Pengaruh konteks/lingungan 
(kondisi budaya-politik dan 
sosial-ekonomi) terhadap proses 
pembuatan Perda APBD 
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Lampiran Tabel 12. 
  






Fokus/tema 1: Pengaruh legislasi nasional (UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan 
Permen/Kepmen) terhadap proses pembuatan Perda APBD 
Provinsi Jawa Timur 
1. Narasumber Isi wawancara informan 
kalangan pemerintah (Andi, 
Suhandoyo, dan Rofik) 
tentang pengaruh legislasi 
nasional terhadap 





Perda APBD Jatim 
2. Teori Pandangan normatif 
kesesuaian proses 
pembuatan Perda APBD 
Jatim dengan legislasi 
nasional (UU, Perpu, 
Perpres/Kepres, dan 
Permen/Kepmen) 
Teori dan praktek 
sudah/harus 
artikulatif/paralel 




(1) Narasumber/pengamat Isi wawancara informan 
non-pemerintah (Agus 
Miftahussurur, Mathur 
Khusairi, dan Norman Zein 
Nahdi) tentang pengaruh 
legislasi nasional terhadap 
pembuatan Perda APBD 
Jatim 






(2) Teori Pandangan kritis terkait 
kesesuaian proses 
pembuatan Perda APBD 
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Jalur Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Perda  
















































Faktor-faktor yang Mempengaruhi terhadap Proses Pembuatan Perda 






This research aims to explain and describe the influence of national 
legislation, values, actors, and context/environment variables (independent 
variable) to the process of making Local Regulation on Regional Government 
Budget (dependent variable) in East Java Provincial Government. This research 
method uses quantitative-qualitative methods and data analysis uses multiple 
linier regression model and deep understanding of subjective data. 
Based on this research data, the results of multiple regression F-test of these 
research variables, it is known that: F-count (821,263) > F-table (2,394) and probability 
value of Sig- (0,000) < α (0,05), which means the influence independent variable to the 
dependent variable is significant. Based on the results on t-test, the partial influence 
of independent variable to the dependent variable is also significant, except in 
sub-variable testing national legislation had no significant effect. 
This data findings—although in certain case the data shows opposite 
facts—generally parallel with qualitative data obtained from in-depth interviews 
with informants. Thus, it can be concluded the data of this research findings 
articulates with the conceptual-theoretical some scientists of public policy which 
says that the independent variable effect on the dependent variable that is 
described in this research. 
Keywords : actors, context/environment, Local Regulation, national legislation, 
Regional Government Budget, and values  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda 
tentang APBD (Perda APBD) di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat 
krusial untuk diidentifikasi. Dengan teridentifikasikannya, Pemerintah Daerah, 
DPRD-Komisi Legislasi dan kalangan terkait lain di Provinsi Jawa Timur, 
pertama, dapat mengetahui kisaran pandangan pelbagai kalangan terkait mengenai 
isu dan opini tentang seputar proses pembuatan Perda APBD. Kedua, bisa 































Executive Summary 2 
mengevaluasi secara deskriptif-eksplanatif terhadap proses dan hasil Perda APBD, 
yang mana bisa saja seperti halnya perda-perda lain tentang ekonomi di beberapa 
daerah lain, melahirkan proses dan hasil yang bertentangan dengan semangat 
filosofi pemberlakuan otonomi daerah. Identifikasi faktor-faktor tersebut dapat 
dikatakan menjadi suatu keharusan sebagai masukan dalam proses pembuatan 
Perda APBD pada periode berikutnya. Mengadaptasi pendapat Akmal Boedianto 
dan Budi Winarno faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembuatan 
Perda APBD sangat banyak dan beragam.1 
Proses pembuatan Perda APBD merupakan tahap kedua dari lima dalam 
proses pembuatan kebijakan publik, yakni, tahap perumusan kebijakan publik 
(public policy formulation). Pada tahap ini masalah yang masuk dibahas dan 
kemudian didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah terbaik. Dalam studi 
kebijakan publik, ketika proses pembuatan Perda APBD diletakkan sebagai 
variabel terikat (dependent variable)—bukan sebagai variabel bebas (independent 
variable)—pemaparan dan penjelasan yang dapat membantu mengurai proses 
pembuatannya bukan terfokus pada dampak yang diakibatkannya tetapi pada 
faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatannya.2 
Proses pembuatan Perda APBD dapat dilakukan pemerintah daerah karena 
pemerintahan pusat menetapkan kebijakan otonomi daerah yang secara efektif 
dilaksanakan 1 Januari 2001. Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah pusat 
memberikan kewenangan politik dan pemerintahan kepada daerah untuk mengatur 
 
1Akmal Boedianto, “Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang Partisipatif 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Disertasi Program  Doktor Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Brawijaya, 2008, h. 36-37; Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan 
Proses (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003), h. 123-142. 
2Winarno, ibid., h. 25; Joko Widodo, Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, 
Konsep dan Isue Stratejik Kontemporer Administrasi Publik (Surabaya: Program Magister Ilmu 
Administrasi-Program Pasca Sarjana Untag, 2003), h. 98-100. 































Executive Summary 3 
pemerintahan sendiri (self government) berdasarkan preferensi masyarakat sesuai 
dengan undang-undang dan mengelola pendanaan pemerintahan daerah dalam 
kerangka pelaksanaan pemerintahannya sendiri. Dengan demikian, artinya 
pembahasan dan praktik desentralisasi tidak dapat dilakukan secara parsial antara 
desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Hal ini karena penyelenggaraan 
pemerintah daerah yang desentralistik membutuhkan sejumlah transfer 
kewenangan formal untuk perencanaan, manajemen, dan peningkatan dan alokasi 
sumber daya serta pendanaan yang memadai.3 
Namun demikian, praktik desentralisasi politik dan administratif/fiskal 
yang dilakukan secara komprehensif tidak menjadi jaminan keberhasilan 
ketercapaian tujuan pemberlakuan desentralisasi. Pemberlakuan desentralisasi 
secara normatif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat—
melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan varian-variannya—tetapi sebaliknya 
dipelbagai daerah melahirkan pelbagai kebijakan yang bias kepentingan ekonomi 
daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang bertentangan 
dengan semangat otonomi daerah ini kemudian oleh pemerintah pusat dibatalkan. 
Menurut data penelitian Soekarwo, selama tahun 2003 pemerintah pusat 
membatalkan 7.000 Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Alasan 
pemerintah pusat membatalkan perda-perda tersebut karena dianggap 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memberatkan publik.4 
 
3Abdullah Zainie, “Dilema Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah,” dalam Syamsuddin Haris (ed.), Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Jakarta: LIPI 
Press, 2007), h. 265. Lihat juga, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 17 
dan 65; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 65. 
4Soekarwo, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good 
Financial Governance (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 1. 































Executive Summary 4 
Secara normatif-teoritis munculnya perda-perda tersebut di tingkat lokal—
baik yang kontroversial maupun yang tidak kontroversial—tidak terlepas dari 
pengaruh pelbagai faktor. Faktor-faktor tersebut, secara normatif-empiris dapat 
mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur. 
 
B. Signifikansi dan Fokus Penelitian 
Penelitian ini memaparkan secara empirik tentang pengaruh pelbagai 
faktor terhadap proses pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Timur. Penelitian ini signifikan dilakukan untuk mengetahui proses 
pembuatannya yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Penelitian Habib Adjie et 
al., memaparkan pemberlakukan otonomi daerah secara normatif dan empiris 
berdampak pada tidak efektifnya perda-perda di Jawa Timur di tingkat pelaksana 
dan implementasi di masyarakat.5 Nanda Pratama Sukoco pada penelitiannya 
mendeskripsikan peran Badan Legislasi DPRD Jawa Timur dalam perumusan 
Perda di DPRD sangat besar. Sebagai mitra pemerintah, peran Badan Legislasi 
DPRD secara umum berjalan baik, tetapi dalam pembahasan, pengubahan, 
penyempurnaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan perda perannya 
tidak berjalan dengan baik.6 Dewie Tri Wijayanti dalam penelitiannya fokus pada 
pembahasan kekuasaan organisasi yang belaku di Jawa Timur. Penelitian ini 
menemukan kekuasaan organisasi di pemerintah adalah birokratik sentralistik. 
Kekuasaan ini berakibat pada menajemen strategik tidak berhasil dan 
 
5Habib Adjie et al., Ketidakberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era 
Otonomi Daerah, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2012, h. 50-59. 
6Nanda Pratama Sukoco,“Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur,” Jejaring Administrasi Publik II, 
No. 8 (2012): 99-102. 
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kepeminpinan direktif tidak berfungsi.7 Kalpie Astragina fokus pada kajian 
prestasi akuntabilitas pemerintah Provinsi Jawa Timur, menemukan bahwa kinerja 
pemerintah sangat akuntabel.8 
Secara teoritis proses pembuatan perda dipengaruhi faktor: (1) legislasi 
nasional, (2) aktor pemeran serta, (3) nilai-nilai, dan (4) konteks/lingkungan. 
Legislasi nasional (national legislation) adalah peraturan perundang-undangan 
formil dan meteriil yang diundangkan oleh perlengkapan negara Indonesia, yakni 
presiden dan jajarannya, dan diundangkan sebagaimana mestinya. Peraturan 
perundang-undangan formil ialah setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk 
oleh pemerintah pusat yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan 
diundangkan sebagaimana mestinya. Sedangkan peraturan perundang-undangan 
materiil ialah setiap peraturan dan ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada 
umum. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan formil berbentuk undang-
undang, sedangkan materiil berbentuk, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan 
Menteri. Aktor pemeran serta (actors) adalah individu-individu atau kelompok-
kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Aktor-aktor ini 
ialah kepala daerah, Tim Anggaran dan DPRD-Komisi Legislasi, partai politik, 
kelompok penekan, dan masyarakat secara individual. 
Nilai-nilai (values) adalah konsep umum mengenai hal yang diinginkan, 
suatu kriteria untuk menentukan tindakan-tindakan mana yang harus diambil, dan 
dalam lingkup lebih spesifik, terwujud dalam seperangkat aturan yang 
 
7Dewie Tri Wijayanti, “Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan Jawa Timur: 
Sebuah Pendekatan “Fish Schale Multiscience”,” Jurnal Aplikasi Manajemen 7, No. 4, 2009. 
8Kalpie Astragina, Analisis Faktor-faktor dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, tersedia di http://www.unesa.ac.id (diakses pada 16 Nopember 2015). 
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menunjukkan bagaimana nilai-nilai akan diwujudkan. Nilai-nilai tersebut yang 
mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik ialah nilai-nilai politik, 
organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi. Konteks atau lingkungan (context or 
environment) ialah sistem politik (lingkungan) yang terdiri dari sub-sistem di 
dalamnya yang melatar belakangi atau menjadi tempat beroperasinya proses 
pembuatan kebijakan publik. Dalam sistem ini terdapat interaksi antarsub-sistem 
yang kemudian melahirkan sebuah kebijakan publik. Sub-sistem-sub-sistem 
tersebut yang terpenting memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan adalah 
budaya politik dan kondisi sosial-ekonomi. Peraturan Daerah (Perda) (local 
regulation) adalah alat aturan sah pemerintah daerah (Provinsi dan 
Kabupaten/Kota) dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal. 
Sedangkan APBD (regional government budget) adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Perda.9 
Berdasarkan deskripsi data empirik dan teoritis tersebut, hipotesis 
penelitian ini sebagai berikut: (1) hipotesis inti “diduga legislasi nasional, aktor 
pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan berpengaruh secara simultan 
terhadap proses pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur”, (2) hipotesis pokok “diduga legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-
nilai, dan konteks/lingkungan berpengaruh secara parsial terhadap proses 
 
9Boedianto, op. cit, h. 29-39; Widodo, op. cit., h. 98-100; Winarno, op. cit., h. 16-17; 
Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta, UNY Press, 2010), h. 16-17; Norman 
Flynn, “Explaining the New Public Management: the Importance of Context,” in Kate McLaughlin 
et al. (eds.), New Public Management: Current Trends and Future Prospects (New York: 
Roudledge, 2002), h. 67-71; Charles F. Andrain, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial 
(Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992), h. 76-77 dan 110; UU No. 10 Tahun 2004 yang pada 
perkembangannya diganti/dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 240-242; UU 
No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Pasal 65 (2). 
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pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur”, dan (3) 
hipotesis khusus “diduga sub-variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, 
nilai-nilai, dan konteks/lingkungan berpengaruh secara parsial terhadap proses 
pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur”. 
 
C. Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di 
wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan 
pendekatan gabungan penelitian eksplanasi-kuantitatif (explanative quantitative) 
dan desktiptif-kualitatif (descriptive qualitative) dan pengambilan datanya 
dilakukan secara cross-seksional (cross-sectional research).10 
Variabel penelitian ini, Perda APBD sebagai variabel terikat dan legislasi 
nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan sebagai variabel 
bebas. Unit analisis dan pengamatan penelitian adalah semua stakeholders dan 
individu stakeholders proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. 
Populasi penelitian mencakup semua pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
yang menjadi anggota perancang Perda APBD, anggota DPRD pembahas Perda 
APBD, dan masyarakat. Sampel penelitian ditarik dari populasi melalui dua tahap: 
(1) sampel pejabat yang menjadi anggota panitia perancang dan pembahas Perda 
APBD Provinsi Jawa Timur, dan (2) sampel populasi masyarakat. Penarikan 
sampelnya menggunakan rumus Slovin.11 
 
10Earl R. Babbie, The Practics of Social Research, second edition (Belmonth, California: 
Wardsworth Publishing Company, 1979), h. 205-206; Lawrence W. Neuman, Social Research 
Methods, Fourth Edition (Boston: Allyn and Bacon, 2000), h. 22 dan 30; Vredenbregt, Metode dan 
Teknik Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1979), h. 34. 
11Ida Bagoes Mantra dan Kasto, “Penentuan Sampel,” dalam Masri Singarinbun dan 
Sofian Efendi (ed.), Metode Penelitian Survai, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 166-167. 
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Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan penelitian lapangan 
dengan instrumen pengumpulan datanya adalah wawancara terstruktur 
(kuesioner), wawancara mendalam, dan observasi partisipasi terbatas. Teknik 
pengolahan data penelitian menggunakan metode pengolahan data penelitian: (1) 
kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS 
Statistics for Windows versi 17.0, dan (2) pengolahan data penelitian kualitatif.12 
Instrumen penelitian tersebut sebelum digunakan diuji validitas dan 
reliabilitasnya menggunakan komputer program SPSS. Uji validitas instrumen 
penelitian menggunakan rumus Product Moment dan uji reliabilitas (reliability)-
nya menggunakan Alpha Cronbach. Data yang diperoleh dari kuesioner ini 
dengan skala ordinal tersebut ditranformasikan (dirubah) peneliti ke dalam skala 
interval menggunakan metode suksesif interval (method successive internal) 
dengan menggunakan komputer program XLSTAT (Win) versi 2015.1. Tujuan 
tranformasi data ini agar sesuai dengan persyaratan prosedur operasional analisis 
model regresi berganda (multiple regression model). Untuk memperkuat 
kesimpulan analisis dilakukan tes statistik asumsi klasik, tes regresi linier 
berganda, uji F, dan uji t dengan menggunakan komputer program SPSS.13 
 
Lihat juga Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula 
(Bandung: Alfabeta, 2005), h. 65. 
12Neuman, op. cit., h. 420; Vredenbregt, op. cit., h. 79 dan 92; Nigel Fielding, 
“Qualitative Interviewing,” in Nigel Gilbert (ed.), Researching Social Life (London: Sage 
Publications, 1996), h. 151; Sofian Effendi dan Chris Manning, “Prinsip-prinsip Analisa Data,” 
dalam Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.), Metode Penelitian  Survai, edisi revisi (Jakarta: 
LP3ES, 1989), h. 272-276. 
13Djamaludin Ancok, “Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian,” dalam Masri 
Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.). Metode Penelitian Survai, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 
1989), h. 124-140; Vredenbregt, op. cit., h. 15; Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: 
Andi Offset, 1999), h. 216; Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 178-196; Asdar and Badrullah, “Method of Successive 
Interval in Community Research (Ordinal Transformation Data to Interval Data in Mathematics 
Education Studies),” International Journal of Social Science and Humanities Research 4, Issue. 2 
(April-June, 2016): 358-361; Algifari, Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi (Yogyakarta: 
BPFE. 2000), h. 57 dan 128. 
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Pengujian asumsi klasik (classical assumption test) menggunakan model 
persamaan regresi ganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least 
Squares: OLS). Asumsi klasik yang dilihat adalah asumsi kesalahan penelitian 
menggunakan uji: (1) asumsi distribusi normal (normalitas), (2) asumsi bebas 
kolinieritas, dan (3) asumsi bebas heteroskedastisitas. Uji normalitas (normality 
test) residu menggunakan uji goodness of fit test tipe Kolmogorov-Smirnov dan 
regresi linier ganda model analisis plot. Uji asumsi multikolinieritas 
(multicollinearity assumption test) menggunakan OLS. Sedangkan uji asumsi 
heterokedastisitas (heterocedasticity assumption test) menggunakan uji korelasi 
Pearson Product Moment dan regresi linier berganda metode scatter-plot (alur 
sebaran). Regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis yang 
diajukan penelitian ini. Penggunaan uji F (F-test) untuk menjelaskan pengaruh 
simultan/serentak variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t (t-test) untuk 
menjelaskan pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Sedangkan teknik pengolahan dan analisa data kualitaitif menggunakan 
metode analisis penelitian kualitatif. Pengolahan dan analisa data dilakukan 
bersamaan dalam proses penelitian. Mekanisme teknisnya: (1) pengumpulan data, 
(2) pengolahan data, dan (3) kemudian dilanjutkan dengan analisa data. Tujuan 
penggunaan mekanisme ini agar data penelitian mendapatkan derajat keabsahan 
(trustworthiness). Pencapaian derajat keabsahan data menggunakan teknik 
pemeriksaan data dengan kriteria: (1) derajat kredibilitas, (2) keteralihan, (3) 
kebergantungan, dan (4) kepastian.14 
 
14Neuman, op. cit., h. 420; Sotirios Saratankos, Social Research (South Yanna: 
Macmillan Publishers Australia PTY LTD, 1998), h. 82; J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian 
Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 173. 
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Kriteria kredibilitas (credibility) data menggunakan strategi trianggulasi 
(triangulation strategy), yakni: (1) triangulasi pengukuran dan sumber, (2) 
triangulasi pengamat, (3) triangulasi teori, dan (4) triangulasi metode. Keteralihan 
(transferability) data menggunakan teknik uraian rinci (thick deskription). 
Sedangkan keberantungan dan kepastian (dependability) data menggunakan 
teknik pemeriksaan (auditing) keabsahan data.15 
 
D. Analisis dan Pembahasan Data Penelitian 
Uji hipotesis inti dengan uji F diperoleh data nilai probabilitas Sig.hitung 
(0,000) < Sig.peenelitian, nilai koefisien regresi (R) sebesar 0,936 dan koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,875, dan model persamaan regresi ganda yang 
diperoleh: Y = 0,068 + 0,026 X1 + 0,235 X2 + 0,733 X3 + 0,448 X4. 
Tabel 1 
Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 





Legislasi nasional (X1), 
Aktor pemeran serta 
(X2), Nilai-nilai (X3), 
dan Konteks (X4) 
0,936 
(0,875) 
699,431 2,394 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 
2,.., p-1 
E.  
Keterangan: Ho: β1 = β2 = … = βp-1 = 0 = Ho diterima, Ha ditolak 
 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 = Ha diterima, Ho ditolak  
 
Hasil pengujian tersebut, artinya pengaruh simultan variabel legislasi 
nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses 
pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur signifikan. 
 
15Isadora Newman and Caroly R. Benz, Qualitative-Quantitative Research Methodology: 
Exploring the Interactive Continuum (Southern Illinois University Press, 1998), h. 83; Robert E. 
Stake, “Case Studies,” in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), Handbook of 
Qualitative Research (Thousand Oaks, California: Sage, 1994), h. 241; Neuman, op. cit., h. 12 dan 
124-125; Moleong, op. cit., h. 183-184. 
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Rentang pengaruhnya sangat tinggi, yakni 87,5% dan sisanya 12,5% dipengaruhi 
variabel lain yang tidak dijelaskan penelitian dan besar pengaruhnya 0,068. 
Tabel 2 









Legislasi nasional (X1) 0,026 0,726 
1,965 
0,468 Ho: βk = 0 
UU (X1.1) -0,089 -0,759 0,448 Ho: βk = 0 
Perpu (X1.2) 0,146 1,248 0,213 Ho: βk = 0 
Perpres/Kepres (X1.3) 0,117 0,956 0,340 Ho: βk = 0 
Permen/Kepmen (X1.4) 0,127 1,057 0,291 Ho: βk = 0 
Aktor pemeran serta (X2) 0,235 7,137 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Gubernur/TAPD (X2.1) -0,079 -0,622 0,534 Ho: βk = 0 
DPRD (X2.2) 0,495 4,210 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Kelompok penekan (X2.3) 0,155 1,420 0,156 Ho: βk = 0 
Parpol (X2.4) 0,531 5,193 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Masyarakat (X2.5) 0,116 1,134 0,258 Ho: βk = 0 
Nilai-nilai (X3) 0,733 25,595 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Nilai politik (X3.1) 1,031 10,355 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Nilai organisasi (X3.2) 0,518 4,750 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Nilai pribadi (X3.3) 0,664 6,338 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Nilai kebijakan (X3.4) 0,731 7,595 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Ideologi (X3.5) 0,589 4,946 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Konteks (X4) 0,448 7,487 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Budaya politik (X4.1) 0,596 4,904 0,000 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
Sosial-ekonomi (X4.2) 0,290 2,343 0,020 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 
F.  
Keterangan: Ho: β1 = β2 = … = βp-1 = 0 = Ho diterima, Ha ditolak 
 Ha: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2,.., p-1 = Ha diterima, Ho ditolak  
 
Hasil uji t (uji parsial) ditemukan: (1) hipotesis pokok ke-1 menunjukkan 
pengaruh parsial variabel legislasi nasional terhadap variabel proses pembuatan 
Perda APBD tidak signifikan dengan rentang pengaruhnya sangat rendah, yakni 
hanya 0,026, (2) hipotesis pokok ke-2-ke-4 menunjukkan pengaruh parsial 
variabel aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel 
proses pembuatan Perda APBD signifikan. Rentang pengaruhnya aktor pemeran 
serta rendah, nilai-nilai tinggi, dan konteks/lingkungan cukup tinggi, yakni 
sebesar 0,235, 0,733, dan 0448. 
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Pada uji hipotesis khusus ditemukan hipotesis khusus ke-1 sampai dengan 
ke-5, ke-7, dan ke-9: pengaruh parsial/individual variabel UU, Perpu, 
Perpres/Kepres, Permen/Kepmen, gubernur dan TAPD, kelompok penekan, dan 
masyarakat terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD tidak signifikan. 
Rentang pengaruhnya variabel UU dan gubernur dan TAPD negatif yakni -0,089 
dan -0,079 dan Perpu, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen, kelompok penekan, dan 
masyarakat sangat rendah yakni 0,146, 0,117, dan 0,127. Sedangkan hipotesis 
khusus ke-6, ke-8, dan ke-10 sampai dengan ke-16: pengaruh parsial variabel 
DPRD, partai politik, nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, 
nilai-nilai kebijakan, ideologi, budaya politik, dan kondisi sosial-ekonomi 
terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD signifikan. Rentang 
pengaruhnya variabel DPRD, partai politik, nilai-nilai organisasi, ideologi, dan 
budaya politik cukup tinggi yakni sebesar 0,495, 0531, 0,518, 0,589, dan 0,596, 
nilai-nilai pribadi dan kebijakan tinggi yakni sebesar 0,664 dan 0,731, dan kondisi 
sosial-ekonomi rendah yakni hanya 0,290. 
Data temuan hipotesis pokok ke-1 tersebut, kontradiksi dengan pandangan 
informan penelitian kalangan pemerintah, yang berpendapat bahwa proses 
pembuatan Perda APBD secara normatif sesuai dengan legislasi nasional. 
Contohnya, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD 
Tahun Anggaran 2015 terlihat: (1) landasan peraturan perundang-undangannya 
adalah UU, PP, Perpres, dan Permen, (2) LHP atas LK Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan penilaian WTP dari 
BPK, dan (3) pandangan gubernur dan anggota DPRD bahwa perda tersebut wajar 
dan disetujui semua fraksi di DPRD, sesuai dengan yang disampaikan Badan 
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Anggaran DPRD Jawa Timur bahwa LPJ APBD Jatim Tahun Anggaran 2015 
telah sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan teknis.16 
Sedangkan menurut informan non-pemerintah, terdapat isi/materi perda yang 
tidak sesuai dengan semangat legislasi nasional. Faktor penyebabnya kepentingan 
kalangan terkait dan tekanan dari pihak lain. Namun demikian, secara umum 
proses pembuatan Perda tentang APBD sesuai dengan legislasi nasional.17 
Proses pembuatan perda tersebut menurut informan kalangan pemerintah, 
pemerintah, DPRD, kelompok penekan, partai politik, masyarakat, pandangan 
politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, ideologi, budaya-politik dan 
sosial-ekonomi sangat berperan. Aktor yang paling berperan adalah DPRD dan 
pemerintah daerah. Peran pemerintah dan DPRD sebagai penyusun dan pengabsah 
perda sangat dominan dan memungkinkan terjalin hubungan manajerial-birokrasi, 
politik, dan yurisdiksi. Sedangkan peran masyarakat partisipan dilakukan melalui 
mekanisme audiensi, dengar pendapat, berkirim surat, penelitian, reses anggota 
DPRD, dan kunjungan kerja anggota DPRD. Selain itu, terdapat persaingan 
kepentingan politik, organisasi, pribadi, dan kebijakan antara pemerintah dan 
DPRD dalam proses pembentukannya, tetapi tetap dalam koridor peraturan-
perundang-undangan. Budaya-politik dan sosial-ekonomi berpengaruh dalam 
 
16Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 7 
Agustus 2016 di Surabaya. Lihat juga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 Nomor 03, Seri A, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya; Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 
Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur TA 2015, tersedia di http:///www.bpk.go.id (diakses pada 28 Agustus 2016); dan Berita 
Lima, “Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim TA 2015”, Beritalima, tersedia 
di http://www.beritalima.com (diakses pada 28 Agusturs 2016). 
17Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada 7 Agustus 2016 di Sidoarjo 
dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di 
Bangkalan dan Surabaya. Lihat juga, Soekarwo, op. cit., h. 49-50. 
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proses pembentukan perda tersebut dibuktikan dengan pandangan politik yang 
saling berkompetisi antara pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan argumentasi 
teoritis, norma hukum, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.18 
Berbeda dengan pendapat tersebut menurut informan dari kalangan non-
pemerintah, masyarakat tidak memiliki pengaruh dalam proses pembuatan Perda 
APBD, yang dibuktikan dengan belum diaturnya mekanisme keterlibatan 
masyarakat pada proses pembuatan perda dalam Peraturan Tata Tertib DPRD 
Provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan masyarakat, pandangan pelaku pembuat 
perda dan budaya politik serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat sangat 
berpengaruh dalam proses pembuatan Perda APBD. Buktinya terlihat pada saat 
pembahasan perda seringkali terjadi negosiasi kepentingan untuk tujuan 
kepentingan pribadi dan kelompok. Namun, untuk membuktikannya secara 
empirik sulit, tetapi gejala-gejalanya terasa di kalangan masyarakat Jawa Timur. 
Budaya-politik yang paling berpengaruh adalah pandangan para birokrasi senior 
(TAPD), gubernur, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dimana pandangan 
ini bisa bias subjektif, kelompok, dan faktor lain. Sedangkan pandangan 
masyarakat hanya berpengaruh kecil sekali—yakni diakomodir melalui 
mekanisme audiensi, dengar pendapat, pertemuan langsung dengan masyarakat, 
dan reses—termasuk dalam hal ini protes melalui demonstrasi dan keluar dari 
pelayanan pemerintah pengaruhnya juga demikian.19 
 
18Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 
21 dan 14 Agustus 2016 di Surabaya. Lihat juga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Provinsi Jawa Timur, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 
Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 
19Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 14 dan 
21Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 
15 dan 22 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya. Lihat juga, Ilham Cendikia et al., 
Implementasi Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat 
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Data temuan penelitian tersebut, secara empirik artikulatif dengan 
penelitian Nanda Pratama Sukoco dan Kalpie Astragina, desain normativitas, dan 
konseptual-teoritis pelbagai ilmuan kebijakan publik yang digunakan penelitian 
ini. Namun, data temuan hasil uji parsial dan pendapat sebagian informan, data 
penelitian artikulatif dengan penelitian Habib Adjie et al., dan Dewie Tri 
Wijayanti, dan artikulasinya dengan desain normativitas regulasi Indonesia dan 
konseptual-teoritis pelbagai ilmuan kebijakan publik tersebut bervariasi. 
Gambar 1 
Variabel Paling Berpengaruh terhadap Proses Pembuatan 









Keterangan: ----- = pengaruhnya tidak signifikan/berarti 
         = pengaruhnya signifikan/berarti 
 
Berdasarkan temuan penelitian tersebut—menurut perspektif argumentasi 
ilmiah proses pembuatan kebijakan publik—secara umum dapat dikonstruksikan 
konseptual-teoritis penelitian bahwa proses pembuatan Perda APBD di 
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur merepsesentasikan sebagai proses 
birokratis-administratif (bukan proses profesional dan politik) dan individual aktor 
 
(Jakarta: PATTIRO dan ACCESS, 2007), h. 14; Albert O. Hirschman, Strategi Pembangunan 
Ekonomi (Jakarta: PT. Dian Rakjat, 1970), h. 39; dan Sukoco, op. cit., h. 101. 
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pemeran serta resmi di internal organisasi pemerintahan daerah. Dalam proses 
pembuatan perda tersebut: (1) asal-muasalnya inisiatif dari pemerintah daerah 
(executive heavy), kemudian (2) dibahas dan disahkan di DPRD, dimana faktor 
yang berpengaruh positif adalah: (a) aktor pemeran serta resmi dari kalangan 
partai politik, (b) pandangan (nilai-nilai) politik, organisasi, pribadi, kebijakan, 
dan ideologi, dan (3) persepsi politik (budaya politik) dan kondisi kesejahteraan 
dan kemakmuran masyarakat (kondisi sosial-ekonomi). 
 
G. Kesimpulan 
Temuan data penelitian tersebut dapat disimpulkan: pertama, pengaruh 
simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan 
konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD di 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur signifikan dengan rentang pengaruhnya 
sangat tinggi. Kedua, pengaruh variabel legislasi nasional terhadap variabel proses 
pembuatan Perda APBD tidak signifikan dengan rentang pengaruhnya sangat 
rendah. Pengaruh sub-variabel legislasi nasional: UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan 
Permen/Kepmen terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD tidak 
signifikan dengan rentang pengaruhnya negatif dan sangat rendah. Data ini sesuai 
dengan pendapat informan non-pemerintah dan berbeda dengan pendapat 
informan kalangan pemerintah. 
Ketiga, pengaruh aktor pemeran serta terhadap proses pembuatan Perda 
APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya sangat rendah. Pengaruh sub-
variabel aktor pemeran serta: gubernur dan TAPD, kelompok penekan, dan 
masyarakat terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD tidak signifikan 
dengan rentang pengaruhnya negatif dan sangat rendah. Sedangkan pengaruh sub-































Executive Summary 17 
variabel aktor pemeran serta: DPRD dan partai politik terhadap variabel proses 
pembuatan Perda APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya cukup tinggi. 
Data ini sesuai dengan pendapat informan kalangan pemerintah dan berbeda 
dengan pendapat informan kalangan non-pemerintah. 
Keempat, pengaruh nilai-nilai terhadap proses pembuatan Perda APBD 
adalah sighifikan dengan rentang pengaruhnya tinggi. Pengaruh sub-variabel nilai-
nilai: politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi terhadap variabel proses 
pembuatan Perda APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya cukup tinggi, 
tinggi, dan sangat tinggi. Data ini sesuai dengan pendapat informan kalangan 
pemerintah dan berbeda dengan pendapat informan non-pemerintah. 
Kelima, pengaruh konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda 
APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya cukup tinggi. Pengaruh sub-
variabel konteks/lingkungan: budaya politik, dan kondisi sosial-ekonomi terhadap 
variabel proses pembuatan Perda APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya 
rendah dan cukup tinggi. Data ini sesuai dengan pendapat informan kalangan 
pemerintah dan non-pemerintah. 
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